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UNDANG-UNDANG RI NOMOR 28 TAHUN 2014 
TENTANG HAK CIPTA 
Pasal 8  
Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta 
untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.  
Pasal 9 
1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: (a) penerbitan Ciptaan; (b) 
Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; (c) penerjemahan Cip-
taan; (d) pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian 
Ciptaan; (e) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; (f) pertunjukan 
Ciptaan; (g) Pengumuman Ciptaan; (h) Komunikasi Ciptaan; dan (i) 
penyewaan Ciptaan. 
2. Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak 
Cipta. 
3. Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dila-




1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak 
ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk 
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100. 
000.000 (seratus juta rupiah). 
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, 
dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).  
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, 
dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda 
paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 
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  KATA  PENGANTAR 
 
Negara tetap harus memberikan perlindungan kepada 
setiap orang walaupun orang tersebut berstatus tersangka, ter-
dakwa atau terpidana, termasuk perlindungan apabila menjadi 
korban dalam proses peradilan pidana yakni dilakukan penang-
kapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan yang tidak 
sesuai dengan prosedur hukum oleh aparat penegak hukum, 
atau telah terjadi penerapan hukum yang salah sehingga 
terdakwa dibebaskan dan telah mempunyai kekuatan hukum 
yang tetap atau terjadi kekeliruan mengenai orang (error in 
persona). Salah satu bentuk perlindungan atas pelanggaran hak 
asasi tersangka, terdakwa dan terpidana oleh aparat penegak 
hukum adalah dengan pemberian ganti kerugian. Perlunya 
diberikan perlindungan hukum pada korban proses peradilan 
pidana secara memadai tidak saja merupakan isu nasional tetapi 
juga internasional. Oleh karena itu, masalah ini perlu memper-
oleh perhatian yang serius. 
Kajian mengenai perlindungan terhadap tersangka, terdak-
wa atau terpidana apabila menjadi korban dalam proses peradi-
lan pidana sangat perlu untuk dikaji secara mendalam, karena 
tersangka, terdakwa atau terpidana juga memiliki hak-hak yang 
harus dipenuhi oleh negara. Tulisan ini lebih banyak menyoroti 
dari aspek filosofi mengenai ganti kerugian bagi tersangka, 
terdakwa atau terpidana. Pada umumnya, agak janggal memang 
terdengar di telinga jika tersangka, terdakwa atau terpidana 
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mendapatkan ganti rugi. Oleh sebab itu keberadaan buku ini 
sangat menarik untuk dibaca, dan juga sangat relevan terhadap 
mata kuliah Hukum Acara Pidana. 
Buku ini merupakan pengembangan dari penulisan diser-
tasi penulis. Banyak hal yang menarik untuk dikaji dari aspek 
hak asasi tersangka, terdakwa atau terpidana dan tanggung 
jawab negara yang selama ini kurang mendapat perhatian dari 
dunia hukum pada umumnya. Kiranya keberadaan buku ini 
dapat bermanfaat, dan penulis menyadari bahwa buku ini masih 
jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan segala kerendahan 
hati penulis mengharapkan kritik dan masukan yang sifatnya 
membangun guna perbaikan dan penyempurnaan penulisan 
buku-buku selanjutnya. 
 
      Makassar, 14 Juni 2016 
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 BAB  I 
PENDAHULUAN 
 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada Amendemen Ketiga Tahun 
2001 yakni Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Indonesia adalah 
negara yang berdasarkan hukum (rechtstaat), tidak berdasarkan 
atas kekuasaan (machtsstaat). Hal ini berarti setiap warga negara 
wajib bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Konsepsi 
rechstaat menempatkan hak-hak asasi manusia sebagai salah satu 
ciri khas. Ada dua tradisi besar gagasan negara hukum di dunia, 
yaitu negara hukum dalam tradisi Eropa Kontinental yang 
disebut Rechtsstaat dan negara hukum dalam tradisi Anglo 
Saxon yang disebut dengan Rule of Law. 
Sejalan dengan itu, salah satu ahli yang sering dirujuk 
ketika membicarakan topik negara hukum (Rechtsstaat) dalam 
tradisi Eropa Kontinental adalah Friedrich Julius Stahl. Panda-
ngannya tentang Rechtsstaat merupakan perbaikan dari panda-
ngan Immanuel Kant. Menurutnya, ada empat elemen yang harus 
dimiliki dan menjadi ciri dari negara hukum, yaitu adalah 
pengakuan hak-hak asasi manusia (grondrechten); pemisahan 
kekuasaan (scheiding van machten); pemerintahan berdasar atas 
undang-undang (wetmatigheid van het bestuur); dan peradilan tata 
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usaha negara/peradilan administrasi (administratieve rechts-
praak). 
Sementara itu unsur-unsur yang harus terdapat dalam 
Rule of Law, yang dikemukakan oleh Dicey yakni ada tiga elemen 
prinsip negara hukum, yaitu Absolute supremacy of law, Equality 
before the law, dan Due process of law. Selanjutnya menurut Dicey 
bahwa bahwa1:   
That the rule of law – in its practical manifestation – has three 
main aspects: 
- no man is punishable or can be lawfully made to suffer in body 
or goods except for a distinct breach of law established in the 
ordinary legal manner before the ordinary courts of the land. 
In this sense, the rule of law is contrasted with every system of 
government based on the exercise by persons in authority of 
wide, arbitrary, or discretionary powers of constraint; 
- no man is above the law; every man and woman, whatever be 
his or her rank or condition, is subject to the ordinary law of 
the realm and amenable to the jurisdiction of the ordinary 
tribunals; and  
- the general principles of the constitution (as, for example, the 
right to personal liberty, or the right of public meeting) are, 
                                                 
1 Hilaire Barnett, Constitutional and Administrasve Law, Ed 4, London, Cavendish 
Publishing Limited, 2002, hal. 91.  
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with us, the result of judicial decisions determining the rights 
of private persons in particular cases brought before the courts 
(Bahwa negara hukum dalam praktiknya memiliki tiga 
aspek utama, yaitu: 
- tidak seorangpun bisa dihukum atau diberi sanksi atau 
mengalami perampasan hak milik kecuali untuk pe-
langgaran tertentu dalam cara-cara yang lazim di de-
pan pengadilan. Dalam hal ini, negara hukum diper-
tentangkan dengan setiap sistem pemerintah yang 
didasarkan pada pelaksanaan orang-orang yang bera-
da dalam kekuasaan yang luas, arbiterasi, dan diskresi. 
- tidak seorangpun memiliki derajat yang lebih tinggi di 
hadapan hukum, setiap laki-laki dan perempuan, apa-
pun derajat atau kondisinya, merupakan subjek terha-
dap bidang hukum dan sama terhadap yurisdiksi pe-
ngadilan biasa; dan 
- prinsip-prinsip umum konstitusi (misalnya, hak terha-
dap kebebasan pribadi atau hak untuk berkumpul) me-
rupakan hasil dari keputusan yudisial yang menentu-
kan hak dari orang-orang pribadi dalam kasus tertentu 
dipengadilan). 
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Pendapat tersebut pada penjelasannya, menurut Dicey 
mengenai supremacy of law:2 
“virtue of the supremacy of rule of law in Great Britain no man 
is punishable… except for a distinct breach of law established in 
the ordinary legal manner before the ordinary Courts of the 
land.” (kebijaksanaan dari supremasi hukum di Inggris 
raya, tidak seorangpun bisa dihukum kecuali untuk pe-
langgaran hukum dalam hukum acara biasa di penga-
dilan-pengadilan umum (proses hukum beracara harus 
sama)). 
Kemudian yang menjadi paling fundamental kedua yaitu 
Equality before the law, yang mana diungkapkan bahwa the 
equality of all before the law, as well as the equal subjection of all to the 
same jurisdiction.3 Kemudian dijelaskan kembali oleh Pietro 
Costa4 bahwa: 
the principles of the rule of law demands more than the mere 
equality of all before the law: it imposes the submission of 
everyone to the same laws administrasion by the same court. 
(Prinsip negara hukum membutuhkan lebih dari hanya 
persamaan di depan hukum, ini mensyaratkan proses 
                                                 
2 Pietro Costa, The Rule of Law History, Theory and Criticism, The Netherlands  Springer, 
2007, hal. 163 
3 Hilaire Barnett, Loc.Cit. hal. 91 
4  Pietro Costa, Op.Cit, hal. 164 
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hukum yang sama pada tingkatan jenis pengadilan yang 
sama). 
Moh. Kusnadi dan Bintang Saragih berpendapat bahwa 
ciri-ciri negara hukum yang mendasar dalam suatu negara 
hukum yakni 5: 
1. Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi 
manusia yang mengandung persamaan dalam bidang 
politik, hukum, sosial, kultural dan pendidikan;  
2. Peradilan yang bebas tidak memihak, tidak dipenga-
ruhi oleh sesuatu kekuasaan lain apapun; 
3. Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya. 
Ketiga unsur tersebut tidak dapat dipisahkan dalam 
pembahasannya, walaupun mungkin secara hakiki dapat diarti-
kan menurut karasteristiknya. Oleh karena itu, suatu negara 
hukum tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila 
negara yang bersangkutan tidak memberi penghargaan dan 
jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. 
Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Hans 
Kelsen sebagaimana dikutip oleh M. Hatta, bahwa salah satu 
indikasi untuk disebut negara hukum, antara lain ditegakkan-
                                                 
5 Moh. Kusnadi dan Bintang R. Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut UUD  
1945,  Jakarta, PT Gramedia, 1983, hal.  27 
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nya hak asasi manusia.6 Selanjutnya Masyhur Effendy menge-
mukakan bahwa hak asasi manusia dengan negara hukum tidak 
dapat dipisahkan, justru berpikir secara hukum berkaitan 
dengan ide bagaiman keadilan dan ketertiban dapat terwujud. 
Dengan demikian pegakuan dan pengukuhan negara hukum 
salah satu tujuannya melindungi hak asasi manusia, berarti hak 
dan sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati dan 
dijunjung tinggi.7 
Dengan demikian negara hukum tanpa mengakui, 
menghormati sampai melaksanakan sendi-sendi hak asasi 
manusia tidak dapat dan tidak tepat disebut negara hukum. Hal 
ini berarti pengaturan hak-hak asasi manusia dalam peraturan 
perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan sumber 
pangkal hak yang melekat pada manusia. Pelanggaran terhadap 
hak-hak asasi manusia di dalam konstitusi (hukum dasar) suatu 
negara adalah upaya  membatasi kekuasaan di dalam negara. 
Menurut R. Sri Soemantri bahwa : 
Untuk mencegah adanya kemungkinan menyalahgunaan 
kekuasaan itulah konstitusi atau undang-undang dasar 
disusun dan diterapkan, atau dengan kata lain konstitusi 
dalam dirinya berisi pembatasan kekuasaan dalam nega- 
                                                 
6  Dalam H.A. Mashyhur Effendi, Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum 
Nasional dan Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal.27 
7  Mashyhur Effendy, Ibid, hal.  27 
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ra. Adapun pembatasan kekuasaan tersebut terlihat 
dengan adanya tiga hal dalam setiap konstitusi, yaitu : 
1. Bahwa konstitusi atau Undang-Undang Dasar harus 
menjamin hak-hak asasi manusia atau warga negara; 
2. Bahwa konstitusi atau Undang-Undang Dasar harus 
memuat suatu ketatanegaraan yang bersifat mendasar, 
dan 
3. Bahwa konstitusi atau Undang-Undang Dasar harus 
mengatur tugas serta wewenang dalam negara yang 
juga bersifat mendasar.8        
Sebagai negara hukum berarti Indonesia menjunjung 
tinggi hukum dan kedaulatan hukum, mengandung makna 
bahwa negara dalam melaksanakan tindakan apapun harus 
dilandasi hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara 
hukum. Budaya hukum dikembangkan di semua lapisan 
masyarakat agar tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum 
dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. 
Hak Asasi Manusia (HAM) pada hakikatnya adalah hak-
hak yang dimiliki oleh setiap manusia dan berhak dinikmati 
semata-mata karena ia adalah manusia. Hal tersebut telah diatur 
dalam The Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Selan-
jutnya dalam deklarasi tersebut diatur tentang hak asasi manu-
                                                 
8  Dalam Padmo Wahyono, Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini, Ghalia Indonesia, 
Jakarta, 1984, hal 9 
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sia yang merupakan hak yang dibawa oleh semua manusia sejak 
lahir dan perlindungan atas hak itu merupakan tanggung jawab 
pertama pemerintah. Hak asasi manusia didasarkan pada prin-
sip dasar bahwa semua orang mempunyai martabat kemanu-
siaan yang hakiki, tanpa memandang jenis kelamin, ras, warna 
kulit, bahasa, asas usul kebangsaan, umur, agama atau keyaki-
nan, politik. Setiap manusia berhak untuk menikmati hak mere-
ka. 
Bagi bangsa Indonesia rumusan perlindungan hak asasi 
manusia dapat dilihat pada UUD NRI 1945 (Amendemen 
Keempat Tahun 2002) pada Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J. 
Pasal 28 D ayat (1) mengatur bahwa setiap orang berhak atas 
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang 
adil serta perlakuan yang sama di depan hukum, pasal tersebut 
identik dengan Article 7 UDHR all are equal before the law and are 
entitled without any discrimination to equal protection of the law. All 
are entitled to equal protection against any discrimination in violation 
of this declaration and against any incitement to such discrimination 
(semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindu-
ngan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas 
perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi 
yang bertentangan dengan deklarasi ini, dan terhadap segala 
hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini).  Pasal 
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28 I ayat (4) yang mengatur bahwa perlindungan, pemajuan, 
penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung 
jawab negara, terutama pemerintah. Pasal 28 i ayat (5) “ Untuk 
menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan 
prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak 
asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan 
perundang-undangan. 
Perlindungan hak asasi manusia tersebut kemudian 
dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan yang berada 
di bawah hierarki UUD NRI 1945. Salah satu peraturan perun-
dang-undangan yang menjabarkan perlindungan hak asasi 
manusia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
Di Indonesia sebelum berlakunya KUHAP, hukum acara 
pidana yang berlaku adalah Reglemen Indonesia yang Diperba-
harui yang dikenal dengan Herziene Inlands Reglemen / HIR 
(Staatsblad tahun 1941 Nomor 44). Kemudian pada akhir tahun 
1981, yaitu tanggal 31 Desember dimulailah lembaran baru 
dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, yaitu dengan 
diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sejak itulah 
pelaksanaan hukum acara pidana berubah dari pola HIR ke pola 
yang baru yakni KUHAP. 
 10 Dr. Haeranah, S.H., M.H. 
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Salah satu hal mendasar yang terkandung dalam KUHAP 
adalah ditempatkannya hak-hak asasi manusia sebagai jaminan 
terhadap perlindungan harkat dan martabat manusia secara 
proporsional. KUHAP memberikan perlindungan terhadap hak 
asasi tersangka, dan terdakwa yang sedang menjalani proses 
pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan 
tingkat  persidangan. Perlindungan tersebut diatur pada Pasal 
50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP yang merupakan hak-hak 
tersangka dan terdakwa. 
Salah satu hak bagi tersangka dan terdakwa adalah yang 
diatur dalam  Pasal 68 yakni hak untuk menuntut ganti kerugian 
sebagaimana diatur dalam Pasal 95. Hak tersebut merupakan 
intrumen perlindungan bagi hak asasi tersangka, terdakwa dan 
terpidana.  
Pasal 95 : 
(1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut 
ganti kerugi karena ditangkap, ditahan, dituntut dan 
diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan 
yang berdasarkan undang-undang atau karena 
kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang 
diterapkan. 
(2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli 
warisnya atas penangkapan atau penahanan serta 
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tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-
undang atau karena kekeliruan mengenai mengenai 
orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak 
diajukan ke pengadilan, diputus di sidang 
praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77. 
(3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, 
terpidana atau ahli    warisnya kepada pengadilan 
yang berwenang mengadili perkara mengadili 
perkara pidana yang bersangkutan. 
(4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan 
ganti kerugian tersebut ayat (1) ketua pengadilan 
sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang 
telah mengadili perkara yang bersangkutan. 
(5) Pemeriksaan ganti kerugian sebagaimana tersebut 
pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan. 
Pasal 96 : 
(1) Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk pene-
tapan 
(2) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat 
dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan 
sebagai alasan dalam putusan tersebut. 
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Pengaturan tentang ganti kerugian dalam Instrumen 
Internasional terdapat dalam : Internatioan Covenant on Civil and 
Political Rights (ICCPR) pada Pasal  9 ayat (5) yang berbunyi 
“Any one who has the victim of arrest or detention in contravention to 
the provitions been of this article an enforceable right to copentation” 
(setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan, atau 
penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapatkan ganti 
kerugian yang harus dilaksanakan). Di mana sebelumnya, pada 
Pasal 9 ayat (1) ICCPR menyatakan bahwa : “Setiap orang 
berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorangpun 
dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak 
seorangpun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan 
alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan 
oleh hukum”. 
Pasal 14 ayat (6) ICCPR yang menyatakan “Apabila 
seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan apabila 
kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni 
bedasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja 
ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi 
kesalahan dalam penegakan keadilan. Maka orang yang telah 
menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan tersebut 
harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali jika dibuktikan 
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bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu, 
sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya 
sendiri”. 
Selanjutnya dalam Declaration of Basic Prinsipal of Justice for 
Victims of Crime and Abuse of Power (Deklarasi Prinsip-Prinsip 
Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan 
Kekuasaan), pada Huruf B tentang Penyalahgunaan Kekuasaan 
angka 19 yang menyatakan bahwa “Negara-negara harus mem-
pertimbangkan untuk memasukkan ke dalam hukum nasional 
norma-norma yang melarang penyalahgunaan tersebut. Secara 
khusus, perbaikan tersebut harus mencakup restitusi dan/atau 
kompensasi (imbalan), serta bantuan dan dukungan materiil, 
medis, psikologi dan sosial yang perlu”. 
Pada kenyataannya terkadang aparat penegak hukum 
dalam melaksanakan kewenangan sebagai penegak hukum 
melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan da-
lam perundang-undangan atau melakukan perbuatan melawan 
hukum, misalnya penyidik melakukan tindakan upaya paksa 
seperti penangkapan atau penahanan yang tidak sesuai dengan 
prosedur yang ditentukan dalam KUHAP, atau terjadi  kesala-
han penerapan hukum oleh penuntut umum atau terjadi  keke-
liruan mengenai orang (Error in Persona) sehingga orang yang 
sebenarnya tidak melakukan kejahatan dihukum. 
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Contoh kasus yang sangat terkenal karena kekeliruan 
mengenai orang adalah kasus Sengkon dan Karta yang terjadi di 
Bekasi. Pengadilan Negeri Bekasi dan pengadilan Tinggi Ban-
dung telah menghukum Sengkon bin Yakin dengan hukuman 
penjara 12 tahun dan Karta alias Karung alias Encep bin Salam 
dengan hukuman penjara 7 tahun karena dianggap terbukti 
merampok dan membunuh Sulaiman bin Nasir dan isterinya Siti 
Haya binti Abu. Dalam perkara lain terbukti bahwa yang 
merampok dan membunuh suami isteri Sulaiman adalah Gunel, 
Siih dan warsita.9. 
Contoh lain pembunuhan yang dilakukan oleh Ryan 
terhadap Asrori pada tahun 2008 yang ketahuan setelah pembu-
nuhan berantai yang dilakukannya. Padahal sebelum kasus 
pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Ryan terungkap, ada 
orang lain yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili serta 
dihukum kerena terbukti melakukan pembunuhan terhadap 
Asrori, yakni Devid Eko Priyanto, Imam Hambali alias Kemat 
dan Maman Sugianto. 
Kasus lain adalah Kasus kematian Marsinah, di mana 
Sembilan terdakwa sempat mendekam lima bulan sampai dua 
tahun penjara, sebelum dinyatakan tidak terbukti bersalah oleh 
Mahkamah Agung dan Mohammad Arif Budi terdakwa 
                                                 
9  Adami Chazawi, Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana, Jakarta,Sinar Grafika, 
2010, hal. 10 
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penodong sopir taksi yang sempat ditahan selama 166 hari 
sebelum dibebaskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta 
Utara.10 
Para terdakwa yang dibebaskan oleh pengadilan setelah 
melalui berbagai tahap pemeriksaan yakni penyelidikan, tahap 
penyidikan, tahap penuntutan serta tahap persidangan dan ke-
padanya telah dilakukan penahanan. Terpidana yang dibebas-
kan oleh putusan peninjauan kembali, bukan sekadar berhak 
menuntut ganti rugi karena salah mempidana atau salah me-
ngenai orang saja. Juga dapat menuntut ganti rugi sejak 
dilakukan tindakan awal proses penegakan hukum pidana. 
Misalnya sejak dipangil dan diperiksa, lebih-lebih jika ditangkap 
dan ditahan sampai telah menjalani pidana penjara di Lembaga 
Pemasyarakatan.11 Dengan demikian mereka berhak untuk 
menuntut ganti kerugian atas kesalahan yang dilakukan oleh 
aparat hukum tersebut.  
Pada kasus sengkon dan Karta, keduanya melalui kuasa 
hukumnya  mengajukan tuntutan ganti kerugian ke Pengadilan 
Negeri Bekasi sebesar Rp. 100.000.000- (seratus juta rupiah), tapi 
ditolak. Begitu juga putusan Pengadilan Tinggi Bandung 
menolak tuntutan tersebut. Selanjutnya diajukan kasasi, namun 
                                                 
10  Leden Marpaung, Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana, 
Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1997, hal. 12 
11  Adami  Chazawi, Op.Cit, hal 125 
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Mahkamah Agung tidak memeriksa berkas tuntutan tersebut 
dengan alasan terlambat menyampaikan karena seharusnya 
berkas sudah diterima tanggal 25 Oktober 1983, tapi berkas baru 
masuk tanggal 26 Oktober 1983, sehingga keduanya tidak 
mendapatkan ganti kerugian.12 
Sedangkan untuk kasus pembunuhan yang dilakukan 
oleh Ryan, Kapolda Jawa Timur telah mengakui kekeliruan yang 
dilakukan dalam menetapkan tersangka, sehingga Pengadilan 
Negeri Jombang menghukum orang yang sebenarnya tidak 
melakukan pembunuhan (error in persona). Dan kepada Devid, 
Imam dan Maman telah diberikan ganti kerugian sebesar Rp. 50. 
000.000,- (lima puluh juta rupiah) walaupun para terpidana 
tersebut tidak mengajukan permohonan ganti kerugian.13 
Di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan pra-
peradilan yang dilakukan oleh Hermin yang dikuasakan kepada 
O.C Kaligis. Pemohon adalah adik kandung dari tersangka 
Sudarto (almarhum) yang dilakukan penangkapan pada tanggal 
25 April 1985 oleh anggota dari Polres Jakarta Utara dengan 
alasan terlibat dalam kasus pencurian dengan kekerasan di Desa 
Mauk Tangerang pada tanggal 24 April 1985. Dalam penang-
kapan tersebut aparat hukum tidak memperlihatkan surat tugas 
dan tidak memberikan surat perintah penangkapan kepada 
                                                 
12  http://umum.kompasiana.com/2009/09/29/legenda-Sengkon-Karta-12347 
13  Adami Chazawi, Op.Cit, hal. 128 
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Sudarto dan tidak ditembuskan kepada keluarganya. Pemohon 
memohon agar hakim praperadilan (Ny. Surti H. Pramono, S.H.) 
memutuskan bahwa penangkapan tersebut tidak sah dan 
memberikan ganti kerugian kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- 
(tiga juta rupiah). Namun penetapan hakim menyatakan bahwa 
tuntutan pemohon tidak dapat diterima, dengan alasan bahwa 
tersangka tertangkap tangan.14 
Kasus lain, permohonan praperadilan yang diajukan oleh 
Kardi Mahardi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah 
dikenakan penangkapan dan melebihi masa penangkapan 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) yakni satu kali 
dua puluh empat jam. Pemohon ditangkap sejak tanggal 14 
November 1983 pukul 11.00 WIB sampai dengan tanggal 15 
November 1983 pada pukul 16.00 WIB. Seharusnya termohon 
(penyidik dari Polda Metro Jaya) melepaskan pemohon pada 
tanggal 15 pukul 11.00 WIB atau mengubah statusnya ke 
penahanan dengan memberikan Surat Perintah Penahanan dan 
memberikan tembusannya kepada keluarganya, akan tetapi 
termohon tetap menahannya dan nanti pada tanggal 15 
November pada pukul 16.00 WIB baru menyerahkan Surat Pe-
rintah Penahanan kepada pemohon. Jadi status penangkapan 
bagi pemohon melebihi 5 jam. Dengan kelebihan masa penang-
                                                 
14  O.C Kaligis, Rusdi Nurima, Denny Kailimang, Praperadilan Dalam Kenyataan, Studi 
Kasus dan Komentar, Jakarta, Penerbit Djambatan, 1997, hal. 136-148 
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kapan tersebut, pemohon mengajukan permohonan praperadi-
lan tentang tidak sahnya penangkapan dan tidak sahnya pe-
nahanan karena tidak memberikan tembusan Surat Perintah 
Penahanan pada pihak keluarga pemohon. Penetapan hakim 
praperadilan adalah mengabulkan permohonan pemohon untuk 
sebagian yakni menyatakan bahwa  kelebihan masa penangka-
pan terhadap pemohon tidak sah dan menyatakan penahanan 
sah. Dalam kasus tersebut tidak ada ganti kerugian bagi 
pemohon atas penahanan yang tidak sah, mengingat bahwa 
ganti kerugian hanya bisa diberikan apabila dimintakan terlebih 
dahulu, sedangkan dalam permohonan tersebut, pemohon tidak 
menyertakan permohonan ganti kerugian apabila permohonan 
penangkapan dinyatakan tidak sah.15 
Dien Muhammad mengemukakan bahwa data lima tahun 
terakhir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dari 18 (delapan 
belas) permohonan praperadilan tentang ganti kerugian, hanya 
satu yang dikabulkan, yaitu permohonan tentang tidak sahnya 
penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik 
sekaligus permohonan ganti kerugian. Untuk itu pemohon telah 
menerima pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 200,000,-(dua ratus 
ribu rupiah).16 
                                                 
15 O.C  Kaligis, Rusdi Nurima, Denny Kailimang, Ibid, hal. 197-202 
16 Dien Muhammad, Praperadilan Antara Harapan dan Kenyataan, Jakarta, 1987, hal. 3  
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Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka isu penelitian 
ini adalah bahwa terkadang aparat penegak hukum melakukan 
kesalahan dalam pelaksanaan penegakan hukum, yakni  mela-
kukan  penangkapan atau penahanan terhadap tersangka yang 
tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan  dalam KUHAP, 
kesalahan dalam penerapan hukum sehingga terdakwa dibebas-
kan, terjadi salah orang (error in persona) sehingga orang yang 
tidak melakukan tindak pidana dihukum yang kepada mereka 
diberi hak untuk menuntut ganti kerugian, namun ada kecen-
derungan bahwa ganti kerugian yang dituntut oleh pemohon 
(tersangka, terdakwa, dan terpidana) tidak didapatkannya. Oleh 
karena itu perlu dikaji lebih lanjut tentang hak atas ganti 
kerugian bagi tersangka, terdakwa dan terpidana. Secara umum, 
permasalahan yang akan dibahas dalam buku ini adalah bagai-
manakah hakikat ganti kerugian bagi tersangka, terdakwa, dan 
terpidana dalam perkara pidana? dengan tujuan untuk menge-
tahui hakikat ganti kerugian bagi tersangka, terdakwa, dan 
terpidana dalam perkara pidana. Sehingga secara teoritis, yaitu 
diharapkan buku ini bermanfaat dan memberikan konstribusi 
dalam memperkaya khazanah pengembangan ilmu pengeta-
huan hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana serta bagi 
mata kuliah hukum acara pidana pada khususnya. Lebih khusus 
lagi bermanfaat bagi siapa saja yang berminat untuk meneliti 
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lebih lanjut tentang hak atas ganti kerugian dan hak-hak lain 
dari tersangka, terdakwa dan terpidana. Namun secara praktis, 
buku ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pemerintah/ 
pembuat undang-undang dalam penyusunan peraturan per-
undang-undangan yang mengatur tentang hak atas ganti keru-
gian bagi tersangka, terdakwa dan terpidana. Di samping itu 
diharapkan bermanfaat bagi praktisi hukum dalam pemenuhan 
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BAB  II 
KAJIAN  TEORI  DAN  KONSEP 
 
A. Teori Tanggung Jawab Negara 
Istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam 
kamus hukum, yaitu liability dan responsibility. Liability merupa-
kan istilah hukum yang luas dan menunjuk hampir semua 
karakter resiko atau tanggung jawab, yang meliputi semua 
karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial, seperti 
kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang mencip-
takan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Responsibilty 
berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu 
kewajiban dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan 
dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas 
undang-undang. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, 
istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, 
yaitu tanggung jawab akibat kesalahan yang dilakukan oleh 
subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada 
pertanggungjawaban politik.17 
Menurut Hans Kelsen Sebuah konsep yang berhubungan 
dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung 
jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seorang bertang-
                                                 
17 Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Jakarta, RajaGrafindo, 2006, hal. 336-337. 
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gung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa 
dia memikul tanggung jawab hukum berarti dia bertanggung 
jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Biasa-
nya bila sanksi ditujukan kepada pelaku langsung, seseorang 
bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Bila seperti ini, 
subyek tanggung jawab hukum identik dengan subyek dari 
kewajiban hukum.18 
Selanjutnya Hans Kelsen menyatakan, dalam teori 
tradisional dibedakan dua jenis tanggung jawab (pertanggung-
jawaban), yakni tanggung jawab yang didasarkan atas kesalahan 
dan tanggung jawab (pertanggungjawaban) mutlak. Tanggung 
jawab “mutlak” terjadi bilamana ditandai dengan fakta bahwa 
hubungan antara perbuatan dan akibatnya tidak mengandung 
kualifikasi psikologis. Tidak ada relevansi antara apakah pelaku 
mengantisipasi atau menghendaki akibat dari perbuatannya itu. 
Cukup dikatakan bahwa perbuatannya menimbulkan akibat 
yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang, dan 
bahwa ada hubungan eksternal antara perbuatan dan akibatnya. 
Sedangkan tanggung jawab berdasarkan “kesalahan”, individu 
tidak hanya dianggap bertanggung jawab jika akibat secara 
obyektif  membahayakan telah ditimbulkan dengan maksud 
jahat oleh tindakannya, tetapi juga jika akibat tersebut telah 
                                                 
18 Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan negara, (terjemahan Raisul Muttaqien). 
Bandung, Nusa Media. 2011, hal. 95 
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dikehendaki tanpa maksud jahat, atau jika akibat tersebut tanpa 
dikehendaki, paling tidak pada kenyataannya, telah diperkira-
kan oleh individu itu, dan meski demikian telah ditimbulkan 
oleh tindakannya. sanksi ditandai dengan fakta bahwa tindakan 
yang merupakan delik diberi syarat psikologis. Suatu keadaan 
jiwa tertentu dari si penjahat, yakni bahwa dia mengantisipasi 
atau menghendaki akibat yang membahayakan merupakan 
suatu unsur delik. Unsur ini ditunjukkan dengan istilah “kesa-
lahan”.19 
Selanjutnya menurut Hans Kelsen bahwa pembedaan 
terminologi antara kewajiban hukum dan tanggung jawab 
hukum diperlukan bila sanksi tidak hanya ditujukan kepada 
pelaku delik langsung tetapi juga terhadap individu yang mem-
punyai hubungan dengannya, dan hubungan itu ditentukan 
dengan tatanan hukum. Sebagai contoh adalah tanggung jawab 
sebuah korporasi atas suatu delik yang dilakukan oleh seorang 
organnya. Diandaikan bahwa suatu korporasi tidak memenuhi 
suatu perjanjian dan memberikan ganti rugi atas kerugian yang 
disebabkan olehnya. Atas dasar gugatan yang dilakukan oleh 
pihak lain terhadap perjanjian tersebut, suatu sanksi perdata 
dilaksanakan terhadap harta benda milik korporasi, yang 
merupakan harta kekayaan bersama dari para anggota korporasi 
                                                 
19 Hans Kelsen, Ibid., hal. 95 
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tersebut. Atau dengan mengambil suatu contoh lain, atas dasar 
perintah dari Kepala Negara A, suatu resimen tentara negara A 
menduduki sebuah pulau yang menjadi milik negara B. Sebagai 
konsekuensi dari pelanggaran hak-haknya, negara B mengambil 
tindakan perang terhadap negara A. Ini berarti bahwa tentara 
negara B berusaha untuk membunuh dan menangkap sebanyak 
mungkin para individu yang termasuk warga negara A, dan 
untuk menghancurkan sebanyak mungkin nilai eonomi dari 
para individu yang dirinya sendiri tidak melakukan delik tetapi 
berada dalam suatu hubungan hukum tertentu dengan mereka 
yang telah melakukan delik. Mereka yang dijatuhi sanksi 
termasuk korporasi atau negara yang organ-organnya melaku-
kan delik. Dalam bahasa hukum korporasi dan negara diperso-
nifikasikan (dianggap sebagai pribadi), koeporasi dan negara 
dipandang sebagai badan hukum yang berlawanan dengan 
pribadi fisik atau pribadi natura. Pada contoh yang pertama, 
korporasilah yang telah melakukan delik dan terhadap korpo-
rasi itulah sanksi ditujukan. Pada contoh yang kedua, yang telah 
melanggar hukum internasional adalah negara A yang dilaku-
kan oleh resimen tentaranya, dan terhadap negara itulah sanksi 
ditujukan. Tanggung jawab seseorang dapat pula mencakup 
perbuatan dari individu-individu yang lain.20  
                                                 
20 Hans Kelsen, Ibid., hal. 99-100 
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Menurut Malcolm Shaw bahwa tanggung jawab menurut 
para ahli merupakan prinsip umum hukum internasional.21 
Selanjutnya menurut Malcolm Shaw:22 
The essential characteristic of responsibility hinge upon certain 
basic factors: first, the existence of an international legal 
obligation inforce as between two particular states; secondly, 
that there has occurred an act or omission which violates that 
obligation and which is imputable to the state responsible, and 
finally, that loss or demage has resulted from the unlawfull act 
or omission. (bahwa karasteristik penting dari tanggung 
jawab bergantung kepada adanya kewajiban yang terlahir 
dari hukum internasional yang berlaku pada negara-
negara dan telah terjadi suatu tindakan atau kelalainan 
yang mengakibatkan kerugian yang harus dipertang-
gungjawabkan karena telah melanggar kewajiban menu-
rut hukum internasional). 
Menurut Ian Brownlie:23 
Thus in principles an act or omission which produces a result 
which is on its face a breach of a legal obligation gives rice to 
responsibility in international law, whether the obligation rest 
                                                 
21 Malcolm N. Shaw, International Law, cetakan ke-enam, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2010, hal. 780  
22 Ibid., hal. 781 
23 Ian Brownlie, Principles of Public Internasional Law, seventh Edition, Oxford University 
Press, 2008, hal. 436 
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on treaty, custom, or some other basis. … the law of 
responsibility is cosemed whit the incidence and consequences 
of illegal acts, and particulary the payment of compentation for 
loss caused. (bahwa pada prinsipnya suatu tindakan atau 
kelalain yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum, 
menimbulkan tanggung jawab dalam hukum interna-
sional, apakah kewajiban bersandar pada perjanjian, 
kebiasaan atau dasar lainnya. Tanggung jawab hukum 
berkaitan dengan kejadian dan konsekuensi dari tindakan 
illegal, dan terutama pembayaran kompensasi untuk 
mengganti kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan). 
Fakta bahwa hukum internasional membebankan kewa-
jiban kepada negara secara hukum bertanggung jawab atas 
pelanggaran kewajiban-kewajibannya. Jika kewajiban hukum  
dari negara tersebut tidak dipenuhi karena organ yang berkom-
peten tidak berbuat dengan cara yang ditentukan oleh hukum 
internasional, atau dengan kata lain, jika hukum internasional 
dilanggar oleh negara tersebut, maka sanksi yang ditetapkan 
oleh hukum internasional tidak ditujukan kepada individu yang 
kapasitasnya sebagai organ negara tersebut, telah diwajibkan 
untuk berbuat dengan cara tertentu tetapi tidak melaksanakan-
nya.24 
                                                 
24 Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Op.Cit., hal. 501 
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Menurut International Court of Justice (ICJ) dalam Chorzow 
Factory Case berpendapat bahwa: 
It is a principle of international law that the breach of an 
engagement involves an obligation to make reparation in an 
adequate form. Reparation therefore is the indispensable 
complement of a failure to apply a convention and there is no 
necessity for this to be stated in the convention it self. 
(Tanggung jawab adalah prinsip hukum internasional 
bahwa setiap tindakan yang melanggar dibebani kewa-
jiban untuk melakukan perbaikan dalam bentuk yang 
memadai. Pemulihan terhadap suatu pelanggaran yang 
dilakukan adalah syarat tambahan yang tidak dapat 
dipisahkan dari kegagalan untuk menerapkan konvensi 
dan dalam konvensi tidak ada keharusan untuk menen-
tukan demikian).  
Dalam perkembangan hukum internasional dan nasional 
dikenal teori-teori tanggung jawab internasional yang menjadi 
dasar dalam merumuskan prinsip-prinsip hukum tanggung 
jawab internasional, yaitu:25 
1. Teori Obyektif 
Teori obyektif atau disebut juga teori resiko, menurut 
teori ini tanggung jawab negara adalah mutlak (absolute atau 
                                                 
25 Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional, Jakarta, PT RajaGrafindo 
Persada, 1996, hal. 187  
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strict). Jika seseorang atau agen negara telah melakukan 
tindakan yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, 
maka negara bertanggung jawab menurut hukum internasional 
tanpa perlu dibuktikan apakah tindakan tersebut dilaksanakan 
dengan maksud yang baik atau jahat.26 
Prinsip tanggung jawab mutlak merupakan warisan dari 
sistem hukum kuno, di mana tugas utama hukum adalah 
memelihara kerukunan individu-individu dengan menyediakan 
suatu penyelesaian yang diharapkan dapat diterima untuk 
mencegah pembalasan dendam. Sedangkan menurut Brownlie27 
bahwa secara teknis tanggung jawab obyektif bertumpu pada 
doktrin tindakan sukarela (Tecnically objective responsibility rest on 
the doctrine of the voluntary act). 
2.  Teori Subyektif 
Teori subyektif atau teori kesalahan, menurut teori 
subyektif tanggung jawab negara ditentukan oleh adanya unsur 
kesalahan, yaitu keinginan atau maksud untuk melakukan suatu 
perbuatan atau kelalaian pada pejabat atau agen negara.28 
Beranjak dari perkembangan dalam perkembangan hu-
kum modern, prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya 
kesalahan setiap tindakan yang dilakukan, baik adanya unsur 
                                                 
26 Ibid. hal. 187 
27 Brownline, Op.Cit., Hal 437 
28 Huala Adolf, Loc.Cit, hal. 187  
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kesengajaan atau kelalaian/kealpaan, maka dituntut tanggung 
jawab bagi pihak yang melakukannya. Karena dalam hukum 
dikenal satu prinsip tiada tanggung jawab tanpa kesalahan dan 
telah menjadi dogma hukum yang berlaku sebagai hukum, baik 
dalam sistem hukum Eropa Kontinen (civil Law System) maupun 
dalam sistem hukum Anglo Saxon (Common Law system). 
Aparat penegak hukum dalam pelaksanaan penegakan 
hukum, bisa saja melakukan kesalahan (pada umunya dilakukan 
karena kelpaan), misalnya menggunakan upaya paksa yang 
tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam KUHAP 
atau kesalahan dalam penerapan hukum yang mengakibatkan 
terdakwa diputus bebas dan putusannya telah berkekuatan 
hukum tetap dan terjadinya salah orang (error impersona) dan 
putusan bebas bagi terpidana yang mengajukan upaya hukum 
peninjauan kembali. Akibat dari tindakan aparat penegak 
hukum tersebut menimbulkan kerugian bagi tersangka, terdak-
wa atau terpidana, kerugian tersebut harus diganti dan menjadi 
tanggung jawab negara, karena aparat melaksanakan tugas atas 
nama negara. 
Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa pada umumnya 
para pegawai negeri, yang tidak keluar dari batas lingkungan 
tugasnya tidak dapat dipertanggungjawabkan  atas perbuatan 
yang mungkin melanggar hukum dan negaralah yang langsung 
 30 Dr. Haeranah, S.H., M.H. 
 
Ganti Kerugian Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana …  
bertanggung jawab, berdasarkan atas penganggapan para 
pegawai sebagai  alat belaka dari negara.29 
Demikian juga menurut Soebekti yang menyatakan 
bahwa adalah tidak tepat untuk menuntut oknum polisi, oknum 
jaksa dan oknum hakim, karena mereka menjalankan tugas 
sebagai alat negara. Yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 
suatu tugas ketatanegaraan adalah negara. Bahwa oknum-
oknum tersebut perlu dikoreksi, itu terserah kepada kejaksaan 
sebagai penuntut umum atau pimpinan masing-masing instansi. 
B. Konsep Hak Asasi Manusia 
Hak asasi manusia secara umum dapat diartikan sebagai 
hak yang melekat pada sifat manusia yang tampil dengannya, 
tanpa hak asasi manusia seseorang tak dapat hidup. Ahli hukum 
John Locke berpendapat bahwa hak asasi manusia yang 
diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai 
karunia berupa hak-hak yang bersifat kodrat. Oleh karena itu 
tidak kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat mencabutnya.30 
Hak Asasi Manusia diberikan langsung oleh Tuhan Yang 
Maha Pencipta sebagai karunia berupa hak-hak yang bersifat 
kodrat. Oleh karena itu tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini 
yang dapat mencabutnya. Hak asasi manusia bukan pemberian 
                                                 
29 Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, Jakarta, Sumur Bandung, hal. 29 
30 Aswanto, Hukum dan Kekuasaan, Relasi Hukum, Politik dan Pemilu, Rangkang, 
Yogyakarta, 2012, hal. 117 
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manusia lain, pemerintah ataupun undang-undang dasar. 
Hanya dengan penghargaan dan tegaknya hak kodrat  itu pula, 
manusia dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaannya. 
Kodrat manusia itu diciptakan Tuhan sebagai pribadi 
dengan akal dan kehendak bebas, nilainya sedemikian rupa 
sehingga manusia tidak pernah boleh dipakai semata-mata 
sebagai sarana atau dipaksa bertindak berlawanan dengan suara 
hatinya. Hak asasi setiap orang harus diakui oleh semua orang, 
golongan, lembaga, pemerintah dan agama. Hak tersebut tidak 
bergantung kepada perlindungan undang-undang, dan boleh 
kapan saja dibela oleh siapapun.31 
Menurut H. A. Mansyur Effendy32, HAM adalah hak 
asasi/hak kodrat/hak mutlak milik umat manusia, orang 
perorang, dimiliki umat manusia sejak lahir sampai meninggal 
dunia. Sedangkan di dalam pelaksanaannya didampingi kewa-
jiban dan bertanggung jawab. Dalam beberapa ketentuan 
hukum yang berlaku, seseorang yang sebelum lahir pun dapat 
diberi/mepunyai hak tertentu, demikian juga setelah mati.   
                                                 
31 Anton Sujata, Reformasi Dalam Penegakan Hukum, Jakarta, Djambatan, 2000, hal. 29  
32 H.A. Mansyur Effendy, Dimensi/Dinamika HAM dalam Hukum Nasional dan Internasioanl, 
Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994, hal.143  
 32 Dr. Haeranah, S.H., M.H. 
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Sejalan dengan hal tersebut Arief Budiman33 menyatakan 
HAM adalah hak kodrati manusia, begitu manusia dilahirkan, 
langsung HAM itu melekat pada dirinya sebagai manusia, 
dalam hal ini, HAM berdiri di luar undang-undang yang ada, 
jadi harus diisahkan antara hak-hak warga negara dengan 
HAM. 
Berkaitan dengan hal tersebut Ramdlon Naning menya-
takan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada maratabat 
manusia, yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah 
yang Maha Esa atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai 
anugerah Ilahi. Berarti HAM merupakan hak-hak yang dimiliki 
manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari 
hakikatnya, karena itu HAM bersifat luhur dan suci. Menurut 
Wolhoffbahwa HAM adalah sejumlah hak yang berakar dalam 
tabiat kodrati setiap oknum pribadi manusia, justru karena 
kemanusiaannya, HAM tidak dapat dicabut oleh siapapun, 
karena kalau dicabut, hilanglah kemanusiaannya itu. Pengertian 
sejumlah hak mengandung arti lebih dari satu hak dan tentu saja 
merupakan hak-hak yang pokok atau yang mendasar, misalnya 
hak hidup yang merupakan hak kodrati, melekat dan berakar 
pada diri manusia. Sebagai konsekuensi dari hak haidup itu, 
                                                 
33 O.C. Kaligis, Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka. Terdakwa dan Terpidana, 
Bandung, Alumni, 2006, hal. 61 
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manusia berhak memenuhi kebutuhan hidupnya itu yang juga 
merupakan hak asasi.34 
HAM adalah pemberian Allah sebagai konsekuensi dari 
keberadaan manusia sebagai ciptaan Allah. Hak-hak itu sifatnya 
kodrati (natural), dalam arti kodratlah yang menciptakan dan 
mengilhami akal budi dan pengetahuan dan penegetahuan 
manusia, hak-hak itu dimiliki manusia dalam keadaan alamiah 
dan kemudian dibawanya  dalam hidup bermasyarakat. Adanya 
pemerintah, individu itu tetap otonom dan berdaulat. 
Dalam Al-Qur’an, salah satu ayat yang isinya tentang 
HAM yang bukan saja menghendaki manusia atau suku bangsa 
perlu saling berhubungan, tetapi ditegaskan pula bahwa manu-
sia adalah bebas dan sederajat. Allah berfirman dalam Al-Qur’an 
Surat Al-Hujurat (surat ke 49) ayat 13  yang artinya : 
Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu 
dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan men-
jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supa-
ya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang 
mulia disisi Allah ialah orang yang  paling bertaqwa 
diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui 
lagi Maha Penyayang. 
 
                                                 
34 Ibid. 
 34 Dr. Haeranah, S.H., M.H. 
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Menurut makna Surat Al-Hujurat ayat 13 tersebut adalah 
supaya manusia saling berhubungan dan saling membantu serta 
saling memberi manfaat. Tidak mungkin terjadi hubungan yang 
serasi kalau tidak terpelihara hak persamaan dan kebebasan. 
Bagaimana kita dapat berhubungan dengan seseorang kalau 
ditekan atau dianggap lebih tinggi/lebih rendah daripada kita. 
Hubungan antara raja yang absolut dengan budak tidak 
mungkin akan terwujud dengan baik. Jadi harus ada persamaan 
dulu, baru kemudian terjadilah hubungan yang serasi antar 
manusia. Kemudian orang yang bertaqwalah yang mampu 
menghormati hak orang lain. 
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang  HAM   merumuskan definisi HAM adalah seperangkat 
hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia 
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan 
anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan 
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang 
demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat 
manusia. 
Secara garis besarnya UU Nomor 39 Tahun 1999 yang 
mengatur tentang HAM dan kebebasan dasar manusia (Pasal 9 
sampai dengan Pasal 66) terdiri dari : 
1. Hak untuk hidup; 
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2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; 
3. Hak mengembangkan diri; 
4. Hak memperoleh keadilan; 
5. Hak atas kebebasan pribad; 
6. Hak atas rasa aman; 
7. Hak atas kesejahteraan; 
8. Hak turut serta dalam pemerintahan; 
9. Hak wanita; 
10. Hak anak. 
Dalam mekanisme universal, HAM dapat dikelompokkan 
sebagai berikut :35      
1. Hak sipil (civil rights) yang terdiri atas : 
a. Integrity rights (hak menyangkut keutuhan hidup ma-
nusia) meliputi : 
1) rights to life (hak hidup); 
2) no death penalty (tidak boleh ada hukuman mati); 
3) no torture (tidak boleh ada penyiksaan); 
4) no slavery (tidak boleh ada perbudakan); 
5) freedom of recidence (kebebasan untuk memilih tempat 
tinggal); 
6) freedom of movement (kebebasan untuk bergerak); 
                                                 
35 Aswanto, Op.Cit., hal. 118-120 
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7) right to leave any country, return (hak untuk hidup di 
negara mana saja, serta kembali ke negara asal); 
8) protection of privacy, honour, and reputation (perlindu-
ngan atas privasi, kehormatan dan reputasi); 
9) protection of property (perlindungan hak atas keben-
daan); 
10)  freedom of thought, conscience and religion (kebebasan 
berpikir, memilih agama); 
11)  Right to seek asylum from percecution (hak untuk me-
minta perlindungan suaka politik dari rasa ketakutan); 
12)  Right to nationality (hak mendapat kewarganegaraan); 
13)  Right to family life (hak untuk hidup dengan ke-
luarga); 
b. Due Process right (hak untuk proses hukum yang adil) 
meliputi : 
1) no arbitrary arrest, detention or exile (tidak boleh ada 
kesewenang-wenangan dalam penangkapan, penaha-
nan dan pembuangan); 
2) right to effective remedy (hak untuk mendapat pembi-
naan yang efektif); 
3) right to fair trial (hak atas pengadilan yang jujur); 
4) equality before the courts (semua orang bersamaan 
kedudukannya di depan peradilan); 
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5) right to the accused (hak bagi terdakwa); 
6) nulla poena sine lege (asas legalitas, tidak boleh dihu-
kum seseorang kalau perbuatan yang dilakukan itu 
belum diatur di dalam undang-undang sebagai keja-
hatan). 
2. Hak politik (polical rights), terdiri atas : 
1) opinion and expression (hak berpendapat dan me-
ngeluarkan pendapat); 
2) assembly and association (hak berkumpul dan ber-
organisasi); 
3) take part in government (hak untuk mengambil baha-
gian dalam pemerintahan); 
4) equal access to public service (hak yang sama untuk 
memanfaatkan pelayanan umum); 
5) elect and be elected (hak dipilih dan memilih); 
3. Hak sosial ekonomi (socioeconomic rights), meliputi : 
1) right to work (hak mendapatkan pekerjaan); 
2) qual pay for equal work (hak mendapat upah yang 
seimbang dengan pekerjaan); 
3) no forced labour (tidak boleh ada pemaksaan tenaga 
kerja); 
4) trade union (hak membuat serikat pekerja); 
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5) organize and col, bargaianing (hak untuk melakukan 
negosiasi); 
6) restand leisure (hak menggunakan waktu istirahat); 
7) adequate standard of living (hak mendapatkan standar 
hidup seimbang); 
8) right to food (hak mendapatkan makanan); 
9) right to healt (hak mendapatkan kesehatan); 
10)  right to housing (hak mendapatkan  perumahan); 
11)  right to education (hak mendapaatkan pendidikan); 
4. Hak asasi di bidang budaya (cultural rights), meliputi : 
1) Take part in cultural life (hak mengambil bahagian dalam 
kehidupan budaya); 
2) To benefid from scientific progress (hak untuk menik-
mati/memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan); 
3)  Protectionof authorship and copyright (perlindungan terha-
dap kebebasan mengarang dan hak cipta); 
4) Freedom in scientific research and creative activity (kebe-
basan dalam meneliti ilmu pengetahuan dan berkreasi). 
  Pada dasarnya HAM ditandai oleh dua ciri. Pertama, 
keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kedua, keseimbangan 
antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum 
(masyarakat). Jadi perlindungan HAM meliputi dua unsur, yaitu 
hak asasi perseorangan dan dan hak asasi masyarakat. Keseim-
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bangan antara aspek kemanusiaan dan aspek kemasyarakatan 
mengandung makna antara hak-hak perseorangan (individual) 
di satu pihak dan hak-hak kemasyarakatan (sosial) di lain pihak. 
Dengan kata lain, hukum harus merupakan manifestasi dan 
sekaligus pelindung HAM secara individual dan HAM sebagai 
satu kesatuan hak komunitas. Ini berarti HAM pada hakikatnya 
tidak hanya merupakan karasteristik dan dan identitas yang 
melekat pada hukum, tetapi juga merupakan substansi dan jiwa 
dari hukum itu sendiri. Hukum yang secara substantif  tidak 
memberi jaminan perlindungan terhadap HAM (baik sebagai 
hak perseorangan maupun hak komunitas) pada hakikatnya 
merupakan hukum yang cacat sejak kelahirannya.36 
Pertanyaan yang sering timbul, apakah penyebutan hak 
itu tidak perlu selalu dibarengi dengan pengertian adanya 
kewajiban, sehingga menjadi “hak dan kewajiban asasi”. Panda-
ngan ini bermula dari adanya pemahaman, bahwa hak dan 
kewajiban itu adalah simetris. Hal ini adalah benar, namun perlu 
diingat bahwa simetri  itu tidak berada dalam diri individu yang 
sama. Contohnya apabila A mempunyai hak X, maka B mempu-
nyai kewajiban yang berhubungan dengan X, atau apabila A 
mempunyai kewajiban Y, maka B mempunyai hak yang ber-
hubungan dengan Y. pengertian tersebut dalam pengertian 
                                                 
36 H. Soeharto, Perlindungan Hak Terangka, Terdakwa dan Korban Tindak PIdana Terorisme 
dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Op.Cit., hal. 51  
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HAM melekat pada manusia dan hanya dapat dimiliki oleh 
individu, sedangkan kewajiban yang merupakan bagian simetris 
tersebut  terdapat pada negara, karena hanya negara yang 
mempunyai kekuasaan memelihara dan melindungi hak-hak 
individu ini. Oleh karena itu, apabila ingin memakai istilah hak 
dan kewajiban asasi manusia, maka pemahamannya adalah 
adanya hak pada individu manusia dan adanya kewajiban pada 
pemerintah/negara untuk melindungi individu tersebut terha-
dap setiap kemungkinan pelanggaran, termasuk pelanggaran 
dari negara atau aparat pemerintah sendiri.37 
Menurut Aswanto bahwa untuk mengenal lebih lanjut 
tentang hak asasi manusia dikenal adanya :38 
1. Hak dasar, diambil dari terjemahan grondrechten meru-
pakan hak yang diperoleh seseorang, karena menjadi 
warga negara dari suatu negara. Dasar dari hak dasar 
berasal dari negara, bersifat domestik dan tidak 
bersifat universal. 
2. Hak asasi, berasal dari terjemahan mensen rechten ialah 
hak yang diperoleh seseorang karena dia manusia dan 
bersifat universal. Sedangkan di Indonesia antara hak 
                                                 
37 Mardjono Reksodipuro, HAM dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, Pusat Pelayanan 
Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994, hal. 8    
38 Aswanto, Op.Cit., hal. 117 
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dasar dan hak asasi manusia tidak dibedakan dan 
disebut dengan hak asasi manusia. 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ta-
hun 1945, membedakan pengaturan antara hak warga negara 
dengan hak asasi manusia. Hak warga negara dan hak pen-
duduk diatur pada Bab X Pasal 26 dan Pasal 27, sedangkan hak 
asasi manusia diatur secara tersendiri dalam Pasal 28 A sampai 
dengan Pasal 28 J.39 
Perlindungan hukum sangat berkaitan dengan penegakan 
HAM. Perlindungan hukum sangatlah dibutuhkan karena ter-
jadi diberbagai belahan dunia pelanggaran atas hak-hak 
tersangka, terdakwa, maupun terpidana oleh aparat penegak 
hukum yang merupakan sub-sistem sistem peradilan pidana.40 
Menurut Clive Walker41 kegagalan dalam menegakkan 
keadilan terjadi manakala negara melanggar hak-hak tersangka 
atau terdakwa atau terpidana, baik karena: pertama, proses 
hukum yang tidak mencukupi; atau kedua, hukum yang diterap-
kan terhadap mereka; atau ketiga, tidak adanya pembenaran atas 
hukuman yang diberikan; atau keempat, perlakuan tersangka 
atau terdakwa atau terpidana tidak seimbang dengan hak-hak 
orang lain yang hendak dilindungi; atau kelima, ketika hak-hak 
                                                 
39 Aswanto, Ibid, hal. 126 
40 Hal tersebut dikenal dengan istilah miscarriage of justice, O.C. Kaligis, Perlindungan 
Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana, Bandung, Alumni, 2006, hal.13 
41 Ibid. hal. 13 
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orang lain tidak dilindungi secara aktif oleh negara dari para 
pelaku kejahatan, atau keenam, hukum negara itu sendiri. 
Selanjutnya Walker menjelaskan bahwa keenam kategori 
yang menyebabkan menegakkan keadilan ini dapat menimbul-
kan suatu kegagalan yang tidak bersifat langsung (indirect 
miscarriage) yang mempengaruhi komunitas masyarakat secara 
keseluruhan. Suatu penghukuman yang lahir dari ketidak-
jujuran atau rekayasa akan menimbulkan tuntutan terhadap 
legitimasi negara yang seharusnya menghormati hak-hak indivi-
du. Dalam konteks ini kegagalan dalam menegakkan keadilan 
akan menimbulkan bahaya bagi integritas moral proses pidana 
(moral integrity of the criminal process). Bahkan, lebih jauh lagi 
dapat merusak kepercayaan masyarakat akan penegakan hu-
kum.42 
Pelaksanaan hak-hak asasi manusia perlu pembatasan 
yang ditentukan oleh hukum dengan maksud menjamin pe-
ngakuan dan penghargaan terhadap hak dan kebebasan orang. 
Musyawarah Nasional III Persahi pada bulan Desember 1966 
menetapkan bahwa asas negara hukum Pancasila harus me-
ngandung prinsip-prinsip sebagai berikut:43 
                                                 
42 O.C Kaligis. Ibid, hal. 13 
43 H. Soeharto, Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Korban Tindak Pidana Terorisme 
dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Op.Cit, hal. 71 
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a. Pengakuan dan perlindungan hak asasi yang 
mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, 
ekonomi, kultural, dan pendidikan; 
b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak 
terpengaruh oleh suatu kekuasaan/kekuatan apapun; 
c. Jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan, 
yang dimaksud kepastian hukum yaitu dilaksanakan 
dan aman dalam melaksanakan. 
Kemudian pengegakan HAM dalam negara hukum 
(berdasarkan)  Pancasila seperti yang dikemukakan Marzuki 
Darusman, meliputi:44 
a. Pemahaman baru bahwa antara HAM dan Pancasila 
tidak ada suatu pertentangan konseptual tentang 
hakekat martabat manusia dan nilai individu yang 
dilindungi; 
b. Persyaratan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus 
berdasarkan sistem konstitusional yang mengakui, 
melindungi dan menjamin hak-hak para warga negara 
c. Penegasan bahwa tidak terdapat perbedaan esensial 
antara ide negara hukum dan pengertian hukum 
(berdasarkan) Pancasila. 
                                                 
44 H. Soeharto, Ibid, hal. 71-72 
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Dalam kaitan ini, maka upaya pemerintah Indonesia 
dalam rangka perlindungan hak-hak asasi manusia dapat dilihat 
melalui perumusan dan pengaturannya secara tersebar dalam 
pelbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penga-
turan tersebut dapat dilihat pada salah satu undang-undang 
yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1980 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP) yang di dalamnya ada memuat tentang 
perlindungan yang harus diberikan kepada seseorang yang 
melakukan pelanggaran hukum yakni tersangka, terdakwa dan 
terpidana. 
Adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi 
manusia dalam hal ini tersangka, terdakwa dan terpidana, 
KUHAP mempunyai arti yang sangat penting, oleh karena 
sebagian besar dalam rangkaian proses dari hukum acara pidana 
menjurus kepada pembatasan-pembatasan hak-hak seseorang 
yang diduga melakukan pelanggaran hukum, seperti penang-
kapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan dan Penghu-
kuman yang pada hakikatnya adalah pembatasan hak asasi 
manusia. 
Proses pembentukan KUHAP (1969-1981) menunjukkan 
bahwa untuk melihat proses peradilan pidana itu berlandaskan 
proses hukum yang adil (due process of law), di mana hak-hak 
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tersangka, terdakwa dan terpidana dilindungi dan dianggap 
sebagai bagian dari hak-hak warga negara (civilrights) karena itu 
merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, hal ini ditegaskan 
dalam penjelasan KUHAP yang menyatakan “bahwa negara 
Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Undang-
Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia 
serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukan 
dalam hukum”.45 
Namun demikian perlindungan dimaksud sesuai dengan 
tujuan KUHAP dalam pelaksanaannya diperlukan adanya 
keselarasan atau keseimbangan antara kepentingan pencari 
keadilan selaku individu dengan kepentingan umum/negara 
atau antara kepentingan terdangka/terdakwa dengan kepenti-
ngan pemeriksaan sebagai seorang yang disangka melakukan 
tindak pidana berhak untuk dianggap tidak bersalah sebelum 
adanya keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya 
dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap  sebagaimana asas 
yang dianut dalam KUHAP yaitu asas praduga tidak bersalah. 
Asas praduga tidak bersalah tercantum dalam Pasal 8 UU 
Nomor 14 tahun 1970 (Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009) 
yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditang-
kap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan 
                                                 
45  Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Cetakan kedua, Semarang, Badan 
Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hal. 66  
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wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan 
yang menyatakan kesalahan dan telah memperoleh kekuatan 
hukum yang tetap. 
Unsur-unsur dalam asas praduga tak bersalah adalah 
asas utama perlindungan warga negara melalui proses hukum 
yang adil (due proses of law), yang mencakup sekurang-kurang-
nya :46    
a. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang 
dari pejabat negara; 
b. Pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidak-
nya terdakwa; 
c. Sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat 
rahasia); 
d. Tersangka, terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan 
untuk dapat membela diri sepenuhnya. 
Secara umum sering dikatakan bahwa fungsi dari suatu 
undang-undang acara pidana adalah untuk membatasi kekua-
saan negara dalam melindungi setiap warga masyarakat yang 
terlibat dalam proses peradilan pidana, sehingga diharapkan ter-
jamin perlindungan para tersangka dan terdakwa dari tindakan 
aparat penegak hukum. Dengan demikian hukum yang sama 
memberikan pula pembatasan-pembatasan terhadap hak asasi 
                                                 
46  Mardjono Reksodipuro, HAM dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, Pusat Pelayanan 
Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994, hal. 36 
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warganya. Dengan kata lain hukum acara pidana adalah alat 
yang memberi kekuasaan terutama kepada penegak hukum 
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BAB  III 
GANTI  KERUGIAN 
 
A. Ganti Kerugian dalam Hukum Perdata 
Secara umum, ganti kerugian dikenal dalam bidang hu-
kum perdata. Konsep ganti rugi dalam hukum dikenal dalam 2 
(dua) bidang hukum yakni :47 
1. Konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak; 
2. Konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan un-
dang-undang termasuk ganti rugi karena perbuatan 
melawan hukum. 
a) Konsep Ganti Kerugian dalam Hukum Kontrak 
Pada Pasal 1243 menyatakan bahwa penggantian biaya, 
rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, 
barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan 
lalai memenuhi perikatannya, atau jika sesuatu yang harus 
diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat 
dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. 
Menurut  Ahmadi Miru dan Sakka Pati  bahwa pasal ini 
bermaksud untuk menjelaskan mengapa seseorang dapat dibe-
bani pembayaran ganti kerugian. Penentuan mulainya penghi-
                                                 
47 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer, Bandung, PT. Citra 
Aditya Bakti, 2010, hal. 134 
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tungan pembayaran ganti kerugian itu tergantung dari ada atau 
tidaknya jangka waktu yang dijadikan patokan untuk kelalaian 
salah satu pihak.48 
Berdasarkan Pasal 1243 tersebut, Subekti  menyatakan 
bahwa ganti kerugian sering diperinci dalam tiga unsur yaitu 
biaya, rugi dan bunga (dari bahasa Belanda kosten, schaden en 
interessen). Biaya adalah segala biaya atau perongkosan yang 
nyata-nyata yang sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi 
adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan 
kreditur yang diakibatkan karena kelalaian debitur sedangkan 
bunga adalah kerugian karena kehilangan keuntungan.49 
Begitupula menurut R. Setiawan bahwa KUHPerdata memerin-
cikan kerugian (dalam arti luas) ke dalam 3 (tiga) kategori yaitu : 
1) biaya, 2) kerugian (dalam arti sempit) dan bunga (Pasal 1243). 
Sedangkan kerugian menurut Nieuwenhuis adalah ber-
kurangnya harta kekayaan pihak yang satu yang disebabkan 
oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar 
norma oleh pihak lain.50 
Menurut Ahmadi Miru bahwa kerugian yang diderita 
seseorang secara garis besar dapat dibagi atas dua bagian, yaitu 
                                                 
48 Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai Pasal 
1456 BW, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2009, hal. 13 
49 Leden Marpaung, Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana, 
Op. Cit, hal. 4 
50 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, Jakarta, PT RajaGrafindo 
Persada, 2007, hal. 80 
 Dr. Haeranah, S.H., M.H. 51 
 
                                           Ganti Kerugian Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana …   
kerugian yang menimpa diri dan kerugian yang menimpa harta 
benda seseorang. Sementara itu kerugian harta benda sendiri 
dapat berupa kerugian nyata yang dialami serta kehilangan 
keuntungan yang diharapkan.51 
Selanjutnya Ahmadi  Miru menyatakan bahwa walaupun 
kerugian dapat berupa kerugian atas diri (fisik) seseorang atau 
kerugian yang menimpa harta benda, akan tetapi jika dikaitkan 
dengan ganti rugi, keduanya dapat dinilai dengan uang (harta 
kekayaan). Demikian pula karena kerugian harta benda dapat 
pula berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan, penger-
tian seharusnya adalah berkurangnya atau tidak diperolehnya 
harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh per-
buatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma 
oleh pihak lain.52 
Kemudian yang dimaksud biaya adalah setiap cost yang 
harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, 
dalam hal ini sebagai akibat dan adanya tindakan wanprestasi, 
misalnya dalam kontrak jual beli, di mana si penjual melakukan 
wanprestasi, sehingga si pembeli berusaha untuk membeli 
barang yang sama dari pihak lain dengan harga yang lebih 
mahal, maka selisih harga tersebut merupakan komponen biaya 
yang mesti diganti oleh pihak penjual. Sementara itu yang 
                                                 
51 Ibid, hal. 80 
52 Ibid, hal. 80-81 
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dimaksud dengan kerugian (dalam arti sempit) adalah keadaan 
merosotnya (berkurangnya) nilai kekayaan kreditur sebagai 
akibat dari adanya wanprestasi dari pihak debitur. Selanjutnya 
yang dimaksud bunga adalah keuntungan yang seharusnya 
diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditur karena 
adanya tindakan wanprestasi dari pihak debitur.53 
Persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh KUHPer-
data sehingga terjadi kerugian (dalam arti luas) adalah:54 
1. Komponen kerugian  
   Komponen kerugian yang dapat diberikan ganti rugi 
terdiri dari : 
a. Biaya, 
b. Kerugian (dalam arti luas); 
c. Bunga. 
2. Starting point dari ganti rugi  
Sebagai starting point atau dimulai diwajibkan suatu pem-
bayaran ganti rugi adalah :  
a. Sejak dinyatakan wanprestasi, debitur tetap melalaikan 
kewajibannya, atau 
                                                 
53 Munir Fuady, Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Bandung, Citra 
Aditya Bakti, 2007, hal. 137-138. 
54 Ibid, hal. 139-141. 
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b. Terhadap sesuatu yang harus dibuat atau diberikan, 
sejak saat dilampauinya tenggang waktu di mana debi-
tur dapat membuat atau memberikan tersebut. 
3. Bukan karena alasan force majeure 
Terhadap debitur baru dapat dimintakan ganti rugi jika 
wanprestasi tersebut bukan dikarenakan oleh alasan yang 
tergolong ke dalam force majeure, yaitu dalam hal sebagai beri-
kut: 
a. Karena sebab-sebab yang terduga  
Menurut Pasal 1244 bahwa jika terjadi hal-hal yang tidak 
terduga (pembuktiannya di pihak debitur) yang 
menyebabkan terjadinya kegagalan dalam 
melaksanakan kontrak, hal tersebut bukan merupakan 
kategori wanpretasi kontrak melainkan termasuk dalam 
kategori force majeure, yang pengaturannya hukumnya 
lain sama sekali, kecuali jika debitur bertikad jahat, di 
mana dalam hal ini debitur tetap dimintakan tanggung 
jawabnya. 
b. Karena keadaan memaksa, sebab lain seorang debitur 
dianggap dalam keadaan force majeure sehingga tidak 
perlu bertanggung jawab atas tidak dilaksanakannya 
kontrak adalah jika tidak dipenuhinya kontrak tersebut 
 54 Dr. Haeranah, S.H., M.H. 
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disebabkan oleh keadaan memaksa, sebagaimana diatur 
dalam Pasal 1245 KUHPerdata. 
c. Karena perbuatan tersebut dilarang, apabila ternyata 
(prestasi) yang harus dilakukan debitur ternyata 
dilarang oleh perndang-undangan yang berlaku, maka 
kepada debitur tersebut tidak terkena kewajiban 
membayar ganti rugi (Pasal 1245 KUHPerdata). 
4. Saat terjadinya kerugian. Pada prinsipnya, kerugian yang 
harus diberikan ganti rugi oleh debitur dalam hal adanya 
prestasi terhadap suatu kontrak sebagaimana dalam Pasal 
1246 KIHPerdata adalah kerugian berupa : 
a. Kerugian yang benar-benar telah dideritanya, dan 
b. Kehilangan keuntungan yang sedianya harus dapat 
dinikmati oleh kreditur. 
5. Kerugian dapat diduga, untuk dapat diberikan ganti rugi 
kepada kreditur, maka kerugian yang ditimbulkannya terse-
but haruslah diharapkan akan terjadi atau sedianya sudah 
dapat diduga sejak saat dilakukannya perbuatan yang me-
nimbulkan kerugian tersebut. Ketentuan ini tidak berlaku jika 
tidak dipenuhinya kontrak tersebut disebabkan oleh tipu 
daya yang dilakukan olehnya (Pasal 1247 KUHPerdata). 
6. Kerugiannya merupakan akibat langsung, ganti rugi dapat 
dimintakan oleh kreditur ke debitur yang melakukan wan-
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prestasi terhadap suatu ontrak hanya terbatas kerugian dan 
kehilangan keuntungan yang merupakan akibat langsung 
dari wanprestasi tersebut. Sungguhpun tidak terpenuhinya 
kontak itu terjadi karena adanya tindakan penipuan oleh 
pihak debitur (Pasal 1248 KUHPerdata).  
b) Konsep Ganti Kerugian Karena Perbuatan Melawan  
Hukum 
Ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum ber-
dasarkan  kamus hukum adalah suatu bentuk ganti kerugian 
yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan 
kerugian kepada pihak yang dirugikannya.55 Akibat adanya 
perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian bagi 
korban, kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang 
dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut. 
Justinian menyatakan bahwa sebenarnya hukum yang 
mengatur mengenai ganti rugi perdata sudah lama dikenal 
dalam sejarah hukum. Dalam Lex Aquilia salah satu undang-
undang yang berlaku di zaman Romawi, konsep ganti kerugian 
ini terdapat dalam chapter pertamanya, yang mengatur sebagai 
berikut : jika seorang melawan hukum membunuh seorang 
budak belian atau gadis hamba sahaya milik orang lain atau 
binatang ternak berkaki empat milik orang lain, maka 
                                                 
 55 M. Marwan & Jimmy P, Kamus Hukum, Dictionary of Law, Complete Edition, Surabaya 
Reality Publishier, 2009, hal. 142 
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pembunuhnya harus membayar kepada pemiliknya sebesar nilai 
tertinggi yang didapati oleh properti tersebut tahun lalu. Ganti 
rugi tersebut menjadi berlipat 2 (dua) jika pihak tergugat 
menolak tanggung jawabnya.56 
Bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum 
yang dikenal oleh hukum adalah:57 
1. Ganti rugi nominal, jika adanya perbuatan melawan 
hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengan-
dung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan 
kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban 
diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa 
keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya keru-
gian tersebut. 
2. Ganti rugi kompensasi (compensatory damages) meru-
pakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada 
korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar 
telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan 
melawan hukum. Karena itu ganti rugi seperti ini 
disebut juga dengan ganti rugi aktual. Misalnya ganti 
rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, 
kehilangan keuntungan/gaji, sakit dan penderitaan, 
                                                 
56 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, Op.Cit, hal. 133 
57 Ibid, hal. 134-135 
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termasuk penderitaan mental seperti stres, malu, jatuh 
nama baik, dan lain-lain. 
3. Ganti rugi penghukuman (punitive damages), meru-
pakan ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi 
dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya 
jumlah ganti kerugian tersebut dimaksudkan sebagai 
hukuman bagi si pelaku. Ganti rugi penghukuman ini 
layak diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan 
yang berat. Misalnya diterapkan terhadap pengania-
yaan berat.  
 Ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum diatur 
dalam Pasal 1365 KUHPerdata (BW). Pasal 1365 KUHPerdata 
yang merumuskan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum 
yang  mengakibatkan kerugian kepada orang lain mewajibkan 
orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian, mengganti 
kerugian tersebut. 
Menurut Ahmadi Miru dan Sakka Pati bahwa : 
“Pasal 1365 merupakan pasal yang paling populer ber-
kaitan dengan perbuatan melanggar hukum, yakni keten-
tuan yang mewajibkan orang yang melakukan perbuatan 
melawan hukum untuk mengganti kerugian kepada pi-
hak yang dirugikan akibat perbuatan melanggar hukum 
tersebut. Tanggung jawab untuk melakukan pembayaran 
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ganti kerugian kepada pihak yang mengalami kerugian 
tersebut baru dapat dilakukan apabila orang yang mela-
kukan perbuatan melanggar hukum tersebut adalah 
orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum 
(tidak ada alasan pemaaf). Secara teoretis, dikatakan bah-
wa tuntutan ganti kerugian berdasarkan alasan perbuatan 
melanggar hukum baru dapat dilakukan apabila meme-
nuhi empat unsur, yakni : a. ada perbuatan melanggar 
hukum; b. ada kerugian; c. ada hubungan antara kerugian 
dan perbuatan melanggar hukum; dan d. ada kesala-
han”.58      
Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata yang 
dalam bahasa Belanda disebut onrechmatige daad dan dalam 
bahasa Inggris disebut dengan tort. Tujuan dibentuknya suatu 
sistem hukum yang kemudian dekenal dengan perbuatan 
melawan hukum tersebut adalah untuk dapat tercapai seperti 
dalam pribahasa Latin “Juris praecepta sun haechoneste vivere, 
alterum non laedere, sum cuique tribuere (hidup secara jujur, tidak 
merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya). 
Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimak-
sud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan 
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yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang 
karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang. 
Beberapa definisi tentang perbuatan melawan hukum 
menurut Keeton : 59 
1. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya 
selain dari kewajiban kontaktual atau kewajiban quasi 
contractual yang menerbitkan hak untuk meminta ganti 
rugi; 
2. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang 
mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain 
tanpa sebelumnya ada hubungan hukum, di mana 
perbuatan atau tidak berbuat tersebut baik merupakan 
perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu 
kecelakaan; 
3. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan 
oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap se-
tiap orang pada umumnya, dan dengan tidak meme-
nuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu 
ganti rugi; 
4. Suatu kesalahan perdata (civil wrong), di mana suatu 
ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan 
wanprestasi terhadap kontrak, atau wanprestasi terha-
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dap kewajiban trust, ataupun wanprestasi terhadap 
kewajiban equlity lainnya; 
5. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanpres-
tasi terhadap kontrak, atau suatu perbuatan yang 
merugikan hak-hak orang lain, yang diciptakan oleh 
hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual; 
6. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang 
secara bertentangan dengan hukum melanggar hak 
orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karena-
nya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang 
dirugikan; 
7. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak.   
 Menurut William C Robinson,60 bahwa secara klasik per-
buatan dalam istilah perbuatan melawan hukum adalah non-
feasance yakni merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajib-
kan oleh hukum, misfeasance yakni perbuatan yang dilakukan 
secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau 
merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk mela-
kukannya dan malfeasance adalah perbuatan yang dilakukan 
padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya. 
Menurut R. Setiawan, sebelum tahun 1919, maka onrech-
matige daad atau perbuatan melawan hukum adalah onrechmatig 
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is slecht een daad, die inbreuk maakt op eens anders subjectief recht, of 
die strijd is met des daders eigen rechtsplicht (melawan hukum 
adalah sekedar suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif 
orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari 
pembuat sendiri). 61 
Selanjutnya menurut R. Setiawan bahwa  melalui putusan 
Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, pada kasus Lindenbaun-
Cohen yang telah menjatuhkan putusan bersalah terhadap 
Samuel Cohen pemilik perusahaan percetakan karena memata-
matai serta mencuri rahasia perusahaan milik saingannya Max 
Lindenbaun. Pada awalnya Cohen mendalilkan bahwa apa yang 
ia lakukan tidaklah masuk kategori perbuatan melawan hukum 
karena tidak melanggar undang-undang. Namun akhirnya 
putusan pengadilan negeri memberikan penafsiran secara luas 
terhadap perbuatan melawan hukum tersebut, tidak hanya 
melanggar undang-undang (dalam arti sempit) akan tetapi juga 
setiap perbuatan (ataupun tidak berbuat) yang ataukah melang-
gar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewa-
jiban hukum si pelaku, ataupun bertentangan dengan tata susila 
atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian atau sikap hati-
hati, yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan 
dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda 
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orang lain. Orang yang karena kesalahannya menyebabkan tim-
bulnya kerugian bagi orang lain sebagai akibat dari perbua-
tannya, wajib membayar ganti kerugian (dalam arti Luas).62 
Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan pula adanya unsur 
kesalahan (schuld) terhadap suatu perbuatan melawan hukum, 
di mana unsur kesalahan dianggap ada jika memenuhi salah 
satu diantara 3 (tiga) syarat di bawah ini : 
1. Ada unsur kesengajaan, atau 
2. Ada unsur kelalaian (negligence, culpa), 
3. Tidak ada alasan pembenar atau alsan pemaaf, seperti 
keadaan overmacht, membela diri, tidak waras dan lain-
lain. 
Menurut Djoko Prakoso bahwa biasanya berdasarkan 
Pasal 1365 KUHPerdata, jika seseorang telah melakukan suatu 
perbuatan melanggar hukum dan telah terbukti kesalahannya, 
maka terhadap dirinya dapat dilakukan penuntutan mengganti 
kerugian.63 
Ditinjau dari segi berat ringannya, derajat kesalahan dari 
pelaku perbuatan melawan hukum, maka perbuatan melawan 
hukum yang dilakukan dengan unsur kesengajaan lebih tinggi 
derajat kesalahannya dibandingkan dengan perbuatan melawan 
hukum yang dilakukan dengan unsur kelalaian.    
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Dalam perbuatan melawan hukum, unsur kesengajaan 
baru dianggap ada bilamana dengan perbuatan yang dilakukan 
dengan sengaja tersebut, telah menimbulkan konsekuensi terten-
tu terhadap pisik dan atau mental atau properti korban, meski-
pun belum merupakan kesengajaan untuk melukai (fisik atau 
mental) dari korban tersebut.64 
Unsur kesengajaan mempunyai elemen-elemen yakni : 
a. adanya kesadaran untuk melakukan: 
b. adanya konsekuensi dari perbuatan, jadi bukan hanya 
adanya perbuatan saja; 
c. kesadaran untuk melakukan, bukan hanya untuk 
menimbulkan konsekuensi, melainkan juga adanya 
kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti 
dapat menimbulkan konsekuensi tersebut 
Suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja jika terdapat 
maksud dari pelakunya. Istilah maksud diartikan sebagai suatu 
keinginan untuk menghasilkan suatu akibat tertentu. Jadi de-
ngan kesengajaan, ada niat dalam hati dari pihak pelaku untuk 
menimbulkan kerugian tertentu Bagi korban, atau paling tidak 
dapat mengetahui secara pasti bahwa akibat dari perbuatannya 
akan terjadi. 
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Sedangkan perbuatan melawan hukum dengan unsur 
kelalaian, pihak pelaku tidak ada niat dalam hati untuk menim-
bulkan kerugian, bahkan mungkin ada keinginan untuk mence-
gah terjadinya kerugian tersebut. 
Suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan de-
ngan kelalaian, harus memenuhi unsur-unsur :65 
1. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu 
yang mestinya dilakukan; 
2. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (duty of care); 
3. Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut; 
4. Adanya kerugian bagi orang lain; 
5. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau 
tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang 
timbul.  
Persyaratan berikutnya yang harus ada pada Pasal 1365 
adalah harus ada kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan 
melawan hukum. Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan 
melawan hukum dapat berupa kerugian materiil maupun keru-
gian immateriil. Kerugian materiil adalah kerugian yang nyata-
nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. 
Misalnya kerugian atas rusaknya sebuah truk, maka selain harus 
membayar biaya perbaikan truk, juga berkewajiban mengganti 
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sejumlah penghasilan truk selama berada dalam bengkel. 
Sedangkan kerugian immateriil adalah sejumlah kerugian non 
materiil seperti rasa ketakutan, kehilangan kesenangan  hidup, 
kehilangan tangan yang tidak dapat digunakan lagi untuk 
mencari nafkah dan sebagainya.66 
Persyaratan yang lain adalah adanya hubungan kausal 
antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian. Untuk 
memahami makna hubungan kausal antara perbuatan melawan 
hukum dengan adanya kerugian dikenal 2 (dua) teori yaitu : 1) 
teori condition sine qua non (Von Buri) yang menyatakan bahwa 
segala hal yang berkaitan dan dapat mengakibatkan kerugian 
maka semuanya dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian 
tersebut, dan 2) teori Adequate veroorzaking (Von Kries), menurut 
teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab atas kerugian 
yang langsung diakibatkan oleh perbuatan melawan hukumnya. 
B. Ganti Kerugian dalam Hukum Pidana  
Peraturan perundang-undangan Indonesia yang menga-
tur tentang hak atas ganti kerugian dalam perkara pidana  
pertama-tama muncul dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1970 ( sekarang Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
Tentang Kekuasaan Kehakiman), pada Pasal 9 yang berbunyi : 
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(1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau 
diadili tanpa berdasarkan undang-undang atau karena 
kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang dite-
rapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabi-
litasi; 
(2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
(3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti ke-
rugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian 
diatur dalam undang-undang. 
Menurut Andi Hamzah bahwa usaha menciptakan pera-
turan di bidang ini telah sejak beberapa tahun dilakukan. Ketika 
Oemar Seno Adji menjabat Ketua Mahkamah Agung telah 
dikeluarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 
yang memperkenalkan kembali lembaga herziening yakni bagai-
mana meminta ganti kerugian setelah dibebaskan atau lepas dari 
segala tuntutan hukum sebagai putusan herziening, tidak diatur. 
Walaupun ada ketentuan lama dalam Reglemen op de Strafvor-
dering dahulu, namun itu tidak dapat diterapkan, karena selain 
tidak berlaku lagi, juga diperuntukkan untuk golongan Eropa.67 
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Barulah dengan KUHAP cita-cita tersebut dapat terkabul, 
tercantum dalam Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP yang merupa-
kan penjabaran Pasal 9 UUPKK tersebut. Tetapi ketentuan da-
lam KUHAP ini masih kurang sempurna, karena masih perlu 
dijabarkan dalam peraturan pelaksanaan (peraturan pemerin-
tah), antara lain ketentuan yang tegas mengenai dalam hal apa 
ganti kerugian itu dapat diberikan dan bagaimana hakim 
menilai besarnya ganti kerugian tersebut. Sedangkan untuk 
ganti kerugian bagi korban diatur dalam Pasal 98 sampai 
dengan Pasal 102 KUHAP. 
Pengaturan atas hak atas ganti kerugian di dalam 
KUHAP merupakan perwujudan perlindungan hak asasi ter-
sangka, terdakwa dan terpidana yang telah dikenakan tindakan 
upaya paksa oleh aparat penegak hukum sebagaimana dikemu-
kakan oleh Martiman Prodjohamidjojo bahwa asas ganti keru-
gian dan rehabilitasi merupakan jaminan perlindungan hak 
asasi tersangka, terdakwa dan terpidana, karena tindakan mela-
wan hukum atau tindakan tanpa alasan undang-undang atau 
karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang 
diterapkan, menimbulkan kerugian bagi tersangka, terdakwa 
maupun terpidana.68 
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Selain Pasal 95 dan 96 KUHAP, ketentuan lain dalam 
KUHAP yang berkaitan dengan ganti kerugian adalah Pasal 1 
butir 10 c, Pasal 1 butir 22, Pasal 68, Pasal 77 huruf b, Pasal 81, 
Pasal 82 ayat (3) c, Pasal 82 ayat (4). Jadi sebenarnya istilah ganti 
kerugian tidak ditemukan dalam hukum pidana materiil. Istilah 
tersebut baru muncul pada hukum pidana formil. Istilah ganti 
kerugian merupakan istilah yang digunakan dalam hukum 
perdata yang timbul karena wanprestasi dalam perikatan dan 
karena perbuatan melanggar hukum. 
Pasal 1 butir 22 KUHAP memberikan pengertian tentang 
ganti kerugian dalam perkara pidana adalah hak seseorang 
untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutannya yang berupa 
imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut 
ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang 
atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang 
diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. 
Dari rumusan Pasal 1 butir 22 tersebut maka yang 
dimaksud ganti kerugian dalam hukum acara pidana adalah 
ganti kerugian karena perbuatan melanggar hukum yang 
dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang telah mela-
kukan penangkapan, penahanan, menunut ataupun mengadili 
tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena 
terjadi kekeliruan mengenai orang (error inpersona), atau keke-
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liruan mengenai hukum yang diterapkan. Di mana pada Pasal 
1365 KUHPerdata (BW) menyatakan bahwa tiap perbuatan 
melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang 
lain mewajibkan orang karena salahnya menimbulkan kerugian, 
mengganti kerugian tersebut. 
Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa dalam hubungan 
dengan perbuatan melanggar hukum, maka hal tersebut selain 
dapat dilakukan oleh perseorangan (bukan penguasa), dapat 
pula dilakukan oleh penguasa, misalnya seorang hakim yang 
merupakan organ pengadilan dalam melaksanakan tuganya 
telah memutuskan suatu perkara secara melanggar hukum. Hal 
ini dapat dikategorikan sebagai onrechtmatige overrheidsdaad69 
Selanjutnya Martiman Prodjohamidjojo menyatakan bah-
wa sebagaimana pengertian tentang melanggar hukum yang 
telah berkembang menurut doktrin dan yurisprudensi sesuai 
dengan tuntutan perkembangan masyarakat itu sendiri, maka 
dapat disimpulkan bahwa karena ditangkap, ditahan, dituntut 
dan diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kare-
na kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan 
dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum.70 
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Sedangkan pengertian ganti kerugian menurut Pasal 99 
KUHAP adalah meliputi biaya yang telah dikeluarkan. Penger-
tian ini termasuk meliputi diantaranya biaya pengobatan, biaya 
pemulihan cacat yang langsung diderita oleh korban tindak 
pidana. 
Jadi, ganti kerugian yang diatur dalam KUHAP ada dua 
jenis, yakni ganti kerugian karena perbuatan aparat penegak 
hukum dan ganti kerugian karena perbuatan tersangka/ter-
dakwa. Pengertian ganti kerugian yang disebutkan pada Pasal 1 
butir 22 tersebut di atas hanya ganti kerugian karena perbuatan 
aparat penegak hukum, sedangkan ganti kerugian karena 
perbuatan terdakwa dapat dilihat pada Pasal 98 ayat (1) yang 
menyatakan bahwa jika suatu perbuatan yang menjadi dasar 
dakwaan di dalam pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan 
negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim 
ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan 
untuk menggabungkan gugatan ganti kerugian kepada perkara 
pidana itu. 
Perkara tuntutan ganti kerugian merupakan hak keper-
dataan yang dilanggar dalam rangka melaksanakan hukum 
acara pidana oleh pejabat negara dalam hal ini penyidik, penun-
tut umum dan hakim, namun di dalam KUHAP memungkinkan 
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perkara ganti kerugian diperiksa oleh pengadilan pidana yang 
meliputi:71 
1. Ganti kerugian menurut Pasal 77 jo Pasal 95 ayat (2); 
2. Ganti kerugian menurut Pasal 81 akibat tidak sahnya 
penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya 
penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; 
3. Ganti kerugian karena adanya benda yang disita yang 
tidak termasuk alat pembuktian (Pasal 82 ayat (1); 
4. Ganti kerugian karena tindakan lain, yaitu kerugian 
yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggele-
dahan dan penyitaan yang tidah sah menurut hukum ; 
5. Ganti kerugian kepada korban dalam penggabungan 
gugatan dengan perkara pidana (Pasal 98 ayat (1); 
6. Ganti kerugian karena telah terjadi selisih mengenai 
lamanya penahanan melebihi lamanya pidana peram-
pasan kemerdekaan badan yang dijatuhkan, diperiksa 
dengan acara praperadilan Penjelasan Pasal 95 ayat (1); 
7. Ganti rugi berdasarkan Pasal 95 ayat (5) KUHAP 
diadili dengan mengikuti acara praperadilan atas hal-
hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1). 
Proses pemeriksaan permintaan ganti kerugian ini meli-
puti pula permintaan ganti rugi karena telah diputus bebas atau 
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lepas dari segala tuntutan hukum, yang putusannya telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap, baik melalui penggunaan 
upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa/peninjauan 
kembali. 
Penggolongan ganti kerugian yang dimaksudkan dalam 
KUHAP adalah : 
a. Ganti kerugian yang dituntut tersangka, terdakwa, 
terpidana atau ahli warisnya hanyalah mengenai keru-
gian yang dimaksud Pasal 95 ayat (1) dan (2) yang 
menurut Pasal 1 butir 22 KUHAP berupa imbalan 
sejumlah uang. Termasuk kerugian yang terjadi akibat 
selisih penahanan yang melebihi pidana yang dijatuh-
kan sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 95 
ayat (1).  
b. Ganti kerugian atas permintaan orang lain adalah per-
mintaan yang dimohonkan oleh korban dan pihak 
ketiga lainnya yang berkepentingan yang hak miliknya 
dilanggar oleh penyidik dengan melawan hukum 
sehingga timbul kerugian. 
Mereka yang dalam Pasal 98 ayat (1) dinamakan dengan 
orang lain itu dapat mengajukan permintaan kepada hakim 
ketua sidang untuk menggabungkan perkara gugatan ganti 
kerugian kepada perkara pidana yang bersangkutan untuk dipe-
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riksa dan diputus sekaligus. Ganti kerugian yang dimaksud 
adalah kerugian akibat dari tindak pidana tersebut. Hal ini 
merupakan perwujudan dari asas peradilan yang cepat, seder-
hana dan biaya ringan, korban tidak perlu lagi mengajukan 
tuntutan ganti kerugian secara perdata untuk pemulihan 
kerugian yang dideritanya. 
Mengenai ganti kerugian yang sudah diterapkan di ber-
bagai negara yakni:72 
1. Ganti kerugian dipandang bersifat perdata dan diberi-
kan pada prosedur perdata. 
2. Ganti kerugian bersifat perdata tetapi diberikan pada 
prosedur pidana. 
3. Ganti kerugian yang sifatnya perdata tetapi terjalin 
dengan sifat pidana dan diberikan pada prosedur pida-
na. 
4. Ganti kerugian yang sifatnya perdata dan diberikan 
pada prosedur pidana tetapi pembayaran menjadi 
tanggung jawab negara. 
5. Ganti kerugian yang sifatnya netral dan diberikan pa-
da prosedur khusus pula. 
Menurut Djoko Prakoso bahwa yang dimaksud Pasal 9 
UU Nomor Nomor 14 Tahun 1970 atau (Pasal 9 UU Nomor 48 
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Tahun 2009 yang berlaku sekarang)  adalah terdakwa, tersangka 
dan terpidana dapat menuntut ganti kerugian yang timbul 
sebagai akibat dari tindakan yang tidah sah yang meliputi :73 
- Kerugian nyata (rii) ; 
- Maupun biaya yang telah dikeluarkan selama yang 
bersangkutan ditangkap/ditahan ; 
- Bahkan kalau mungkin juga segala kerugian immate-
rial berupa rusaknya nama baik.  
  Dalam Memori Penjelasan (Memorie van Toelichting) Ned. 
Sv. Telah diperinci  kerugian-kerugian tersebut adalah sebagai 
berikut :74 
- Merusak kehormatan dan nama baik; 
- Kehilangan kebebasan; 
- Kerugian materiil yang semuanya didasarkan kepada 
keadilan dan kebenaran 
Namun jika diperhatikan ketentuan Pasal 1 butir 22 
KUHAP tadi bahwa kerugian yang dimaksud berupa imbalan 
sejumlah uang yang diberikan kepada pihak yang telah dikena-
kan tindakan yang tidak sah, dituntut, diadili tanpa berdasarkan 
undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum 
yang diterapkan. Begitupula ditentukan jumlah tertentu (jumlah 
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minimal dan maksimal) yang dapat dikabulkan hakim sebagai-
mana diatur dalam Peraturan Pelaksanaan KUHAP. 
P.J.P Tak mengatakan bahwa di Negeri Belanda semula 
terdapat dua golongan tentang ganti kerugian kepada tersangka, 
terdakwa atau terpidana, yang pertama melihat ganti kerugian 
itu sesuai dengan pandangannya bahwa menurut bukti-bukti 
tersangka tidak bersalah, ganti kerugian itu merupakan alat 
untuk membersihkan terdakwa dari noda karena ia telah me-
ngalami penuntutan. Golongan kedua khawatir bahwa ganti 
kerugian diminta juga jika alasan penahanan adalah sah, tetapi 
akhirnya terdawa tidak dipidana. Kalau begini halnya, disebab-
kan ancaman pertanggungjawaban ganti kerugian dalam ba-
nyak kejadian akan mengakibatkan banyak putusan yang memi-
dana yang semestinya tidak demikian, seharusnya bebas men-
jadi dipidana.75 
Andi Hamzah setuju dengan pendapat golongan kedua. 
Janganlah karena dibebaskan atau dilepas dari segala tuntutan 
hukum tersangka yang semula ditahan secara sah, otomatis 
menuntut ganti kerugian, karena kalau demikian, hakim akan 
takut untuk membebaskan seorang terdakwa (apalagi kalau 
hakim tersebut telah menahan atau memperpanjang penahanan 
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terdakwa), karena ia akan bertanggung jawab atas ganti keru-
gian tersebut.76 
Sedangkan pendapat Yahya Harahap bahwa sekiranya 
seorang terdakwa dituntut dan diadili dalam pemeriksaan 
sidang pengadilan, namun dinyatakan apa yang didakwakan 
tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, dan terdakwa harus 
dinyatakan dibebaskan dari tuntutan pidana. Itu berarti bahwa 
terdakwa telah dituntut dan diadili tanpa tanpa dasar dan 
alasan hukum. Maka dengan putusan bembebasan tersebut, 
merupakan dasar bagi terdakwa untuk mengajukan tuntutan 
ganti kerugian.77 
Walaupun terdakwa telah melakukan tindak pidana, 
tetapi karena kekeliruan penuntut umum, terdakwa dibebaskan 
di pengadilan, maka terdakwa tersebut  berhak menuntut ganti 
kerugian. Demikian pula halnya dengan putusan pengadilan 
yang keliru atau khilaf, tetapi penuntut umum tidak mengaju-
kan upaya hukum sehingga terdakwa dibebaskan, maka terdak-
wa dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian.78 
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C. Ganti Kerugian dalam Hukum Islam    
Menurut Asmuni ide ganti rugi terhadap korban perdata 
maupun pidana, sejak awal sudah disebutkan oleh nas Al-
Qur’an maupun Hadis Nabi. Dari nas-nas tersebut para ulama 
merumuskan berbagai kaidah fiqh yang berhubungan dengan 
daman atau ganti rugi. Sejak awal diakui, para fuqaha tidak 
menggunakan istilah masuliyah al-jina’iyah untuk sebutan tang-
gung jawab pidana. Namun demikian sejumlah pemikir hukum 
Islam klasik terutama Al-Qurafi dan al-Iz Ibnu Abdi Salam  
memperkenalkan istilah al-jawabir untuk sebutan ganti rugi 
perdata (daman) dan al-zawajir untuk sebutan ganti rugi pidana 
(uqubah diyat, amsi dan lain-lain). Walaupun dalam perkemba-
ngannya kemudian terutama era kekinian para fuqaha’ sering 
menggunakan istilah masuliyah yang tidak lain merupakan 
pengaruh dari karya-karya tentang hukum barat. Daman dapat 
terjadi karena penyimpangan terhadap akad dan disebut daman 
al-aqdi, dapat pula terjadi akibat pelanggaran yang disebut 
daman ‘udwan. Di dalam menetapkan ganti rugi unsur-unsur 
yang paling penting adalah darar atau kerugian pada korban. 
Darar dapat terjadi pada fisik, harta atau barang, jasa dan juga 
kerusakan yang bersifat moral dan perasaan atau disebut 
dengan darar adabi  termasuk di dalamnya pencemaran nama 
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baik. Tolok ukur ganti rugi, baik kualitas maupun kuantitas 
sepadan dengan darar yang diderita pihak korban.79 
Sedangkan menurut Syamsul Anwar, konsep ganti rugi 
dalam hukum Islam lebih menitikberatkan pada hak dan 
kewajiban antara pihak debitur dan kreditur. Menurutnya ganti 
kerugian dalam Islam hanya dibebankan pada pihak debitur 
apabila pihak kreditur dirugikan oleh pihak debitur akibat tidak 
melaksanakan tanggung jawab atau ingkar janji. Ganti rugi 
hanya dibebankan pada debitur yang ingkar janji apabila 
kerugian yang dialami oleh kreditur memiliki hubungan sebab 
akibat dengan perbuatan ingkar janji atau ingkar akad dengan 
debitur.80 
Dalam Islam istilah tanggung jawab yang terkait dengan 
konsep ganti rugi dibedakan menjadi 2 (dua) : 
1. Daman akad (daman al-aqad), yaitu tanggung jawab 
perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber 
kepada ingkar janji; 
2. Daman udwan (daman al‘udwan), yaitu tanggung jawab 
perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber 
pada perbuatan merugikan atau dalam istilah hukum 
perdata disebut perbuatan melawan hukum. 
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Selanjutnya menurut Asmuni, definisi daman akan men-
cakup makna-makna sebagai berikut81 : 
a. Obyek wajib daman terletak pada zimmah (perjanjian). 
Kewajiban daman tidak akan gugur kecuali dengan 
memenuhi atau dibebaskan oleh pihak yang berhak 
menerima ganti kerugian tersebut. Pihak yang dirugi-
kan (mutadarrar) berhak mengadukan penyebab keru-
gian (mutasabbib) ke pengadilan agar memenuhi kewa-
jibannya. 
b. Kewajiban atas dasar daman berbeda dengan kewajban 
atas dasar uqubah, baik pada karakter maupun tuju-
annya. Daman ditetapkan untuk melindungi hak-hak 
individu. Sedangkan uqubah ditetapkan karena adanya 
unsur pelanggaran terhadap hak-hak Allah SWT. 
Kewajiban pada daman bertujuan untuk mengganti 
atau menutupi kerugian pada korban. Sedangkan 
uqubah ditetapkan untuk menghukum pelaku kejaha-
tan agar jera dan tidak melakukan perbuatan itu lagi. 
c. Sebab-sebab daman adalah unsur ta’addi yaitu melaku-
kan perbuatan terlarang dan atau tidak melakukan 
kewajban menurut hukum. Ta’addi dapat terjadi karena 
melanggar perjanjian dalam akad yang semestinya 
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dapat dipenuhi, atau dapat terjadi karena melanggar 
hukum syariah seperti pada kasus pengrusakan ba-
rang, perampasan maupun kelalaian atau menyia-
yiakan barang secara sengaja. 
d. Ta’addi yang mewajibkan daman benar-benar menim-
bulkan kerugian. Jika tidak menimbulkan kerugian, 
maka tidak ada daman karena secara faktual tidak ada 
darar yang harus digantirugikan. Itulah sebabnya jika 
seseorang pengendara yang lalai menabrak barang 
orang lain tetapi tidak menimbulkan kerusakan, tidak 
wajib memberikan daman. Namun demikian, terdapat 
suatu perbuatan dengan sendirinya mewajibkan daman 
seperti perampasan. Menurut jumhur ulama pelaku 
perampasan harus mengganti manfaat barang selama 
berada dalam penguasaannya walaupun tidak difung-
sikan. Pendapat ini berdasarkan asumsi bahwa keru-
gian selalu terjadi pada kasus-kasus perampasan. 
Kerugian juga akan dialami oleh orang-orang yang 
dibatasi kebebasannya oleh penguasa atau seseorang 
yang ditahan secara illegal. Pendapat ini memperkuat 
kaidah bahwa kerugian adalah syarat terhadap keha-
rusan ganti rugi. 
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e. Antara ta’addi (pelanggaran) dengan darar (kerugian) 
harus memiliki hubungan kausalitas. Artinya darar 
dapat harus dinisbatkan kepada pelaku pelanggaran 
secara langsung. 
f. Darar harus bersifat umum sesuai dengan hadis Nabi 
laa dharara qa laa dhiraa (tidak boleh merugikan diri 
sendiri dan merugikan orang lain). Tingkat darar 
diukur berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Hal ini 
sejalan dengan kaidah ushul yajibu hamlu al-lafzi ‘ala 
ma’nahu al-‘urfi (suatu keharuan membawa kata kepa-
da maknanya yang definitif secara syara’ jika ditemu-
kan, tetapi kalau tidak ada, maka dialihkan kepada 
makna definitif berdasarkan ‘urf). Karena syari’ tidak 
menetapkan makna darar. Sehingga ukurannya, baik 
kualitas maupun kuantitas mengacu pada ‘urf. Dengan 
demikian darar yang diganti rugi berkaiatan dengan 
harta benda, manfaat harta benda, jiwa dan hak-hak 
yang berkaiatan dengan kehartabendaan jika selaras 
dengan ‘urf berlaku di tengah masyarakat. 
g. Kualitas dan kuantitas daman harus seimbang dengan 
daman harus seimbang dengan darar. Hal ini sejalan 
dengan filosofi daman yaitu untuk mengganti dan 
menuntupi kerugian yang diderita pihak korban, 
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bukan membuat pelakunya agar menjadi jera. Kendati 
demikian, tujuan ini selalu ada dalam berbagai sanksi, 
walau hanya bersifat konvensional. 
D. Alasan-Alasan Tuntutan Ganti Kerugian 
Dalam hal ganti kerugian, ada hal-hal yang dapat menim-
bulkan atau seseorang dapat melakukan penuntutan ganti keru-
gian. Alasan-alasan yang menjadi dasar bagi tersangka, terdak-
wa, atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian apabila 
kepadanya dikenakan tindakan yang tidak berdasarkan undang-
undang secara limitatif disebutkan pada Pasal 95 dan Pasal 77 
huruf (b) KUHAP. 
Sehubungan dengan penerapan Pasal 95 KUHAP, Andi 
Hamzah82 berpendapat: 
1. Mereka yang disangka/dituduh atau dipidana tanpa 
alasan yang berdasarkan undang-undang; 
2. Keliru mengenai orang yang disangka/dituduh atau 
dipidana; 
3. Salah menerapkan peraturan perundang-undangan. 
Menurut Adami Chazawi, dari segi korban, kesalahan 
proses penegakan hukum pidana yang membawa kerugian, 
menurut ayat (1) dapat dibedakan antara lain sebagai berikut 83: 
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1. Pihak tersangka yang berhak menuntut ganti rugi 
karena ditangkap, ditahan, atau dikenakan  tindakan 
lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang 
atau keliru mengenai orangnya. 
2. Pihak terdakwa yang berhak menuntut ganti karena 
ditahan, dituntut, dan diadili, atau dikenakan tindakan 
lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang 
atau keliru mengenai orangnya. 
3. Pihak terpidana yang berhak menuntut ganti rugi 
karena diuntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain 
tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau 
keliru mengenai orangnya. 
a) Penangkapan yang Tidak Sah 
Wewenang yang berikan kepada penyidik adalah sede-
mikian besarnya, salah satunya adalah berhak untuk mengu-
rangi kebebasan dan hak-hak asasi seseorang, asal hal tersebut 
masih tetap berpijak pada landasan hukum. Bermacam-macam 
bentuk tindakan wewenang yang diberikan kepada penyidik 
dalam rangka pembatasan kebebasan dan hak asasi seseorang, 
mulai dari bentuk penangkapan, penahanan, penyitaan, dan 
penggeledahan. Namun hal tersebut dilakukan harus benar-
benar demi kepentingan pemeriksaan. 
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Penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik beru-
pa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau 
terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyi-
dikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 Butir 
20 KUHAP). Dalam melakukan penangkapan pihak penyidik 
harus memperhatikan persyaratan-persyaratan yang telah 
ditetapkan dalam Pasal 16 sampai Pasal 19 KUHAP, sebab tanpa 
memenuhi persyaratan yang dimaksud pada Pasal-Pasal terse-
but maka tindakan tersebut dianggap tidak sah. 
Alasan bagi penyidik untuk melakukan penangkapan 
dapat berupa alasan objektif dan alasan subjektif. Alasan objektif 
bahwa penangkapan itu dilakukan untuk kepentingan penyeli-
dikan bagi penyelidik sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (1) 
KUHAP dan untuk kepentingan penyidikan dan penyidik 
pembantu (Pasal 16 ayat (2) KUHAP). Alasan subjektif yaitu 
penangkapan yang dilakukan seseorang yang diduga keras 
melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang 
cukup sebagaimana yang diatur pada Pasal 17 KUHAP. Bukti 
permulaan merupakan buktu-bukti awal sebagai dasar untuk 
menduga adanya tindak pidana. 
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Menurut Martiman Prodjohamidjojo :84 
“Bukti Permulaan (prima facie evident) berarti bukti sedikit 
untuk menduga adanya tindak pidana, misalnya kepada 
seseorang kedapatan benda/barang curian, maka petu-
gas/penyidik dapat menduga keras bahwa pada sese-
orang itu telah melakukan tindak pidana berupa pencu-
rian atau penadahan”. 
Penangkapan yang dilakukan oleh penyidik harus meme-
nuhi tata cara sebagaimana yang diatur pada Pasal 18 ayat (1) 
KUHAP yang menentukan bahwa petugas yang diperintahkan 
melakukan penangkapan harus memperlihatkan surat tugasnya 
kepada tersangka yang hendak ditangkap. Hal tersebut 
dimaksudkan agar tidak terjadi penangkapan yang dilakukan 
oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tersangka yang 
akan ditangkap berhak menolak untuk mematuhi perintah 
penangkapan apabila petugas yang akan menangkapnya tidak 
diserta dengan surat tugas. Namun dalam hal tertangkap 
tangan, penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah, 
dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan 
si tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik 
pembantu terdekat (Pasal 18 ayat (2) KUHAP). 
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Petugas yang telah memiliki surat tugas penangkapan 
harus pula memperlihatkan surat perintah penangkapan terha-
dap tersangka. Menurut M. Yahya Harahap85 bahwa surat 
perintah penangkapan tersebut memberi penjelasan dan pene-
gasan tentang: 
1. Identitas tersangka, berupa penjelasan nama, umur, 
dan tempat tinggal; 
2. Dalam surat perintah penangkapan menjelaskan atau 
menyebutkan secara singkat alasan penangkapan; 
Misalnya demi untuk kepentingan penyelidikan atau 
pemeriksaan penyidikan dan sebagainya; 
3. Menjelaskan uraian singkat perkara kejahatan yang 
sedang dipersangkakan terhadap tersangka; 
4. Surat perintah tersebut menyebut dengan terang di 
tempat mana pemeriksaan dilakukan. 
Penangkapan yang dilakukan oleh penyidik paling lama 
satu hari sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 19 ayat (1) 
atau 24 (dua puluh empat) jam sesuai Pasal 1 butir 31 KUHAP. 
Maksud ketentuan masa penangkapan paling lama satu hari 
ialah agar setelah diadakan penangkapan terhadap tersangka, 
penyidik segera dapat memeriksanya dan dalam satu hari telah 
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dapat diperoleh hasilnya untuk ditentukan apakah penang-
kapan tersebut akan dilanjutkan dengan penahanan atau tidak. 
b) Penahanan yang Tidak Sah 
Seperti halnya dengan penangkapan, kewenangan untuk 
melakukan penahanan juga diatur dalam KUHAP. Penahanan 
menurut Pasal 1 butir 21 adalah penempatan tersangka atau 
terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntutan 
umum atau hakim dengan penempatannya dalam hal serta 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pasal 1 
butir 21 menentukan bahwa penahanan bukan hanya wewenang 
yang dimiliki oleh penyidik saja, tetapi juga meliputi wewenang 
yang diberikan undang-undang kepada penuntut umum dan 
hakim. Tujuan penahanan dapat dilakukan untuk kepentingan 
penyidikan, penuntutan dan kepentingan di sidang pengadilan 
(Pasal 20 KUHAP). 
Berkaitan dengan penahan S.M. Amir berpendapat bahwa 
penahanan atas diri seseorang merupakan penyimpangan dari 
ketentuan mengenai hak asasi kebebasan bergerak dan hanya 
dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam undang-
undang.86 Legaliteit suatu penahanan menurut Oemar Seno 
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Adji87 baru merupakan suatu jaminan yang cukup bilamana ia 
disertai 2 (dua) Hal: 
a. Si tertuduh harus dapat mengetahui setelah dia ditahan, 
sifat dari tuduhan yang dihadapkan kepadanya. 
b. Jika si tertuduh menyadari pentingnya tuduhan, ia 
harus memperoleh hak seketika itu untuk mengadakan 
hubungan dan konsul dengan seorang pembela menu-
rut pilihannya 
Pasal 7 UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (sekarang Pasal 7 UU 
No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) menyatakan 
tidak  seorangpun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, 
penggeledahan dan penyitaan, kecuali  atas perintah tertulis dari  
kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang 
diaturdalam  undang-undang. Hal tersebut dapat pula dilihat 
pada Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 9 
ayat (1) yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan 
dan keamanan pribadi. Tidak seorangpun dapat dirampas 
kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, 
sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum. 
                                                 
87 Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum, Jakarta, Erlangga, 1990, hal. 4 
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Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyidik, 
penuntut umum, ataupun hakim dalam melakukan penahanan 
dapat dilihat pada Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP. 
Pasal 21 KUHAP: 
(1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan 
dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa 
diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan 
bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan menim-
bulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa 
akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan 
barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. 
(4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap 
tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak 
pidanan dan atau percobaan maupun pemberian 
bantuan dalam tindak pidanan tersebut dalam: 
a. Tindak pidana itu diancam dengan pidanan penja-
ra 5 (lima) tahun atau lebih. 
b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), 
Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372. 
Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 
455, Pasal 459, Pasal 480, dan Pasal 506 KUHP, 
Pasal 25 dan 26 Rechtenoodonantie (pelanggaran 
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terhadap ordonasi Bea dan Cukai, terakhir dengan 
staatsblad tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2, 
Pasal 4 UU Tindak Pidana Imigrasi (undang-
undang Nomor 8 Drt Tahun 1955 Lembaran negara 
Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, 
Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 undang-
undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika 
(Lembaran negara Tahun 1976 Nomor 37, Tamba-
han Lembaran negara Nomor 3086). 
Sedangkan Moeljatno88 membagi syarat penahanan men-
jadi 2 (dua) macam: 
1. Syarat objektif, yaitu karena syarat tersebut dapat diuji 
ada atau tidaknya oleh orang lain; 
2. Syarat subjektif, yaitu hanya tergantung pada orang 
yang memerintahkan penahanan tadi apakah syarat itu 
ada atau tidak. 
Apabila pembagian tersebut di atas dihubungkan dengan 
syarat penahanan yang ada di dalam KUHAP, maka yang 
dimaksud syarat subjektif adalah syarat penahanan yang 
terdapat pada Pasal 21 ayat (1), sedangkan syarat objektif, 
meskipun ancaman pidananya kurang dari 5 (lima) tahun. Dasar 
menurut hukum saja belum cukup untuk menahan seseorang 
                                                 
88 Moeljatno, Hukum Acara Pidana, 1978, tp. hal. 25 
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karena disamping itu harus ada dasar menurut keperluan, yaitu 
adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan 
melarikan diri atau merusak/menghilangkan barang bukti, atau 
akan mengulangi tindak pidana. Namun dasar menurut keper-
luan tidak perlu harus terpenuhi semua, apabila salah satu 
syarat tersebut terpenuhi maka sudah dapat dilakukan pena-
hanan. 
Prosedur untuk melakukan penahan dapat dilihat pada 
Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP. Penahanan oleh penyidik 
dan penuntut umum terhadap tersangka harus dengan membe-
rikan surat perintah penahanan, sedangkan penahanan oleh 
hakim harus dengan surat penetapan. Surat perintah penahanan 
dan penetapan hakim mengenai penahanan haruslah berisi 
identitas tersangka atau terdakwa, menyebutkan alasan penaha-
nan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau 
didakwakan serta tempat ia di tahan (Pasal 21 ayat (2) KUHAP). 
Tembusan surat perintah penahanan atau lanjutan atau peneta-
pan hakim tersebut harus diberikan kepada keluarganya (Pasal 
21 aa (3) KUHAP). 
Jangka waktu penahanan yang dapat dilakukan oleh 
penyidik penuntut umum dan hakim telah ditentukan dalam 
KUHAP yakni Pasal 24 untuk penyidik, Pasal 25 untuk Penuntut 
Umum (PU), Pasal 26 untuk hakim Pengadilan Negeri (PN), 
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Pasal 27 untuk hakim Pengadilan Tinggi (PT) dan Pasal 28 untuk 
hakim Mahkamah Agung (MA). 
c) Dituntut dan Diadili Tanpa Berdasarkan Undang-Undang 
Jika berbicara mengenai dituntut dan diadili tanpa 
berdasarkan undang-undang, maka hal tersebut dapat dikaitkan 
dengan kesalahan mengenai dengan penerapan hukum yang 
diterapkan pada orang yang didakwakan melakukan tindak 
pidana tidak sesuai dengan undang-undang. Di samping itu 
menyangkut pula kekeliruan mengenai orangnya. 
Menurut M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa 
untuk memperoleh bahan yang paling tepat tentang kekeliruan 
penerapan hukum, sebaiknya mesti dicari dalam praktek pera-
dilan terutama dari yurisprudensi. Dari yurisprudensi paling 
tepat menemukan bahan masukan tentang ruang lingkup segi-
segi kekeliruan penerapan hukum. Dalam yurisprudensi akan 
diketemukan berbagai ragam kesalahan penerapan hukum.89 
Selanjutnya M. Yahya Harahap90 bahwa kesalahan 
penerapan hukum dapat terjadi dalam hal: 
1. Surat dakwaan batal demi hukum, apabila surat dak-
waan tidak memuat semua unsur delik yang diten-
tukan dalam Pasal pidana yang didakwakan atau tidak 
menyebut tempat dan waktu kejadian atau tidak 
                                                 
89 M. Yahya Harahap, Jilid II, Loc.Cit., hal. 572 
90 Ibid, hal. 572-573 
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memperinci secara jelas peranan dan tindakan yang 
dilakukan seorang terdakwa dalam memenuhi keten-
tuan Pasal 143 ayat (2) huruf b jo. Pasal 143 ayat (3) 
KUHAP. Ini berarti Penuntut Umum telah salah atau 
keliru menerapkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) 
KUHAP. 
2. Dakwaan jaksa tidak dapat diterima, apabila yang 
didakwakan sudah tidak boleh lagi didakwakan kepa-
da terdakwa, berarti dakwaan dinyatakan tidak dapat 
diterima, misalnya penuntutan dan peradilan melang-
gar asas nebis in idem yang ditentukaan dalam Pasal 
76 KUHP. Demikian juga penuntutan peradilan yang 
dilaksanakan terhadap terdakwa atas tindak pidana 
aduan dengan cara melanggar ketentuan Pasal 72 
KUHP. Berarti penuntut dan peradilan yang dilaksana-
kan kepada terdakwa dalam contoh-contoh di atas jelas 
merupakan kesalahan penerapan hukum dalam hal ini 
demikian memberi hak kepada terdakwa untuk me-
nuntut kerugian kepada pengadilan.  
3. Apa yang didakwakan tanpa didukung alat bukti yang 
sah, terdakwa yang dituntut dan diadili tanpa alat 
bukti yang sah sesuai dengan pembuktian dan batas 
minimum pembuktian ditentukan dalam Pasal 183 
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KUHP adalah merupakan penuntutan dan peradilan 
yang tidak sah menurut undang-undang. Sekiranya 
seorang terdakwa dituntut dan diadili dalam pemerik-
saan sidang pengadilan, namun dinyatakan apa yang 
didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, 
dan terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari tuntu-
tan pidana. Berarti terdakwa telah dituntut dan diadili 
tanpa dasar dan alasan hukum. Maka dengan putusan 
pembebasan tersebut, merupan dasar bagi terdakwa 
untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian atas alasan 
yang telah dituntut dan diadili tanpa berdasarkan  
undang-undang. 
4. Apa yang didakwakan bukan merupakan pelanggaran 
atau kejahatan apabila terdakwa dituntut dan diadili 
berdasarkan surat dakwaan tindak pidana, kemudian 
dari hasil pemeriksaan apa yang didakwakan bukan 
merupakan kejahatan atau pelanggaraan, sehingga 
terdakwa dijatuhkan putusan lepas dari segalah tun-
tutan hukum. Berarti telah terjadi penerapan hukum 
atau terdakwa telah dituntut dan diadili tanpa alasan 
undang-undang. Oleh karena itu, memberi hak kepada 
terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasarkan 
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alasan kekeliruan penerapan hukum atau alasan 
dituntut dan diadili tidak berdasarkan hukum. 
5. Apa yang didakwakan tidak sesuai dengan tindakan 
yang dilakukan, sedang tindak pidana yang sebenar-
nya dilakukan terdakwa tidak didakwakan kepadanya 
misalnya terdakwa didakwakan melakukan tindak 
pidana pencurian, padahal tindak pidana yang dilaku-
kan adalah penadahan dan tidak didakwakan. Atas 
dasar kesalahan penerapan tersebut terdakwa berhak 
mengajukan tuntutan ganti kerugian. 
Jadi kekeliruan mengenai penerapan hukum, jika diarti-
kan seluas-luasnya berarti di dalamnya tercakup kesalahan 
penuntut umum baik dalam merumuskan dakwaan maupun 
dalam menentukan pasal yang telah dilanggar oleh terdakwa, 
sehingga terdakwa dibebaskan dan putusan yang membebas-
kannya telah berkekuatan hukum tetap. 
Pembebasan terdakwa oleh pengadilan bukan semua 
karena terdakwa tidak melakukan tindak pidana, adakalanya 
karena kekeliruan atau kekhilafan penuntut umum dalam 
merumuskan surat dakwaan atau menentukan pasal yang di-
langgar dan terdakwa dibebaskan oleh pengadilan. Dapat pula 
terjadi terdakwa melakukan tindak pidana tapi karena kekeli-
ruan penuntut umum tidak mengajukan upaya hukum dan 
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terdakwa dibebaskan sehingga terdakwa dapat mengajukan 
ganti kerugian. 
Selanjutnya dalam hal kekeliruan mengenai orangnya, 
dalam hal ini sangat langka terjadi namun pernah terjadi 
beberapa tahun lalu yang dikenal dengan kasus Sengkong dan 
Karta di Bekasi. Setelah Senkong dan Karta menjalani hukuman 
beberapa lama, ternyata pelaku kejahatan yang sebenarnya 
adalah orang lain yakni Gunel, Siih dan Wasita . Dalam kasus ini 
penuntut umun dan hakim telah menuntut dan menghukum 
orang yang bukan pelaku tindak pidana. Dengan demikian bila 
terjadi hal seperti itu orang bersangkutan dapat mengajukan 
ganti kerugian atas alasan kekeliruan mengenai orang yang 
disidik atau diadili. 
Kekeliruan pada orangnya dapat pula terjadi pada proses 
penyidikan, misalnya seorang tersangka bernama A yang 
termasuk orang yang menjadi buronan yang namanya tercan-
tum dalam daftar nama yang sedang dicari bahkan telah 
ditayangkan melalui media massa. Namun ada orang lain yang 
bernama B yang menyerupai bentuk badan dan muka yang 
sangat mirip dengan A. karena kemiripan tersebut B pada suatu 
hari ditangkap dan ditahan selama tiga hari. Kemudian setelah 
diserahkan pada aparat yang dicari, ternyata B buka A. maka 
terhadap kekeliruan tersebut B dapat menuntut ganti kerugian. 
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d) Kerugian Karena Tindakan Lain Tanpa Alasan Berdasarkan  
Undang-Undang 
Kemudian kita juga mengenal kerugian karena tindakan 
lain tanpa alasan yang berdasar pada undang-undang. Penger-
tian kerugian karena dikenakan tindakan lain dapat dilihat pada 
penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang dapat berupa : 1) 
Kerugian yang ditimbulkan karena pemasukan rumah, 2) Peng-
geledahan yang tidak sah menurut hukum, dan 3) Penyitaan 
yang tidak sah menurut hukum. 
Ketentuan Pasal 1 butir 17 menetapkan bahwa penggele-
dahan rumah adalah tindakan penyidik memasuki rumah 
tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan 
tindak pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan 
dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 
Dan penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk 
mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk 
mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau 
dibawanya serta, untuk disita (Pasal 1 butir 18 KUHAP). 
Wewenang penyidik melakukan tindakan pemasukan 
rumah/penggeledahan harus memenuhi cara-cara yang telah 
digariskan dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 37 KUHAP. 
Tanpa mengikuti cara-cara tersebut berarti tidak sah dan mem-
berikan hak kepada tersangka untuk menuntut ganti kerugian. 
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Persyaratan yang harus dipenuhi penyidik dalam mela-
kukan pemasukan rumah/ penggeledahan rumah meliputi: 
a. Harus mendapatkan izin dari ketua pengadilan negeri. 
- Penyidik untuk melakukan penggeledahan rumah harus 
memiliki surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri guna 
untuk menjamin hak asasi seseorang atas rumah 
kediamannya (Pasal 33 ayat (1) KUHAP) 
Apabila Ketua Pengadilan Negeri tidak bersedia mem-
beri persetujuan berarti itu merupakan isyarat bagi 
tersangka atau keluarganya bahwa penggeledahan yang 
dilakukan penyidik tidak menurut hukum untuk itu 
tersangka berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian.91 
- Jika yang melakukan penggeledahan rumah itu bukan 
penyidik sendiri, maka petugas kepolisian lainnya harus 
mengajukan surat perintah tertulis dari penyidik di 
samping surat izin Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 33 
ayat (2) KUHAP) 
- Jika penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya, 
maka penggeledahan tersebut haruslah diketahui oleh 
Ketua pengadilan Negeri dan didampingi oleh penyidik 
di daerah hukum dimana penggeledahan itu dilakukan 
(Pasal 36 KUHAP) 
                                                 
91 M. Yahya Harahap, Jilid I, Op.Cit., hal. 278 
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b. Adanya saksi 
Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh 2 (dua) 
orang saksi dalam hal saksi atau tersangka menyetujuinya 
(Pasal 33 ayat (3) KUHAP). Namun di dalam hal tersangka 
atau penghuninya tidak hadir setiap kali setiap kali 
memasuki rumah harus disaksikan kepala desa atau ketua 
lingkungan dengan 2 (dua) orang saksi (Pasal 33 ayat(4) 
KUHAP). 
c. Membuat berita acara. 
Persyaratan lain yang harus dipenuhi penyidik dalam 
melakukan penyidikan dalam melakukan pemasukan 
rumah/ penggeledahan adalah membuat berita acara. 
Selain tindakan pemasukan rumah/penggeledahan tidak 
sah, dapat pula terjadi penyitaan tidak sah yang dilakukan oleh 
penyidik, penyitaan tidak sah tersebut memberikan hak pula 
kepada tersangka untuk menuntut ganti kerugian. Penyitaan 
menurut Pasal 1 butir 16 KUHAP adalah sarangkaian tindakan 
penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah 
penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud 
atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam 
penyidikan, penuntut dan peradilan. 
Tujuan penyitaan agak berbeda dengan tujuan penggele-
dahan seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan 
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penggeledahan untuk kepentingan penyelidikan dan untuk 
kepentingan pemeriksaan penyidikan. Sedangkan tujuan penyi-
taan untuk kepentingan pembuktian terutama ditujukan sebagai 
barang bukti di muka sidang pengabdian. Kemungkinan besar 
tanpa adanya barang bukti, perkaranya tidak dapat ditunjukan 
ke muka sidang pengadilan, oleh karena itu agar suatu perkara 
lengkap dengan barang bukti, maka dilakukan tindakan penyi-
taan guna dipergunakan sebagai bukti penyidikan, dalam 
tingkat penentuan dan tingkat pemeriksaan dalam persidangan. 
Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat 
izin Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 38 ayat (1) 
KUHAP). 
Benda-benda yang dapat disita adalah benda yang ada 
hubungannya dengan suatu tindak pidana. Adapun benda-
benda yang dapt disita diatur dalam  Pasal 39 ayat (1) dan (2) 
KUHAP. 
e) Penghentian Penyidikan dan Penghentian Penuntutan. 
Selain alasan tuntutan ganti kerugian yang diatur pada 
Pasal 95 KUHAP, Pasal 77 huruf b KUHAP juga mengatur jenis 
ganti kerugian lain yang dapat diajukan tersangka yakni ganti 
kerugian karena diadakan penghentian penyidikan oleh penyi-
dik dan penghentian penuntutan oleh penuntut umum. 
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1) Penghentian penyidikan 
Apabila penyidik telah memulai melakukan penyidikan 
suatu peristiwa pidana berdasarkan laporan atau pengaduan 
yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal 
itu kepada penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 109 
ayat (1) KUHAP. 
Tetapi dalam hal penyidik berdasarkan kewenangannya 
dapat menghentikan penyidikan suatu perkara pidana dengan 
alasan seperti yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP 
yaitu :1) Karena tidak terdapat cukup bukti, 2) Peristiwa tersebut 
ternyata bukan merupakan tindak pidana,atau 3) Penyidikan 
dihentikan demi hukum. 
Ad. 1. Alasan karena tidak terdapat cukup bukti. 
Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk 
menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik 
tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka, 
apabila diajukan ke depan sidang pengadilan atas dasar 
ketidakcukupan bukti menurut persyaratan Pasal 184 
ayat (1) KUHAP maka penyidik berwenang untuk meng-
hentikan penyidikan. Alat bukti yang dimaksud adalah a) 
Keterangan Saksi, b) Keterangan ahli, c) Surat d) Petun-
juk, e) Keterangan terdakwa. 
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Ad. 2. Alasan peristiwa tersebut ternyata bukan merupa 
           kan tindak pidana. 
Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan penyidik 
berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap 
tersangka bukan merupakan tindak pidana, artinya 
tersangka memang melakukan perbuatan yang 
disangkakan akan tetapi ternyata perbuatan itu bukan 
merupakan tindak pidana maka dalam hal ini penyidik 
berwenang menghentikan penyidikan. Misalnya seorang 
debitur disangka telah melakukan penipuan, kreditur 
mengadukan debitur tersebut telah melakukan penipuan 
kepada penyidik atas alasan tidak melaksanakan pemba-
yaran hutang yang telah diperjanjikan. Dalam peristiwa 
ini keingkaran membayar hutang yang telah diperjanjikan 
dapat dikonstruksikan sebagai penipuan, sehingga apa-
bila aparat penyidik kurang cermat, bisa saja menampung 
peristiwa seperti itu sebagai tindak pidana penipuan. 
Ad. 3. Alasan penyidikan dihentikan demi hukum. 
Sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan 
hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur dalam 
BAB VIII KUHP, yaitu pengentian atas dasar alasan demi 
hukum pada pokoknya : 
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- Ne bis in idem, seseorang tidak dapat lagi dituntut 
untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, 
dimana perkara tersebut sudah pernah diadili dan 
putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang 
tetap (Pasal 76 KUHP) 
- Tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUHP). 
Dengan meninggalnya tersangka, dengan sendirinya 
penyidikan harus dihentikan. Hal ini sesuai dengan 
prinsip hukum yang berlaku universal bahwa kesala-
han tindak pidana yang dilakukan seseorang menjadi 
tanggung jawab sepenuhnya dari pelaku yang ber-
sangkutan. 
- Karena kadaluarsa (Pasal 78 KUHAP, Apabila telah 
melewati tenggang waktu penuntutan sebagaimana 
diatur dalam Pasal 78 KUHAP, dengan penuntutan 
tidak dapat dilakukan.  
2) Penghentian penuntutan. 
Dasar hukum untuk menghentikan penuntutan oleh 
penuntut umum diatur dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP 
yang merumuskan : 
Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk 
menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti, 
atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak 
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pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum 
menuangkan hal tersebut dalam surat penetapan. 
Berdasarkan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, alasan 
yang memungkinkan untuk dilakukan penghentian penuntutan 
adalah sama dengan alasan penghentian penyidikan yakni :a. 
Alasan tidak cukup bukti, b. Peristiwa tersebut bukan meru-
pakan tindak pidana, dan c. Perkara ditutup demi hukum. 
Penghentian penuntutan dituangkan penuntut umum 
dalam suatu surat ketetapan yang menyebutkan alasan dilaku-
kannya penghentian penututan. Isi surat penetapan penghentian 
penuntutan diberitahukan kepada tersangka dan pihak-pihak 
yang berkepentingan hukum lainnya. M.Yahya Harahap92 
mengemukakan sebagai berikut : 
“Tersangka yang berkepentingan dapat mengajukan tun-
tutan ganti kerugian kepada peradilan atas alasan sahnya 
penghentian penyidikan atau sahnya penghentian penun-
tutan. Jadi kalau praperadilan memutuskan bahwa peng-
hentian penuntutan sah, putusan yang mensahkan 
penghentian itu memberikan alasan kepada tersangka 
untuk mengajukan permintaan ganti kerugian kepada 
tersangka untuk mengajukan permintaan ganti kerugian 
pada peradilan. Sebaliknya kalau praperadilan menya-
                                                 
92 M. Yahya Harahap, Jilid II. Op.Cit., hal.  523-524 
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takan penghentian penyidikan atau penghentian penun-
tutan tidak sah, Sehingga penyidikan atau penututan 
dilanjutkan, dengan sendirinya menutup hak bagi ter-
sangka untuk menuntut ganti kerugian. Jika penghentian 
itu tidak diajukan kepada praperadilan, misalnya 
penyidik menghentikan pemeriksaan penyidik. Penghen-
tian itu baik jaksa penuntut umum maupun pihak ketiga 
yang berkepentingan tidak mengajukan kepada prapera-
dilan, sehingga dengan demikian penghentian itu sah 
diluar putusan praperadilan. Dalam peristiwa yang 
seperti ini, memberi hak untuk menuntut ganti kerugian 
atas alasan penghentian penyiikan. Jika penghentian 
diajukan kepada praperadilan, dan dinyatakan penghen-
tian sah, misalnya penuntut umum menghentikan penun-
tutan. Atas tindakan itu penyidik atau pihak ketiga yang 
berkepentingan mengajukan permintaan pemeriksaan ke 
praperadilan tentang sah atau tidaknya penghentian 
dimaksud. Dalam peristiwa yang seperti in, memberi hak 
kepada tersangka untuk mengajukan tuntutan ganti 
kerugian ke praperadilan yang sah”. 
Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan oleh M. 
Yahya Harahap, maka untuk memperoleh ganti kerugian atas 
penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, terlebih 
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dahulu diajukan permohonan untuk menentukan sah atau 
tidaknya tindakan tersebut. 
Tetapi kalau diperhatikan rumusan Pasal 77 huruf b,  
Pengadilan Negeri (praperadilan) berwenang memeriksa dan 
memutus  “Ganti kerugian dan atau rehabilitasi  bagi seorang 
yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan 
atau penuntutan”. Bunyi pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa 
sebenarnya permintaan ganti kerugian dapat langsung diajukan 
ke pengadilan tanpa ada putusan/penetapan pengadilan yang 
menyatakan bahwa penghentian penyidikan atau penuntutan 
sah. 
f) Ganti Kerugian Setelah Peninjauan Kembali 
Apabila permohonan peninjauan kembali oleh terpidana 
diterima oleh Mahkamah Agung dan membatalkan putusan 
yang memidana serta membebaskan tepidana, maka timbul hak 
bagi terpidana untuk menuntut ganti kerugian.93 Penggantian 
kerugian akibat pengadilan menjatuhkan pidana pada terdakwa 
yang tidak bersalah yang dibuktikan dengan putusan penin-
jauan kembali, dapat dan berhak menuntut penggantian keru-
gian berdasarkan Pasal 95 KUHAP khususnya ayat (1) dan ayat 
(3).94 
                                                 
93 Adami Chazawi, Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana, Op.Cit., hal. 122  
94 Ibid, hal. 123 
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Meskipun dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP tidak secara 
tegas disebutkan alasan karena “salah dalam memidana”. 
Kalimat yang berbunyi “terpidana ….dituntut dan diadili atau 
dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-
undang atau keliru mengenai orangnya”, pengertiannya adalah 
termasuk terpidana yang kemudian dibebaskan oleh  putusan 
peninjauan kembali. Pengertian tanpa alasan sah adalah karena 
memidana terdakwa tanpa hak, salah dalam mengadili atau 
salah mengenai orannya. Terpidana yang dibebaskan oleh 
putusan peninjauan kembali, bukan sekadar berhak menuntut 
ganti kerugian karena salah memidana atau salah mengenai 
orangnya. Juga dapat menuntut ganti kerugian sejak dilkukan 
tindakan awal proses penegakan hukum pidana. Misalnya sejak 
dipanggil dan diperiksa, lebih-lebih jika ditangkap dan ditahan 
sampai telah menjalani pidana penjara di lembaga pemasya-







                                                 
95 Adami Chazawi, Ibid, hal. 124-125 
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BAB  IV 
HAK – HAK  TERSANGKA, TERDAKWA, 
DAN  TERPIDANA 
 
Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa Indonesia 
adalah negara hukum, dan konsekuensi suatu negara yang 
merupakan negara hukum adalah memberikan perlindungan 
hukum kepada rakyatnya termasuk mereka yang berstatus 
sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana. Dalam KUHAP 
bentuk perlindungan hukum tersebut yang berupa hak-hak 
tersangka, terdakwa dan terpidana. Adapun hak-hak tersebut 
adalah: 
1. Hak-Hak tersangka  
Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya 
atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang patut 
diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 butir 14 KUHAP). 
Menurut J.C.T Simorangkir96 bahwa tersangka adalah seseorang 
yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini 
masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertim-
bangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk 
diperiksa di persidangan. 
                                                 
96 Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar, Yogyakarta, Rangkang Education, 
2013, hal. 57 
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Darwin Prints97 menyatakan bahwa tersangka adalah 
seseorang yang disangka sebagai pelaku suatu tindak pidana 
(dalam hal ini tersangka belum dapat dikatakan sebagai bersalah 
atau tidak). 
Wetboek van Strafvordering Belanda tidak membedakan 
istilah tersangka dan terdakwa (tidak menggunakan dua istilah 
beklaagde) tetapi hanya memakai satu istilah untuk kedua macam 
pengertian itu, yaitu istilah verdachte. Namun demikian dibeda-
kan verdachte sebelum penuntutan dan sesudah penuntutan. 
Pengertian verdachte sebelum penuntutan paralel dengan pe-
ngertian tersangka dalam KUHAP. Sedangkan verdachte sesudah 
penuntutan paralel dengan terdakwa seperti yang tersebut 
dalam Pasal butir 15 KUHAP. Dalam istilah Inggris dibedakan 
pengertian the suspect (sebelum penuntutan) the accused  (sesu-
dah penuntutan).98 
Tersangka memiliki hak-hak sejak ia mulai diperiksa, 
adapun hak-hak tersebut adalah :  
1. Tersangka berhak untuk segera diperiksa perkaranya 
(Pasal 50 KUHAP)99; 
                                                 
97 Darwan Prints, Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar), Jakarta, Djambatan, 1989, hal 13 
98 Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Indonesia, Op.Cit., hal. 58  
99 Penjelasan Pasal 50 KUHAP bahwa diberikannya hak kepada tersangka atau terdakwa 
dalam pasal ini adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seseorang 
yang disangka melakukan suatu tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, 
jangan sampai lama tidak mendapatkan pemeriksaan sehingga dirasakan tidak adanya kepastian 
hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Selain itu juga untuk 
mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.  
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a. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan 
oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan 
kepada penuntut umum; 
b. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke 
pengadilan oleh penuntut umum. 
2. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas 
dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa 
yang disangkakan kepadanya pada waktu pemerik-
saan dimulai (Pasal 51 huruf a KUHAP);100 
3. Tersangka dalam pemeriksaan pada tingkat penyidi-
kan berhak untuk memberikan keterangan secara 
bebas kepada penyidik (Pasal 52 KUHAP);101 
4. Tersangka berhak untuk setiap waktu mendapatkan 
bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud Pasal 177, 
(Pasal 53 ayat (1) KUHAP);102 
                                                 
100 Penjelasan Pasal 51 huruf (a) bahwa, dengan diketahui serta dimengerti oleh orang 
yang disangka melakukan tindak pidana tentang perbuatan apa yang sebenarnya disangka telah 
dilakukan olehnya, maka ia akan merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan persiapan 
dalam usaha pembelaan. Dengan demikian ia akan mengetahui berat ringannya sangkaan 
terhadap dirinya sehingga selanjutnya ia akan dapat mempertimbangkan tingkat atau 
pembelaan yang dibutuhkan, misalnya perlu atau tidaknya ia mengusahakan bantuan hukum 
untuk pembelaan tersebut. 
101 Penjelasan Pasal 52 KUHAP, bahwa supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang 
tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijatuhkan 
dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka 
atau terdakwa. 
102 Penjelasan Pasal 53, bahwa tidak semua tersangka atau terdakwa mengerti bahasa 
Indonesia dengan baik, terutama orang asing, sehingga mereka tidak mengerti apa yang 
sebenarnya disangkakan atau didakwakan. Oleh karena itu mereka berhak mendapat bantuan 
juru bahasa. 
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5. Tersangka yang bisu atau tuli berhak untuk menda-
patkan penerjemah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 178 KUHAP (Pasal 53 ayat (2) KUHAP); 
6. Tersangka berhak untuk mendapatkan bantuan hukum 
dari seorang atau lebih penasihat hukum (Pasal 54 
KUHAP); 
7. Tersangka berhak memilih penasihat hukum (Pasal 55 
KUHAP); 
8. Tersangka yang disangka melakukan tindak pidana 
yang diancam dengan pidana mati atau ancaman 
pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka 
yang tidak mampu yang diancam pidana lima tahun 
atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum 
sendiri pejabat yang bersangkutan pada tingkat 
pemeriksaan penyidikan wajib menunjuk penasihat 
hukum bagi mereka dan bantuan hukum itu diberikan 
secara cuma-cuma (Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP); 
9. Tersangka yang dikenakan penahanan berhak untuk 
menghubungi penasihat hukummya (Pasal 57 ayat (1) 
KUHAP); 
10. Tersangka yang berkebangsaan asing yang dikenakan 
penahanan berhak menghubungi dan berbicara de-
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ngan perwakilan negaranya dalam menghadapi 
proses perkaranya (Pasal 57 ayat (2) KUHAP); 
11. Tersangka yang dikenakan penahanan berhak meng-
hubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya 
untuk kepentingan kesehatan baik ada hubungannya 
dengan perkara atau tidak (Pasal 58 KUHAP); 
12. Tersangka yang dikenakan penahanan berhak untuk 
diberitahukan tentang penanahanannya kepada ke-
luarganya atau orang lain yang serumah dengan 
tersangka ataupun orang lain yang dibutuhkan ban-
tuannya oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan 
hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59 
KUHAP); 
13. Tersangka berhak menghubungi dan menerima kun-
jungan dari pihak yang mempunyai hubungan 
kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna 
mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan 
ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum 
(Pasal 60 KUHAP); 
14. Tersangka berhak secara langsung atau dengan 
perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan 
menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal 
yang tidak ada hubungannya dengan perkara ter-
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sangka untuk kepentingan pekerjaan atau untuk 
kepentingan kekeluargaan (Pasal 61 KUHAP); 
15. Tersangka berhak mengirim surat kepada penasihat 
hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hu-
kumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diper-
lukan olehnya, untuk kepentingan itu tersangka 
disediakan alat tulis menulis (Pasal 62 KUHAP); 
16. Tersangka berhak menghubungi dan menerima kun-
jungan dari rohaniawan (Pasal 63 KUHAP); 
17. Tersangaka berhak untuk mengusahakan dan menga-
jukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keah-
lian khusus guna memberikan keterangan yang 
menguntungkan bagi dirinya (Pasal 64 KUHAP); 
18. Tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian 
(Pasal 66 KUHAP);  
19. Tersangka berhak menuntut ganti kerugian dan reha-
bilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 (Pasal 68 
KUHAP); 
2. Hak-Hak Terdakwa 
Menurut Pasal 1 butir 15 KUHAP bahwa terdakwa adalah 
seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang 
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pengadilan. Sedangkan menurut J.C.T Simorangkir,103 bahwa 
yang dimaksud terdakwa adalah seseorang yang diduga telah 
melakukan tindak pidana dan bukti alasan untuk dilakukan 
pemeriksaan di muka persidangan. 
Adapun hak-hak terdakwa yang diatur dalam KUHAP 
adalah : 
1. Terdakwa berhak segera diadili di pengadilan (Pasal 
50 ayat (3) KUHAP); 
2. Untuk persiapan pembelaan, terdakwa berhak untuk 
diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang 
dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan 
kepadanya (Pasal 51 huruf b KUHAP); 
3. Terdakwa berhak memberikan keterangan secara 
bebas kepada hakim dalam tingkat pemeriksaan 
pengadilan (Pasa 52 KUHAP); 
4. Terdakwa berhak setiap waktu mendapatkan bantuan 
juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
177104 dalam pemeriksaan di tingkat pengadilan 
(Pasal 53 ayat (1) KUHAP); 
                                                 
103 J.C.T. Simorangkir, Kamus Hukum, Jakarta, Aksara Baru, 1983, hal. 178 
104 Pasal 177 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa jika terdakwa atau saksi tidak paham 
bahasa Indonesia, hakim sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji 
akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan. Kemudian pada ayat (2) 
dinyatakan Dalam hal seorang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara Ia tidak boleh pula 
menjadi juru bahasa dalam perkara itu. 
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5. Terdakwa yang bisu atau tuli dalam pemeriksaan di 
tingkat pengadilan diberlakukan ketentuan sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 178105 (Pasal 53 ayat (2) 
KUHAP); 
6. Terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum guna 
kepentingan pembelaan dari seorang atau lebih pe-
nasihat hukum (Pasal 54 KUHAP); 
7. Terdakwa berhak untuk mendapatkan penasihat 
hukum sebagaimana tersebut pada Pasal 54 terdakwa 
berhak memilih sendiri penasihat hukum (Pasal 55 
KUHAP); 
8. Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana 
yang diancam dengan pidana mati atau ancaman lima 
belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang yang 
tidak mampu yang diancam dengan pidana lima 
tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat 
hukum sendiri, penuntut umum atau hakim wajib 
menunjuk penasihat hukum bagi mereka dan pena-
                                                 
105 Pasal 178 ayat (1) dinyatakan bahwa Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta 
tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai 
bergaul dengan terdakwa atau saksi itu. Kemudian ayat (2) dinyatakan bahwa Jika terdakwa 
atau saksi bisu dan atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua 
pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada terdakwa atau saksi tersebut 
diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban 
harus dibacakan. 
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sihat hukum yang ditunjuk tersebut memberikan 
bantuan dengan cuma-cuma (Pasal 56 KUHAP); 
9. Terdakwa yang dikenakan penahanan berhak untuk 
menghubungi penasihat hukumnya (Pasal 57 ayat (1) 
KUHAP); 
10. Terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikena-
kan penahanan berhak menghubungi dan berbicara 
dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi 
proses perkaranya (Pasal 57 ayat (2) KUHAP); 
11. Terdakwa yang dikenakan penahanan berhak meng-
hubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi-
nya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada 
hubungannya dengan proses perkara maupun tidak 
(Pasal 58 KUHAP); 
12. Terdakwa yang dikenakan penahanan berhak dibe-
ritahukan tentang penahanan atas dirinya oleh 
pejabat yang berwenang dalam proses peradilan, 
kepada keluarganya atau orang lain yang serumah 
dengan terdakwa ataupun orang lain yang bantuan-
nya dibutuhkan oleh terdakwa untuk mendapatkan 
bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya. 
(Pasal 59 KUHAP); 
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13. Terdakwa berhak menghubungi dan menerima 
kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan 
kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna 
mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan 
ataupun usaha untuk mendapatkan bantuan hukum 
(Pasal 60KUHAP); 
14. Terdakwa berhak secara langsung atau dengan 
perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan 
menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal 
yang tidak ada hubungannya dengan perkara ter-
dakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk 
kepentingan kekeluargaan (Pasal 61 KUHAP); 
15. Terdakwa berhak mengirim surat pada penasihat 
hukumnya dan menerima surat dari penasihat hu-
kumnya dan sanak keluarganya setiap kali yang 
diperlukan olehnya, untuk kepentingan itu terdakwa 
disediakan alat tulis menulis (Pasal 62 KUHAP); 
16. Terdakwa berhak menghubungi dan menerima 
kunjungan rohaniawan (Pasal 63 KUHAP); 
17. Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan 
yang terbuka untuk umum (Pasal 64 KUHAP); 
18. Terdakwa berhak untuk mengusahakan dan menga-
jukan saksi dan atau seseorang yang memiliki 
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keahlian khusus guna memberikan keterangan yang 
menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65 KUHAP); 
19. Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian 
(Pasal 66 KUHAP); 
20. Terdakwa berhak untuk minta banding terhadap 
putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terha-
dap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan 
hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya 
penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam 
acara cepat (Pasal 67 KUHAP);   
21. Terdakwa berhak menuntut ganti rugi dan rehabi-
litasi (Pasal 68 jo Pasal 95); 
22. Terdakwa berhak untuk mendapatkan salinan dari 
semua surat-surat/berkas perkaranya (Pasal 72 
KUHAP); 
23. Terdakwa berhak untuk penjelasan isi surat dak-
waan yang tidak dimengerti/tidak jelas (Pasal 155 (2) 
KUHAP); 
24. Terdakwa berhak mengajukan keberatan/eksepsi 
atas surat dakwaan (Pasal 156 KUHAP); 
25. Terdakwa berhak untuk menolak atau tidak menja-
wab pertanyaan yang bersifat menjerat (Pasal 166 
KUHAP); 
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26. Terdakwa berhak mengajukan pembelaan atas 
tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum 
(Pasal 182 (1) KUHAP); 
27. Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi yang 
meringankan/ menguntungkan (a de charge) (Pasal 
116 (3) KUHAP). 
3. Hak-hak Terpidana 
Menurut Pasal 1 butir 32 KUHAP bahwa terpidana 
adalah sesorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. 
Adapun hak-hak terpidana yang diatur dalam KUHAP 
adalah :  
1. Terpidana berhak menuntut ganti kerugian, sebagai-
mana menurut Pasal 95 ayat (1) KUHAP; 
2. Terpidana berhak untuk segera menerima atau segera 
menolak putusan pengadilan; 
3. Terpidana berhak untuk mempelajari putusan sebelum 
menyatakan menerima atau menolak putusan; 
4. Terpidana berhak untuk meminta perkaranya diperik-
sa dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang 
ditentukan dalam undang-undang; 
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5. Terpidana berhak untuk minta penangguhan pelaksa-
naan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan 
dalam undang-undang untuk dapat mengajukan grasi; 
6. Terpidana berhak mengajukan permohonan kasasi; 
7. Terpidana berhak mengajukan peninjauan kembali 
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BAB  V 
HAKIKAT  GANTI  KERUGIAN 
DALAM  PERKARA  PIDANA 
 
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sese-
orang yang berstatus tersangka, terdakwa atau terpidana, negara 
tetap harus memberikan perlindungan kepadanya, termasuk 
perlindungan  apabila menjadi korban dalam proses peradilan 
pidana yakni dilakukan penangkapan, penahanan, penggeleda-
han atau penyitaan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum 
oleh aparat penegak hukum, atau telah terjadi penerapan 
hukum yang salah sehingga terdakwa dibebaskan dan telah 
mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau terjadi kekeliruan 
mengenai orang (error in persona). Salah satu bentuk perlindu-
ngan  atas pelanggaran hak asasi tersangka, terdakwa dan 
terpidana oleh aparat penegak hukum adalah dengan pemberian 
ganti kerugian. Perlunya diberikan perlindungan hukum pada 
korban proses peradilan pidana secara memadai tidak saja 
merupakan isu nasional tetapi juga internasional. Oleh karena 
itu, masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. 
Declaration of Basic Principal of Justice for Victims of Crime an 
Abuse of Power (Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi 
Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan) yang telah 
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disahkan oleh Resolusi Majelis Umum  40/30 tertanggal 29 
Nopember 1985, Bagian B tentang Korban Penyalahgunaan 
Kekuasaan, butir 18 yang memberikan pengertian tentang kor-
ban adalah orang yang secara sendiri atau kolektif telah mende-
rita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan 
emosional, kerugian ekonomis atau perusakan besar hak-hak 
dasarnya, lewat tindakan-tindakan atau penghapusan yang 
belum merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasio-
nal melainkan pelanggaran terhadap norma yang berkaitan 
dengan hak asasi manusia yang telah diakui secara interna-
sional.106 
Kemudian di butir 19 deklarasi tersebut dinyatakan 
bahwa negara-negara harus mempertimbangkan untuk mema-
sukkan ke dalam hukum nasional norma-norma yang melarang 
penyalahgunaan kekuasaan tersebut. Secara khusus, perbaikan 
tersebut harus mencakup restitusi dan/atau kompensasi (imbalan) 
serta bantuan dan dukungan material, medis, psikologis dan 
sosial yang perlu.107 
Selain itu, instrumen internasional bagi orang yang men-
jadi korban penangkapan atau penahanan tidak sah terdapat 
pada International Covenant on Civil and Polical Rights (ICCPR) 
                                                 
106 Dalam Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Internasioanl Bagi Aparatur Penegak Hukum, 
ELSAM  (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), hal. 322  
107  Ibid. hal. 322 
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pada Pasal 9 ayat (5) : Anyone who has been the victim of unlawful 
arrest or detention shall have an enfocable right to compentation 
(Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau 
penahanan yang tidak sah, berhak untuk  mendapatkan ganti 
kerugian yang harus dilaksanakan.108 
Selanjutnya pada  Pasal 14 ayat (6) ICCPR yang mengatur 
bahwa apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan 
keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum 
yang tetap, dan apabila kemudian diputuskan sebaliknya atau 
diampuni, berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru 
saja ditemukan menujukkan secara meyakinkan bahwa telah 
terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan. Maka orang yang 
telah menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan 
tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali jika 
dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak dike-
tahui itu, sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena 
dirinya sendiri. 
Menurut bahasa, hakikat berarti kenyataan yang sebenar-
nya (sesungguhnya) atau dasar segala sesuatu, dapat juga 
dikatakan hakikat itu adalah intisari dari segala sesuatu.109 
                                                 
108 ELSAM, Ibid, hal. 26 
109 www.KamusBahasaIndonesia.org  
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Hakikat (esensi) menurut Hyronimus Rhiti110 adalah sebab 
terdalam dari segala sesuatu, yaitu adanya sesuatu itu, disini 
bukan hanya bahwa sesuatu itu ada, melainkan adanya itu 
sendiri apa?. 
Dari pengertian tersebut maka  pertanyaan yang akan 
dijawab oleh penulis adalah apakah  hakikat atau dasar atau 
intisari dari  ganti kerugian bagi tersangka, terdakwa dan 
terpidana dalam perkara pidana? Sedangkan tersangka, terdak-
wa dan terpidana adalah orang yang diduga melakukan kejaha-
tan/tindak pidana, dituntut, diperiksa dan diadili di sidang 
pengadilan, orang yang telah melakukan pelanggaran ketentuan 
hukum, orang yang telah mengganggu ketertiban dalam masya-
rakat dan merugikan orang/pihak lain. Justru dengan melaku-
kan perbuatan melawan hukum ia telah merugikan orang/pihak 
lain yang menjadi korban dari perbuatannya.  
A. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka, 
Terdakwa, dan Terpidana   
Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan anugerah Tuhan 
kepada manusia sejak ia dilahirkan. Sejak Tuhan menciptakan 
manusia di atas bumi, Tuhan telah membekali manusia dengan 
hak asasi. Hak asasi secara umum dapat diartikan sebagai hak 
                                                 
110 Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum, Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), 
Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2011, hal. 143 
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hak yang melekat pada sifat manusia yang tampil dengannya, 
tanpa hak asasi manusia seseorang tak bisa hidup. 
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang  HAM   merumuskan definisi HAM adalah seperangkat 
hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia seba-
gai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-
Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh 
negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan 
serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 
Secara garis besarnya UU Nomor 39 Tahun 1999 yang 
mengatur tentang HAM dan kebebasan dasar manusia (Pasal 9 
sampai dengan Pasal 66) terdiri dari : 
1. Hak untuk hidup; 
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; 
3. Hak mengembangkan diri; 
4. Hak memperoleh keadilan; 
5. Hak atas kebebasan pribad; 
6. Hak atas rasa aman; 
7. Hak atas kesejahteraan; 
8. Hak turut serta dalam pemerintahan; 
9. Hak wanita; 
10. Hak anak. 
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  Pada dasarnya HAM ditandai oleh dua ciri. Pertama, 
keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kedua, keseimbangan 
antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum 
(masyarakat). Jadi perlindungan HAM meliputi dua unsur, yaitu 
hak asasi perseorangan dan dan hak asasi masyarakat.111 
Keseimbangan antara aspek kemanusiaan dan aspek 
kemasyarakatan mengandung makna antara hak-hak perse-
orangan (individual) di satu pihak dan hak-hak kemasyarakatan  
(sosial) di lain pihak. Dengan kata lain, hukum harus merupa-
kan manifestasi dan sekaligus pelindung HAM secara individual 
dan HAM sebagai satu kesatuan hak komunitas. Ini berarti 
HAM pada hakikatnya tidak hanya merupakan karasteristik dan 
dan identitas yang melekat pada hukum, tetapi juga merupakan 
substansi dan jiwa dari hukum itu sendiri. Hukum yang secara 
substantif  tidak memberi jaminan perlindungan terhadap HAM 
(baik sebagai hak perseorangan maupun hak komunitas) pada 
hakikatnya merupakan hukum yang cacat sejak kelahirannya.112 
Menurut Anthony Flew 113bahwa : hak asasi manusia 
merupakan suatu perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-
                                                 
111 H. Soeharto, Perlindungan Hak Terangka, Terdakwa dan Korban Tindak PIdana Terorisme 
dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Op.Cit., hal. 51  
112 H. Soeharto, Perlindungan Hak Terangka, Terdakwa dan Korban Tindak PIdana Terorisme 
dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Ibid, hal. 51 
                113  Anthony Flew dalam Majdah El-Muhtaj, Hak-Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi 
Indonesia, dari UUD 1945 Sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002, Jakarta,Kencana  
Prenada Media Group, 2009, hal. 48 
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nilai yang kemudian menjadi kaidah-kaidah yang mengatur 
prilaku manusia dalam hubungannya sesame manusia. Apapun 
yang diartikan atau dirumuskan dengan hak asasi, fenomena 
tersebut tetap merupakan suatu manifestasi dari nilai-nilai yang 
kemudian dikonkretkan menjadi kaidah hukum. 
Dalam keputusan hasil seminar  Hukum Nasional ke-4 
Tahun 1979 yang menyatakan bahwa hak-hak asasi manusia/ 
warga negara hanya dapat dibatasi untuk kepentingan umum, 
keharusan menghormati hak orang lain, perlindungan kepenti-
ngan/keselamatan negara, moral umum dan ketahanan nasional 
berdasarkan ketentuan.114 
Pernyataan bahwa pelaksanaan atau implementasi per-
lindungan HAM tidak bersifat mutlak, telah tercantum dalam 
Pasal 9 ayat (1) ICCPR yang menyatakan bahwa setiap orang 
berhak atas kebebasan dan kemanan pribadi. Tidak seorangpun 
dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak 
seorangpun dapat dirampas kebebasannya  kecuali berdasarkan 
alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan 
oleh hukum. Pengertian tersebut mengandung  makna bahwa 
untuk  kepentingan dan keselamatan negara atau moral umum 
atau ketahanan nasional merupakan alasan bagi pembatasan 
pelaksanaan HAM. 
                                                 
114 O.C Kaligis, Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana. 
Op.Cit., hal. 35 
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada Amandemen Ketiga Tahun 
2001, pada Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Indonesia adalah 
negara yang berdasarkan hukum (rechtstaat), tidak berdasarkan 
atas kekuasaan (machtsstaat), yang berarti setiap warga negara 
wajib bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. 
Moh. Kusnadi dan Bintang Saragih115 berpendapat bahwa 
ciri-ciri negara hukum yang mendasar dalam suatu negara 
hukum yakni : 
1. Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi ma-
nusia yang mengandung persamaan dalam bidang 
politik, hukum, sosial, kultural dan pendidikan; 
2. Peradilan yang bebas tidak memihak, tidak dipenga-
ruhi oleh suatu kekuasaan lain apapun; 
3. Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya. 
Sebagai negara hukum berarti Indonesia menjunjung 
tinggi hukum dan kedaulatan hukum, mengandung makna 
bahwa negara dalam melaksanakan tindakan apapun harus 
berlandaskan  hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara 
hukum. Budaya hukum dikembangkan di semua lapisan masya-
rakat agar tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum dalam 
kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. 
                                                 
115 Moh. Kusnadi dan Bintang Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut UUD 1945, 
Jakarta, PT Gramedia, 1983, hal. 17 
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Pada musyawarah nasional III Persahi bulan Desember 
1966 menetapkan bahwa asas negara hukum Pancasila harus 
mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut :116 
1. Pengakuan dan perlindungan hak asasi yang mengan-
dung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, 
ekonomi, kultural dan pendidikan; 
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak 
berpengaruh oleh suatu kekuasaan/kekuatan apapun; 
3. Jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan, 
yang dimaksud kepastian hukum yaitu jaminan bahwa 
ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksa-
nakan dan aman dalam melaksanakan. 
Penegakan HAM dalam negara hukum (berdasarkan) 
Pancasila seperti yang dikemukan oleh Marzuki Darusman, 
meliputi :117 
1. Pemahaman baru bahwa antara HAM dan Pancasila 
tidak ada suatu pertentangan konseptual tentang 
hakikat martabat manusia dan nilai idividu yang 
dilindungi; 
                                                 
116  Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, PT. Gramedia, 1988, hal 74-75 
117 H. Soeharto, Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme, 
Op.Cit., hal.71-72 
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2. Persyaratan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus 
berdasarkan sistem konstitusional yang mengakui, 
melindungi dan menjamin hak-hak para warga negara; 
3. Penegasan bahwa tidak terdapat perbedaan esensial 
antara ide negara hukum dan pengertian negara 
hukum (berdasarkan) Pancasila. 
Rumusan perlindungan HAM dalam UUD NRI 1945 
Amendemen Keempat terdapat pada BAB XA Pasal 28A sampai 
dengan Pasal 28J, yang kemudian diiplementasikan pada 
perundang-undangan di bawah hirarkhi UUD 1945, salah 
satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang 
KUHAP. 
Ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP mengatur bahwa suatu 
perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan-
ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum 
perbuatan dilakukan. Rumusan tersebut mengandung unsur 
bahwa hukum pidana harus bersumber pada undang-undang, 
asas ini disebut asas legalitas, karena penguasa dalam melak-
sanakan tugas dan peradilan terikat ketentuan perundang-
undangan, maka akan terhindar dari kesewenang-wenangan 
atau penilaian pribadi seenaknya. Hal ini akan berarti terdapat 
kepastian hukum bagi setiap pencari keadilan. Unsur kedua 
adalah bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang tidak 
 Dr. Haeranah, S.H., M.H. 133 
 
                                           Ganti Kerugian Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana …   
boleh berlaku surut (asas non rektroaktif), asas ini juga untuk 
melindungi anggota masyarakat terhadap kesewenang-wena-
ngan penguasa yang melalui lembaga legislatif dapat membuat 
perundang-undangan sesuai dengan keinginannya yang bersifat 
represif dan menggunakan undang-undang sebagai upaya 
untuk membatasi kepentingan penguasa, sehingga perlakuan 
surut undang-undang merupakan pelanggaran HAM, karena 
pada dasarnya hukum harus diberlakukan ke depan, sehingga 
tidak adil kalau seorang dihukum karena perbuatan  yang pada 
saat dilakukan merupakan perbuatan yang sah. 
Dalam Penjelasan Umum KUHAP angka 2 tercantum 
bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum ber-
dasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi HAM 
serta menjamin segala warga negara bersamaaan kedudukannya 
di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung 
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 
Selanjutnya masih dalam angka 2 Penjelasan Umum 
KUHAP menjelaskan bahwa pembangunan di bidang hukum 
acara pidana bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak 
dan kewajibannya serta dapat ditingkatkan pembinaan sikap 
para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan 
wewenang masing-masing ke arah tegak dan mantapnya hu-
kum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman 
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terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, juga keter-
tiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia 
sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. 
KUHAP lahir untuk menggantikan hukum acara pidana 
yang terdapat dalam HIR (Het Herziene Inlands Reglemen) atau 
Reglemen Indonesia yang Dibaharui (RIB), proses pembentu-
kannya bertujuan untuk menjadikan proses peradilan pidana 
berlandaskan proses hukum yang adil (doe process of law), di 
mana hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana dilindungi 
serta dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara (civil 
right) dan karena itu bagian dari hak asasi manusia. 
Fungsi undang-undang acara pidana adalah untuk mem-
batasi kekuasaan negara dalam melindungi setiap warga masya-
rakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana, sehingga 
diharapkan terjamin perlindungan para tersangka dan terdakwa 
dari tindakan aparat penegak hukum yang juga sekaligus alat 
hukum untuk membatasi wewenang kekuasaan tersebut. 
Menurut Satcipto Rahardjo118 bahwa perlindungan hu-
kum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi 
manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut 
diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati 
semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 
                                                 
              118 Satjipto Raharjo, Penyelenggaran Keadilan dalam Masyarakat yang sedang Berubah,  Op. 
Cit, hal 73  
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Hukum melindungi kepentingan manusia, agar kepen-
tingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan, pelak-
sanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi 
dapat juga terjadi pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum 
terjadi ketika subyek hukum tertentu tidak menjalankan kewa-
jiban yang suharusnya dijalankan  atau karena melanggar hak-
hak subyek hukum lain. Subyek hukum yang dilanggar hak-
haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.   
Salah satu hal mendasar yang terkandung dalam KUHAP 
adalah ditempatkannya hak-hak asasi manusia (tersangka dan 
terdakwa) sebagai jaminan terhadap perlindungan harkat dan 
martabat manusia secara proporsional. Hak-hak tersangka atau 
terdakwa adalah hak konstitusional yang didapat sejak mereka 
lahir (HAM) maupun hak yang diberikan undang-undang. Hak 
yang diberikan oleh undang-undang terkait statusnya sebagai 
tersangka atau terdakwa. 
Hans Kelsen119 dalam pandangan positivism mendasari 
penggunaan upaya paksa (dwang middelen) sebagai legalitas 
yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau 
huhum positif. Penggunaan upaya paksa (dwang middelen) terha-
dap suatu kejahatan merupakan suatu peradoks. Pemberian 
sanksi sebagai karasteristik khusus hukum, yang diberikan 
                                                 
119 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni : Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu 
Hukum Empirik-Deskriftif, Jakarta, Rimdi Press, 1995, hal. 12-13 
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terhadap perbuatan yang merugikan juga. Sebab tujuan yang 
sesungguhnya (keamanan, keadilan, persamaan) harus dicapai 
melalui ancaman pencabutan kehidupan, kebebasan atau harta 
benda seseorang. Dengan kata lain, paksaan digunakan untuk 
mencegah penggunaan paksaan oleh masyarakat. 
Jaminan dan perlindungan terhadap HAM dalam 
KUHAP mempunyai arti yang sangat penting, karena sebagian 
besar dalam rangkaian proses dari hukum acara pidana menju-
rus kepada pembatasan-pembatasan HAM seperti penangkapan, 
penahanan, penyitaan, penggeledahan dan penghukuman, yang 
pada hakikatnya adalah pembatasan-pembatasan HAM. 
Namun demikian perlindungan dimaksud, sesuai dengan 
tujuan KUHAP di dalam pelaksanaannya diperlukan adanya 
keselarasan ataupun keseimbangan antara kepentingan pencari 
keadilan selaku individu dengan kepentingan umum/kepenti-
ngan negara atau antara kepentingan-kepentingan tersangka/ 
terdakwa dengan kepentingan pemeriksaan. Dengan demikian, 
dalam koridor KUHAP, pemeriksaan kasus tindak pidana harus 
dilaksanakan dengan memahami manusia dan kemanusiaan 
yang wajib dilindungi harkat dan martabatnya. Walaupun tuju-
an penegakan hukum adalah untuk mempertahankan dan 
melindungi kepentingan masyarakat, penegakan hukum tidak 
boleh mengorbankan hak dan martabat tersangka atau terdak-
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wa. Sebaliknya perlindungan harkat dan martabat tersangka 
atau terdakwa tidak boleh mengorbankan kepentingan masyara-
kat. Aparat penegak hukum harus mampu meletakkan asas 
keseimbangan yang telah digariskan KUHAP sehingga tidak 
mengorbankan kedua kepentingan yang harus dilindungi oleh 
hukum. 
KUHAP didasarkan atas falsafah/pandangan hidup 
bangsa, oleh karena didalamnya diatur asas-asas perlindungan 
terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang telah 
diatur terlebih dahulu dalam UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang 
Ketentuan-Ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman yang telah 
diubah dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman. Ada sepuluh asas yang ditegaskan dalam angka 
tiga Penjelasan Umum KUHAP. Kesepuluh asas tersebut 
Mardjono Reksodiputro membedakan tujuh asas umum dan tiga 
asas khusus, adalah :120 
1. Asas-asas umum 
a. Perlakukan yang sama di muka hukum tanpa 
diskriminasi apapun; 
b. Praduga tidak bersalah; 
c. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi); 
d. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum; 
                                                 
120 Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, 
Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994, hal. 27-28 
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e. Hak pengadilan terdakwa di muka pengadilan; 
f. Peradilan dilakukan dengan cepat dan sederhana dan 
biaya ringan; 
g. Peradilan yang terbuka untuk umum; 
2. Asas-asas khusus 
a. Pelanggaran atas hak-hak individu (penangkapan, 
penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus 
didasarkan pada undang-undang dan dilakukan 
dengan surat perintah (tertulis); 
b. Hak tersangka untuk diberitahukan persangkaan dan 
dakwaan terhadapnya; 
c. Kewajiban pengadilan untuk melakukan pengawasan  
pelaksanaan putusan-putusannya. 
Asas pertama, tentang perlakuan sama di muka hukum 
tanpa diskriminasi, tidak saja terdapat dalam Penjelasan 
KUHAP, tetapi juga terdapat dalam bagian menimbangnya. 
Asas ini serupa dengan Pasal 6 dan Pasal 7 The Universal 
Declaration of Human Rights (UDHR) dan Pasal 16 International 
Covenant Civil and Political Rights (ICCPR). Baik tersangka, 
terdakwa dan aparat penegak hukum adalah sama-sama warga 
negara yang mempunyai hak, kedudukan dan kewajiban yang 
sama di hadapan hukum, yakni sama-sama bertujuan yang sama 
untuk mencari dan mewujudkan kebenaran dan keadilan. Setiap 
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orang yang tersangka atau terdakwa, berhak mendapatkan 
perlindungan hukum tanpa ada diskriminasi. 
Asas kedua, tentang praduga tak bersalah (presumption  of 
innocent). Unsur-unsur dalam asas ini menurut Mardjono 
Reksodiputro121 adalah unsur utama perlindungan hak warga 
negara melalui proses hukum yang adil (due process of law), yang 
mencakup : 
a) bahwa kesalahan seseorang harus dibuktikan dalam 
sidang pengadilan yang jujur, berimbang dan tidak 
memihak;  
b) perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang 
dari pejabat negara;  
c) sidang pengadilan terbuka untuk umum; dan  
d) tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan 
untuk dapat membela diri sepenuhnya. 
 Asas praduga tak bersalah telah dirumuskan dalam Pasal 
8 UU Nomor 48 Tahun 2009  yang menyatakan “setiap orang 
yang sudah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau 
dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak 
bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan 
kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap”. 
Asas ini tidak secara jelas lagi dicantumkan dalam satu 
                                                 
121 Mardjono Reksodiputro, Ibid., hal. 36 
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ketentuan dalam KUHAP. KUHAP hanya menentukan tersang-
ka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian 
sebagaimana diatur pada Pasal 66 KUHAP. 
Menurut Yahya Harahap122 bahwa asas praduga tak 
bersalah, ditinjau dari segi teknis yuridis atau dari teknis penyi-
dikan dinamakan prinsip akusatoir. Prinsip akusatoir menem-
patkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap ting-
kat pemeriksaan adalah subyek, bukan sebagai obyek pemerik-
saan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan 
diperlakukan dalam kedudukannya sebagai manusia yang 
mempunyai harkat martabat harga diri. Yang menjadi obyek 
pemeriksaan dalam prinsip akusatoir adalah kesalahan (tindak 
pidana) yang dilakaukan oleh tersangka atau terdakwa. Aparat 
penegak hukum harus menjauhkan diri dari cara-cara pemerik-
saan yang inkuisitoir yang menempatkan tersangka atau ter-
dakwa dalam setiap pemeriksaan sebagai obyek yang dapat 
diperlakukan dengan sewenang-wenang. 
Asas ketiga, tentang hak untuk memperoleh ganti rugi 
(kompensasi) dan rehabilitasi. Hak ini mengandung dua asas, 
yakni, pertama, hak warga negara untuk memperoleh ganti rugi 
(kompensasi)  yang berupa uang dan rehabilitasi yang berupa 
pemulihan nama baiknya, dan kedua kewajiban pejabat penegak 
                                                 
122 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahn dan Penerapan KUHAP, Jilid I, Op.Cit., hal. 
39 
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hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya selama tahap 
pemeriksaan tersangka atau terdakwa. 
Asas keempat, tentang hak untuk mendapatkan bantuan 
hukum. Apabila seorang warga negara berhak untuk diperlaku-
kan sama di muka hukum dan para penegak hukum harus 
memperlakukan dengan berpedoman pada asas praduga tak 
bersalah, dengan akibat bahwa apabila terjadi kesewenangan ia 
akan memperoleh ganti rugi atau rehabilitasi, maka doktrin 
equality of arms juga harus ditaati. Negara melalui aparat 
kepolisian dan kejaksaan, selalu mempunyai kesempatan yang 
lebih besar dibanding kesempatan yang dimiliki tersangka atau 
terdakwa (yang kemungkinan besar berada dalam tahanan). 
Hak untuk membela diri telah diperoleh melalui asas praduga 
tak bersalah. Akan tetapi doktrin equality of arms ini didasarkan 
pada keadaan tersangka dan terdakwa yang sangat tidak 
seimbang menghadapi negara. Asas inipun menuntut adanya 
profesi advokat yang mendampingi tersangka dan terdakwa 
untuk memperoleh hak-haknya selama dalam pemeriksaan. 
Asas kelima, tentang hak kehadiran terdakwa di persida-
ngan atau pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan. 
Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara 
langsung artinya langsung kepada terdakwa, pengadilan tidak 
dapat memeriksa suatu perkara tindak pidana apabila terdakwa 
 142 Dr. Haeranah, S.H., M.H. 
 
Ganti Kerugian Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana …  
tidak dapat dihadirkan oleh penuntut umum. Dengan berpedo-
man pada proses hukum yang adil, bagaimanapun kuatnya 
bukti-bukti yang dimiliki oleh penyidik maupun penuntut 
umum, tetapi keterangan terdakwa masih harus didengar dan 
dipertimbangkan. Pengecualian dari asas ini ialah kemungkinan 
pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa (in absentia) pada acara 
pemeriksaan pelanggaran lalu lintas dan pada pemeriksaan 
tindak pidana khusus tertentu, misalnya tindak pidana korupsi. 
Asas keenam, tentang peradilan dengan sederhana, 
cepat, dan biaya ringan. Asas ini menghendaki agar setiap 
pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia berpedoman pada 
asas cepat, tepat, sederhana dan dengan biaya ringan, tidak 
bertele-tele dan berbelit-belit. Keinginan mempunyai proses 
peradilan pidana yang cepat dan sederhana merupakan 
tuntutan yang logis dari setiap tersangka atau terdakwa. Asas 
ini dimaksudkan untuk mengurangi seminimum mungkin 
penderitaan tersangka atau terdakwa, apalagi jika tersangka 
atau terdakwa berada dalam tahanan, maka ia berhak menuntut 
diadili dalam jangka waktu yang wajar. Tidak boleh ada 
kelambatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh 
penegak hukum. 
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Asas ketujuh, tentang peradilan yang terbuka untuk 
umum. Asas ini menurut Yahya Harahap123 disebut asas 
demokrasi, oleh karena dari pasal-pasal KUHAP yang mendu-
kung asas ini, memberi makna yang mengarahkan tindakan 
penegakan hukum di Indonesia harus dilandasi oleh jiwa 
persamaan dan keterbukaan, serta penerapan sistem musyawa-
rah dan mufakat dari majelis hakim dalam mengambil keputu-
san. Dengan landasan persamaan hak dan kedudukan antara 
tersangka/terdakwa dengan aparat penegak hukum, ditambah 
dengan sifat keterbukaan dan perlakuan oleh aparat penegak 
hukum kepada tersangka/terdakwa tidak ada dan tidak boleh 
dirahasiakan segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan 
terhadap diri tersangka/terdakwa. Pada persidangan di penga-
dilan, sidang terbuka untuk umum kecuali dalam pemeriksaan 
tindak pidana kesusilaan dan tindak pidana yang pelakunya 
adalah anak, namun pembacaan putusan tetap terbuka untuk 
umum. 
Asas kedelapan, tentang dasar undang-undang dan 
kewajiban adanya surat perintah dalam pelanggaran atas hak-
hak individu warga negara. Yang dimaksud dengan pelangga-
ran hak-hak individu warga negara adalah pelanggaran atas hak 
individu warga yang dijamin oleh UUD 1945. Jaminan konsti-
                                                 
123 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid I, Op.Cit., hal. 57 
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tusional ini hanya boleh dilanggar berdasarkan syarat-syarat 
yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh pejabat negara 
yang diberi wewenang oleh undang-undang pula. Pelanggaran 
yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan 
penyitaan hanya boleh dilakukan sesuai dengan ketentuan 
undang-undang dan oleh pejabat negara yang diberi wewenang 
oleh udang-undang pula, ketentuan perundang-undangan yang 
dimaksud adalah KUHAP. Hak individu warga negara ini 
terdapat dalam Pasal 3 UDHR, yaitu the rigt to lif, liberty and 
security. Hak-hak warga negara ini tidak akan berarti bilamana 
secara sewenang-wenang negara (melalui aparatnya) dapat 
membunuh, menangkap, menahan, menyiksa, menggeledah dan 
dan menyita barang seorang warga negara, jelas ini bukan 
perbuatan yang sah dalam suatu negara hukum.    
Asas kesembilan, tentang hak seorang tersangka untuk 
diberitahukan tentang persangkaan dan pendakwaan terhadap-
nya. Asas ini merupakan bahagian dari hak warga negara dalam 
proses hukum yang adil (due process of law) yang salah satu 
unsurnya (pada asas kedua) adalah tersangka dan terdakwa 
harus diberikan jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya. 
Namun, bagaimana seorang tersangka dapat dengan baik 
membela dirinya dalam interogasi oleh penyidik bilamana ia 
tidak diberitahu dengan jelas alasan penangkapannya. Asas ini 
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juga berkaitan dengan kehadiran penasihat hukum sejak saat 
penangkapan berhak untuk melihat berkas perkara yang 
disusun oleh penyidik sebagai dasar pengajuan perkara kepada 
penuntut umum. Bukankah asas praduga tak bersalah mengan-
dung jaminan hak untuk membela dirinya dan asas bantuan 
hukum mengandung jaminan hak untuk dibantu oleh penasihat 
hukum sejak saat ditangkap dan pada semua tingkat pemerik-
saan. 
Asas kesepuluh, tentang kewajiban pengadilan untuk 
pengawasan pelaksanaan putusan-putusannya, menurut asas ini 
pengadilan berkewajiban melakukan pengawasan pelaksanaan 
putusannya. Hakim tidak boleh bersikap bahwa tanggung 
jawabnya berakhir dengan diberikannya putusan kepada pihak 
yang melaksanakan putusan (jaksa), dan khususnya dalam hal 
pidana perampasan kemerdekaan  (pidana penjara atau pidana 
kurungan) ketepatan putusan pengadilan masih perlu diuji. 
Terpidana masih mempunyai hak sebagai warga negara 
walaupun ia ada di dalam lembaga pemasyarakatan. 
Salah satu asas yang terdapat dalam KUHAP tersebut 
yang merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi 
orang yang mengalami proses hukum adalah asas ganti 
kerugian bagi tersangka, terdakwa dan terpidana dalam proses 
peradilan pidana sebagaimana yang terdapat pada huruf d 
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Penjelasan Umum KUHAP yang merumuskankan bahwa 
kepada setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun 
diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang dan atau 
karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang 
diterapkan, wajib diberikan ganti kerugian atau rehabilitasi sejak 
di tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang 
dengan sengaja atau karena kelalaiannya meyebabkan asas 
hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikena-
kan hukuman administrasi. 
Asas ganti kerugian bagi tersangka, terdakwa atau 
terpidana pertama kali diatur dalam Pasal 9 UU Nomor 14 
Tahun 1970 (sekarang UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasan 
Kehakiman) yang merumuskan:  
(1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau 
diadili tanpa berdasarkan undang-undang atau karena 
kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang 
diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan 
rehabilitasi; 
(2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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(3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti 
kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian 
diatur dalam undang-undang. 
Asas ganti kerugian bagi tersangka dan terdakwa  yang 
mengalami penangkapan atau penahanan yang tidak sah dalam 
instrumen internasional terdapat pada ICCPR, Pasal 9 ayat (5) : 
Anyone who has been the victim the victim of unlawful arrest or 
detention shall have an enfocable right to compentiation (setiap orang 
yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang 
tidak sah , berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang 
harus dilaksanakan). Selanjutnya pada Pasal 14 ayat (6) ICCPR 
yang menyatakan bahwa apabila seseorang telah dijatuhi 
hukuman dengan keputusan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap, dan apabila kemudian diputuskan sebaliknya atau 
diampuni, berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru 
saja ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah 
terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan. Maka orang yang 
telah menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan 
tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali jika 
dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak 
diketahui itu, sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan 
karena dirinya sendiri.   
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Sebelum adanya Undang-Undang Kekuasaan Kehaki-
man, di Indonesia belum ada peraturan tentang ganti kerugian, 
kecuali melalui proses perdata yang didasarkan pada perbuatan 
melangar hukum (onrecthmatige daad) pada Pasal 1365 atau 
perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (onrecthmatige 
overheidsdaad). 
Asas ganti kerugian tersebut kemudian diimplementasi-
kan pada Pasal 68 KUHAP yang merumuskan bahwa tersangka 
atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi 
sebagaimana diatur dalam Pasal 95. Selain kedua pasal tersebut, 
pada Pasal 77 huruf b KUHAP memberikan pula hak atas ganti 
kerugian kepada tersangka dan terdakwa  yang perkaranya 
dihentikan pada tingkat penyidikan atau pada tingkat penuntu-
tan. 
Apabila diperhatikan Pasal 68 tersebut ternyata hak atas 
ganti kerugian hanya terbatas pada tersangka dan terdakwa , 
namun pada Pasal 95 ayat (1) KUHAP, hak atas ganti kerugian 
tersebut diperluas, bukan hanya pada tersangka dan terdakwa 
tetapi juga terhadap  terpidana. Pasal 95 ayat (1) menyatakan 
bahwa tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut 
ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili 
atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan 
undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya 
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atau hukum yang diterapkan. Tindakan lain yang dimaksud 
adalah penggeledahan dan penyitaan. 
Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapatkan 
pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan berupa uang 
karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan 
yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan 
mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara 
yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 22 
KUHAP). 
Apa yang diatur dalam Pasal 1 angka 22 sama maksud 
dan tujuannya yang diatur dalam Pasal 95 ayat (1). Perbedaan 
antara kedua rumusan tersebut, hanya terletak pada tambahan 
unsur alasan tuntutan ganti kerugian dalam Pasal 95 ayat (1) 
yakni karena tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan 
undang-undang. 
Hak atas tuntutan ganti kerugian bagi tersangka, terdak-
wa atau terpidana merupakan perwujudan perlindungan hak 
asasi tersangka, terdakwa dan terpidana apabila dalam proses 
peradilan ada kekeliruan  yang dilakukan oleh aparat penegak 
hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Martiman Prodjoha-
midjojo124 bahwa asas ganti  kerugian merupakan jaminan per-
lindungan hak asasi tersangka, terdakwa maupun terpidana, 
                                                 
124 Martiman Prodjohamidjojo, Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, 
Op.Cit., hal 80 
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karena tindakan melawan hukum atau tindakan tanpa alasan 
undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya 
atau hukum yang diterapkan, menimbulkan kerugian bagi 
tersangka, terdakwa maupun terpidana. 
Selanjutnya Martiman Prodjohamidjojo125 menyatakan 
bahwa Pasal 95 pada dasarnya memberikan perlindungan 
kepada hak-hak perseorangan atau pribadi dan atau harta benda 
dari tindakan-tindakan yang melawan hukum atau salah 
menggunakan wewenang atau jabatan (onrechtmatige overheids-
daad, misbruik van bevoegheidsorgaan, misbruik van macht, 
detournement de pouvoir). 
Sejalan dengan itu Andi Sofyan menyatakan bahwa 
tuntutan permintaan ganti kerugian yang dilakukan tersangka 
atau tersangka atau ahli warisnya adalah merupakan suatu 
perwujudan perlindungan hak asasi dan harkat dan martabat, 
apabila tersangka atau terdakwa telah mendapatkan perlakuan 
yang tidak sah atau tindakan tanpa alasan berdasar undang-
undang.126 
Hal tersebut juga dikemukakan oleh Ansorie Sabuan 
dkk,127 bahwa ketentuan mengenai ganti kerugian di dalam 
KUHAP merupakan jaminan perlindungan bagi perlindungan 
                                                 
125 Ibid, hal. 83 
126 Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Op.Cit., hal. 211 
127 Ansorie Sabuan, dkk. Hukum Acara Pidana, Bandung, Angkasa, 1990, hal. 157  
 Dr. Haeranah, S.H., M.H. 151 
 
                                           Ganti Kerugian Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana …   
hak-hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana yang dikena-
kan penangkapan, penahanan yang tidak berdasarkan hukum. 
Sejalan dengan itu Djoko Prakoso128 menyatakan bahwa 
hak untuk memperoleh ganti kerugian merupakan konsekuensi 
bagi dirampasnya hak pribadi tersangka atau terdakwa atau 
terpidana tanpa dasar hukum yang sah. 
Hak pribadi tersangka, terdakwa dan terpidana yang 
telah terlanjur dirampas oleh aparat penegak hukum, tidak 
mungkin  mengembalikannya  ke kadaan  semula sedangkan 
telah mengalami kerugian, maka diberikan hak  untuk menuntut 
ganti kerugian atas  perampasan hak yang tidak berdasarkan 
hukum tersebut. Dapat diartikan bahwa ganti rugi adalah alat 
pemenuhan untuk mengganti kerugian akibat hilangnya 
kenikmatan berupa kebebasan karena adanya upaya paksa  
yang tidak berdasarkan hukum. Selain itu ganti kerugian bagi 
tersangka, terdakwa dan terpidana dapat menjadi perlindungan 
preventif untuk mencegah agar aparat penegak hukum berhati-
hati dalam melakukan kewenangannya pada saat melaksanakan 
proses pemeriksaan perkara pidana.  
Begitupula pendapat Yahya harahap129 yang menyatakan 
tuntutan permintaan ganti kerugian yang dilakukan oleh 
                                                 
128 Djoko, Prakoso, Masalah Ganti Rugi dalam KUHAP, Op.Cit., 103 
129 Yahya harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid II, Op.Cit., hal 
549 
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tersangka atau terdakwa atau ahli warisnya adalah merupakan 
perwujudan perlindungan hak asasi  dan harkat martabatnya, 
yang berarti apabila seorang tersangka atau terdakwa mendapat 
perlakuan tindakan yang tidak sah atau tindakan tanpa alasan 
berdasarkan undang-undang, memberi kepadanya untuk me-
nuntut ganti kerugian. 
Untuk memperoleh hak atas ganti kerugian bagi ter-
sangka, terdakwa  tersebut, terlebih dahulu harus diilakukan 
penilaian apakah dalam proses pemeriksaan benar telah terjadi 
kesalahan atau kekeliruan dalam menggunakan kewenangannya 
untuk melakukan upaya paksa dari penegak hukum. KUHAP 
telah memberikan wewenang kepada suatu  lembaga baru yang 
berada di bawah pengadilan negeri untuk melakukan penilaian 
terhadap hal tersebut, yakni lembaga praperadilan. Ganti 
kerugian melalui sidang praperadilan merupakan bentuk pemu-
lihan hak tersangka dan terdakwa yang dikompensasi dengan 
sejumlah uang.  
Lembaga praperadilan lahir dari inspirasi yang bersum-
ber dari adanya hak habeas corpus dalam sistem peradilan Anglo 
Saxon, yang memberikan jaminan pundamental terhadap HAM 
khususnya hak kemerdekaan. Habeas corpus art memberikan hak 
kepada seseorang untuk melalui suatu surat perintah pengadi-
lan menuntut (menantang) pejabat yang melakukan penangka-
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pan, penahanan atas dirinya, penggeledahan dan penyitaan. Hal 
itu untuk menjamin bahwa perampasan atau pembatasan 
kemerdekaan terhadap seseorang  tersangka atau terdakwa itu 
benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang 
berlaku maupun jaminan HAM.130 
Fungsi lembaga praperadilan ini adalah sebagai wujud 
pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi manusia, dan 
pengawasan tersebut dilaksanakan oleh hakim. Dalam pelaksa-
naan praperadilan diharapkan hakim dapat bertindak secara 
adil dan benar serta memberikan perlindungan  terhadap hak-
hak asasi manusia, yakni mereka yang tersangkut dalam 
peradilan pidana. 
Lembaga praperadilan menjadi titik balik dan 
memberikan semagat baru, khususnya mengenai jaminan hak-
hak si tersangka, karena bersifat transparan dan akuntabilitas 
publik yang merupakan syarat-syarat tegaknya sistem peradilan  
yang bebas tidak memihak serta menjunjung HAM.131 
Kontrol terhadap upaya paksa yang dilakukan melalui 
praperadilan bertujuan untuk menegakkan hukum dan melin-
dungi hak asasi tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan 
dan penuntutan. Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik 
                                                 
130 Loebby Loqman, Praperadilan di Indonesia,Jakarta, Ghalia Indonesia, 1987, hal.54 
131 O.C. Kaligis, Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana, 
Op.Cit., hal. 368  
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diperkenankan untuk melakukan tindakan upaya paksa, berupa 
penangkapan dan/atau penahanan. Demikian juga penuntut 
umum, boleh melakukan upaya paksa penahanan guna 
kepentingan penahanan. Pada dasarnya tindakan upaya paksa 
yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum melanggar 
HAM, namun KUHAP membolehkannya walaupun dengan 
syarat-syarat yang telah ditentukan sendiri oleh KUHAP. 
Karena sifatnya yang melanggar HAM, maka pembuat 
undang-undang menganggap perlu ada koreksi atau pengawa-
san terhadap pelaksanaannya. Koreksi atau pengawasan itu 
dilakukan oleh tersangka, terdakwa, penyidik, penuntut umum 
atau pihak ketiga yang berkepentingan. 
Dengan adanya praperadilan sebagai sarana kontrol, 
maka dapat dicegah kekeliruan-kekeliruan pelaksanaan tinda-
kan upaya paksa oleh penyidik dan penuntut umum  Koreksi 
atau pengawasan  terhadap pelaksanaan upaya paksa pada 
tahap penyidikan  dan penuntutan akan dapat mempengaruhi 
kehati-hatian penyidik dan penuntut umum untuk melakukan 
penangkapan dan/atau penahanan. Dengan demikian pelaksa-
naan upaya paksa oleh penyidik atau penuntut umum tidak 
dilakukan secara leluasa. Pembatasan pelaksanaan upaya paksa 
akan semakin melindungi hak asasi tersangka/terdakwa. 
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Pasal 1 angka 10 KUHAP menegaskan bahwa : 
Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk 
memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur 
dalam undang-undang ini, tentang : 
a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan 
atas permintaan tersangka atau keluarganya atau 
pihak lain atas kuasa tersangka; 
b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau 
penghentian penuntutan atas permintaan demi 
tegaknya hukum dan keadilan; 
c. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh 
tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas 
kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke 
pengadilan. 
Selanjutnya pada Pasal 77 KUHAP menegaskan bahwa : 
Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan 
memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
undang-undang ini, tentang : 
a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghen-
tian penyidikan atau penghentian penuntutan; 
b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang 
perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan 
atau penuntutan. 
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Selanjutnya Pasal 95 ayat (2) menyatakan bahwa : 
Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli waris-
nya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain 
tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau 
karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang 
diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang 
perkarannya tidak diajukan ke pengadilan negeri, dipu-
tus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 77 KUHAP. 
Dari ketiga pasal tersebut di atas yakni Pasal 1 angka 10, 
Pasal 77 huruf dan Pasal 95 ayat (2) KUHAP dapat diketahui 
bahwa salah satu kewenangan praperadilan adalah memeriksa 
dan memutus tentang tuntutan ganti kerugian oleh seseorang, 
baik ganti kerugian yang perkara pidananya tidak sampai ke 
pengadilan atau karena adanya penghentian penyidikan dan 
penghentian penuntutan, maupun  tuntutan ganti kerugian bagi 
tersangka, terdakwa atau terpidana yang kerena ditangkap, 
ditahan, dituntut, diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa 
alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliru-
an mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan yang 
perkaranya tidak sampai ke pengadilan. Timbul pertanyaan 
bagaimana jika perkara tersebut sudah sampai ke pengadilan 
dan bahkan sudah ada putusan, sedangkan terdakwa atau 
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terpidana merasa bahwa dalam proses peradilan tersebut telah 
mengalami kerugian? 
Pasal 95 ayat (3) KUHAP mengatur  bahwa tuntutan ganti 
kerugian yang perkaranya telah diajukan ke pengadilan, maka 
permintaan ganti kerugian yang demikian itu diperiksa dan 
diputus oleh hakim yang telah mengadili perkara tersebut. Dan 
pemeriksaannya mengikuti acara praperadilan sebagaimana 
diatur dalam Pasal 95 ayat (4) KUHAP. 
Darwan Prinst menyatakan bahwa bagi tuntutan ganti 
kerugian yang perkara pokoknya sudah sampai/diadil  di 
pengadilan, maka tuntutan ganti kerugian melalui lembaga 
praperadilan tidak dimungkinkan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) 
KUHAP. Ganti kerugian dalam hal demikian dapat timbul 
karena : 1) terdakwa telah dituntut tanpa berdasarkan hukum; 2) 
terdakwa telah diadili tanpa dasar hukum; 3) salah mengenai 
orangnya; 4) salah mengenai hukum yang diterapkan dan 
terpidana menjalani hukuman melebihi ketentuan hukum.132 
Tuntutan ganti kerugian dalam hal demikian mengikuti 
acara praperadilan. Jadi dalam hal terdakwa divonis bebas 
(vrijspraak) atau lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle 
recht vervolging) atau karena dakwaan jaksa ditolak atau 
dakwaan tidak dapat diterima atau karena terpidana telah 
                                                 
132 Darwan Prints, Hukum Acara Pidana dalam Praktik, Jakarta, Djambatan, 1998, hal. 215-
215 
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menjalani hukuman yang melebihi ketentuan hukum, yang telah 
menimbulkan kerugian bagi terdakwa/terpidana maka ia dapat 
menuntut ganti kerugian. Tuntutan ganti kerugian dalam hal 
demikian diajukan berdasarkan gugatan perdata. Akan tetapi 
Pasal 95 ayat (5) menunjuk pengkhususannya, bahwa gugatan 
perdata itu diperiksa mengikuti acara praperadilan, berarti 
harus tunduk kepada upaya hukum, seperti banding dan 
kasasi.133 
Jadi klasifikasi tuntutan ganti kerugian bagi tersangka, 
terdakwa dan ter[idana ada dua macam, yakni tuntutan ganti 
kerugian yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan dan 
tuntutan ganti kerugian yang perkaranya diajukan ke 
pengadilan. 
B.  Perbuatan Melanggar Hukum oleh Aparat Penegak Hukum 
Secara umum fungsi hukum acara pidana adalah untuk 
membatasi kekuasaan negara dalam bertindak serta melaksana-
kan hukum pidana materiil. Ketentuan-ketentuan dalam 
KUHAP dimaksudkan untuk melindungi para tersangka dan 
terdakwa dari tindakan yang sewenang-wenang aparat penegak 
hukum. Pada sisi lain, hukum juga memberikan kewenangan 
tertentu kepada negara melalui aparat penegak hukumnya 
untuk melakukan tindakan yang dapat mengurangi hak asasi 
                                                 
133 Darwan Prints, Ibid., hal 216 
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tersangka atau terdakwa. Permasalahan yang muncul apabila 
penggunaan kewenangan dalam sistem peradilan pidana yang 
berdampak pada terabaikannya hak asasi tersangka atau terdak-
wa, para penegak hukum melakukan pelanggaran terhadap hak 
asasi tersangka atau terdakwa.  
Menurut Bhardwaj, H.R134 bahwa salah satu masalah 
yang terjadi dalam sistem peradilan pidana adalah terjadinya 
pelanggaran hak pada seluruh tingkat pemeriksaan. Pelangga-
ran tersebut dapat berupa pelanggaran prosedur sampai pada 
pelanggaran berat, seperti rekayasa saksi-saksi dan rekayasa 
bukti-bukti suatu perkara. 
Konsep dasar eksistensi lembaga penegak hukum adalah 
kewenangan yang melekat untuk berbuat dan bertindak, sehing-
ga tindakan yang dilaksanakan atas dasar kewenangan yang 
diatur dalam hukum. 
Menurut Sadjijono135 bahwa hakikatnya dalam menjalan-
kan wewenangnya lembaga penegak hukum harus berorientasi 
pada tujuan diberikannya wewenang. Wewenang penegak 
hukum diperoleh secara atributif, yakni diatur dalam peraturan 
perundang, oleh karena itu tindakan dalam penegakan hukum 
melekat tanggung jawab dan konsekuensi hukum, artinya setiap 
                                                 
134 O.C. Kaligis, Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana, 
Op.Cit., hal. 233 
135 Sadjijono, Polri dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, Yogyakarta, LaksBang, 2008, 
hal. 67-68 
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tindakan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan 
secara hukum. 
Selanjutnya dikatakan bahwa apabila wewenang dijalan-
kan tidak sesuai dengan tujuan diberikannya wewenang, maka 
akan terjadi penyimpangan hukum dalam penegakan hukum, 
dan penegakan hukum yang dilakukan dinilai tidak sesuai dan 
bertentangan aturan hukum yang ditetapkan, sehingga penega-
kan hukum dijalankan dengan melanggar hukum.136 Konse-
kuensi dari pelaksanaan penegakan hukum yang dijalankan 
dengan melanggar hukum melahirkan tanggung jawab atau  
tanggung gugat atas kerugian yang dialami oleh tersangka dan 
terdakwa bagi penegak hukum yang bersangkutan. 
Ganti kerugian yang terdapat dalam KUHAP bersumber 
dari Pasal 1365 KUHPerdata, yakni ganti kerugian karena 
perbuatan melanggar hukum, yang rumusannya adalah tiap 
perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian 
kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya 
menimbulkan kerugian, mengganti kerugian tersebut. Jadi 
aparat penegak hukum melakukan suatu perbuatan yang 
melanggar hukum pada saat melaksanakan kewenangannya 
sebagai penegak hukum, dengan perbuatan yang melanggar 
                                                 
136 Sadjijono, Ibid., hal. 68 
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hukum tersebut  mengakibatkan orang lain yakni tersangka, 
terdakwa atau terpidana mengalami kerugian. 
Istilah perbuatan melanggar hukum dalam Bahasa Belan-
da disebut dengan istilah onrechmatige daad atau dalam Bahasa 
Inggris  disebut  dengan istilah tort. Kata tort berarti salah 
(wrong), kemudian kata tort berkembang sedemikian rupa 
sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari 
wanprestasi kontrak. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan 
melanggar hukum (onrechtmatige daad) dalam sistem hukum 
Belanda atau di negara-negara Eropa Kontinental lainnya. 
Tujuan dari dibentuknya suatu sistem hukum yang 
kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum (istilah 
yang digunakan oleh Munir Fuady) tersebut adalah untuk dapat 
tercapai seperti apa yang disebut dalam peribahasa Latin yaitu 
juris praecepta sunt haec; honeste vivere, alterum non laedere, sun 
cuique trbuere (semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak 
merugikan orang lain; dan memberikan orang lain haknya).137 
Yang dimaksud perbuatan dalam istilah perbuatan mela-
wan hukum menurut William C. Robinson adalah :138  
1. nonfeasance yakni tidak berbuat sesuatu yang diwajib-
kan oleh hukum;  
                                                 
137 Munir Fuady, Op.Cit., hal. 2 
138 Ibid., hal.5 
 162 Dr. Haeranah, S.H., M.H. 
 
Ganti Kerugian Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana …  
2. misfeasance yakni merupakan perbuatan yang dilaku-
kan secara salah, perbuatan mana merupakan kewaji-
ban atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai 
hak untuk melakukannya;  
3. malfeasance yakni merupakan perbuatan yang dilaku-
kan padahal pelakunya tidak berhak untuk melaku-
kannya. 
J.H Nieuwenhus139 menyatakan bahwa pelanggaran suatu 
kewajiban yang tidak berakar dalam perikatan menimbulkan 
perbuatan melanggar hukum. 
Selanjutnya J.H. Nieuwenhus menyatakan bahwa dari 
Pasal 1365 ternyata bahwa seseorang hanya bertanggung gugat 
atas kerugian orang lain, jika:140  
a. Perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat 
melanggar hukum (perbuatan melanggar hukum); 
b. Kerugian itu timbul sebagai akibat perbuatan tersebut 
(hubungan kausal); 
c. Pelaku tersebut bersalah (kesalahan); 
d. Norma yang dilanggar mempunyai strekking untuk 
mengelakkan timbulnya kerugian (relatifitas). 
                                                 
139 J.H. Nieuwenhus, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Terjemahan oleh Djasadin, Surabaya, 
Universitas Airlangga, 1985, hal. 116  
140 Ibid., hal.118 
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Perbuatan melanggar hukum, kesalahan, hubungan kau-
sal dan relativitas, masing-masing merupakan syarat yang perlu 
(noodzakelijk), dan secara bersama merupakan syarat yang cukup 
(voldoende) untuk tanggung gugat berdasarkan Pasal 1365 
KUHPerdata.  
Menurut Munir Fuady,141 berdasarkan ketentuan Pasal 
1365 KUHPerdata, maka suatu perbuatan melawan hukum 
haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 
1. Adanya suatu perbuatan; 
2. Perbuatan tersebut melawan hukum; 
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku; 
4. Adanya kerugian bagi korban; 
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan 
kerugian. 
Kelima unsur tersebut bersifat komulatif, sehingga satu 
unsur saja tidak terpenuhi maka seseorang tidak bisa dikenakan 
Pasal 1365. 
1) Adanya suatu perbuatan 
Suatu perbuatan melanggar hukum diawali oleh suatu 
perbuatan dari si pelakunya. Pada  umunya para pakar hukum 
perdata dan hukum pidana sependapat  bahwa yang dimaksud 
dengan perbuatan adalah tidak saja perbuatan positif, dalam arti 
                                                 
141 Munir Fuady, Op.Cit.,  hal. 10 
 164 Dr. Haeranah, S.H., M.H. 
 
Ganti Kerugian Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana …  
kata melakukan sesuatu, tetapi juga karena tidak melakukan 
sesuatu. Hal ini berarti bukan saja perbuatan-perbuatan yang 
disengaja, tetapi juga termasuk perbuatan yang lalai. Pasal 1366 
KUHPerdata disamping menggunakan kata karena perbuatan-
nya, secara tegas dicantumkan  kata karena kelalaiannya atau 
kurang hati-hatinya. 
2) Perbuatan Tersebut Melawan hukum  
Ada 2 (dua) pendapat yang saling bertentangan tentang 
melawan hukum/melanggar hukum. Pendapat pertama, yang 
disebut berpandangan sempit yang mengatakan bahwa yang 
dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah apabila 
perbuatan itu bertentangan dengan hak subyektif seseorang 
(hetzij met eens anders subjectief recht), atau bertentangan dengan 
kewajibannya sendiri menurut undang-undang (hetzij met des 
daders eigen wettelijkeplicht). Jadi sebagai dasar adalah hak 
seseorang yang berdasarkan undang-undang atau kewajiban 
seseorang menurut undang-undang.142 
Karena itu menurut Hofmann bahwa melawan hukum 
menurut pandangan ini adalah bertentangan dengan undang-
undang. Suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan 
undang-undang, walaupun dapat juga bertentangan dengan 
                                                 
142 L.C. Hofmann, dalam Komariah Emong Sapardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum 
Materiel Dalam Hukum Pidana, Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannnya dalam 
Yurisprudensi, Cetakan 1, Bandung, Alumni. hal. 35 
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moral atau bertentangan dengan sesuatu yang menurut pergau-
lan kemasyarakatan adalah tidak patut, tidak merupakan 
perbuatan melawan hukum.143 
Pendapat kedua, yang berpandangan luas, yang diperke-
nalkan pertama kali oleh  Molengraaff, yang menyatakan bahwa 
seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum : wie 
anders handelt, dat in het maatschappelijk verkeer den eenen mensch 
tegenover den ander betaamt, anders dan men met het oog op zijne 
medeburgers behoort te behandelen (seseorang yang berbuat kepada 
orang lain, yang tidak patut menurut lalu lintas pergaulan 
masyarakat). 
Sejak tahun 1919, dari kasus Lindenbaun/Cohen yang 
diartikan perbuatan melanggar hukum ini diartikan dalam arti 
seluas-luasnya, yakni mencakup perbuatan-perbuatan sebagai  
berikut :144 
a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain; 
b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban 
hukum si pelaku, atau 
c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, atau 
d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian 
atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang 
baik. 
                                                 
143 Ibid. hal. 35 
144 Munir Fuady, Op.Cit., hal. 6 
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Ad. 1.  Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang  
            lain 
Perbuatan yang berhubungan dengan hak orang lain 
merupakan salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 
1365 KUHPerdata. Hak-hak yang dilanggar tersebut 
adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, 
seperti hak-hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak atas 
kebebasan, dan hak atas kehormatan dan nama baik, 
sebagaimana menurut J.H. Nieuwenhus145 yang menyata-
kan bahwa menurut para sarjana dan peradilan, yang 
dimaksudkan dengan hak orang lain bukan semua hak, 
yaitu setiap kewenangan yang berlandaskan pada 
hukum,tetapi hanya hak-hak pribadi (persoonenjikheids-
rechten): integritas tubuh, kebebasan, kehormatan dan 
lain-lain, dan hak-hak absolut : hak-hak kebendaan, 
oktroi, nama perniagaan, merk, hak cipta dan lain-lain. 
Dengan pengecualian tentang pelanggaran atas hak sewa, 
hak-hak relatif tidak tergolong dalam pelanggaran hak 
orang lain. Dalam situasi tertentu pelanggaran hak relatif 
dapat merupakan perbuatan melanggar hukum, tetapi ini 
timbul dari pelanggaran kewajiban hukum atau pelang-
garan norma kecermatan.  
                                                 
145 J.H. Nieuwenhus, Op.Cit., hal. 119 
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Ad. 2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban  
           hukum pelaku  
Menurut J.H. Neuwenhus146, yang diartikan dengan 
kewajiban hukum, hanya kewajiban-kewajiban yang 
dirumuskan dalam undang-undang (dalam arti materiel, 
yaitu aturan yang mengikat secara umum yang berasal 
dari kekuasaan yang diberi wewenang). Kedalamnya 
termasuk aturan-aturan yang berasal dari badan-badan 
publik yang lebih rendah (provinsi, kotamadya, kabupa-
ten dan lain-lain). Sedangkan menurut Munir Fuady, 
yang dimaksudkan istilah kewajiban hukum adalah suatu 
kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap sese-
orang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. 
Jadi bukan hanya bertentangan hukum tetulis (wettelijk 
plicht), melainkan juga bertentangan dengan hak orang 
lain menurut undang-undang (wettelij recht). Karena itu 
perbuatan melanggar hukum adalah onrechtmatige daad 
bukan onwetmatige daad147     
Ad. 3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan 
Tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masya-
rakat dianggap sebagai hukum tidak tertulis, juga diang-
                                                 
146 Ibid., hal.118 
147 Munir Fuady, Op.Cit., hal. 8 
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gap perbuatan yang melawan hukum, karena itu 
manakala dengan tindakan melanggar kesusilaan tersebut 
telah terjadi kerugian bagi pihak lain yang menderita 
kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi berdasarkan 
atas perbuatan melawan hukum, sebagaimana contoh 
pada kasus Lindenbaun-Cohen. Tindakan Cohen membo-
corkan rahasia perusahaan dianggap sebagai tindakan 
yang bertentangan dengan kesusilaan dan digolongkan 
sebagai perbuatan melawan hukum.148 
Ad. 4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian  
          atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang  
         baik 
Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau 
keharusan dalam pegaulan masyarakat yang baik juga 
dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Jadi 
jika seorang melakukan tindakan yang merugikan orang 
lain, tindakan secara melanggar dari pasal-pasal dari 
hukum tertulis, mungkin masih dapat dijerat dengan 
perbuatan melawan hukum, karena tindakan tersebut 
bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharu-
san dalam pergaulan masyarakat. Keharusan dalam mas-
                                                 
148 Ibid., hal. 8 
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yarakat tersebut tentunya tidak tertulis, tetapi diakui oleh 
masyarakat yang bersangkutan.149 
2) Adanya kesalahan dari pihak pelaku 
Untuk dikenakan Pasal 1365 KUHPerdata tentang per-
buatan melanggar hukum mensyaratkan agar pada pelaku 
haruslah mengandung unsur kesalahan (schuldelement) dalam 
melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu tanggung jawab 
tanpa kesalahan (strict liability) tidak termasuk tanggung jawab 
berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Karena Pasal 1365 
KUHPerdata mensyaratkan suatu perbuatan melanggar hukum 
harus ada unsur kesalahan (schuld). Suatu tindakan dianggap 
oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat 
dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi 
unsur-unsur : 
a. Ada unsur kesengajaan, atau 
b. Ada unsur kelalaian (negligence, culpa), dan  
c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (recht-
vaardigingsgrond), seperti keadaan overmacht, membela 
diri, tidak waras, dan lain-lain 
3) Adanya Kerugian Bagi Korban 
Adanya kerugian bagi korban merupakan syarat agar 
gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dapat digunakan. 
                                                 
149 Ibid., hal 8-9  
 170 Dr. Haeranah, S.H., M.H. 
 
Ganti Kerugian Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana …  
Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya 
mengenal kerugian materiil, maka kerugian karena perbuatan 
melawan hukum disamping kerugian materiil, yurisprudensi 
juga mengenal konsep kerugian immateriil, yang juga akan 
dinilai dengan uang. 
4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian 
Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan 
dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu 
perbuatan melawan hukum.  
Menurut Wirjono prodjodikoro150 bahwa pada tahun 1942 
ada putusan penting dari peradilan tertinggi  di Negeri Belanda 
(Osterman Arrest) yang menentukan bahwa pemerintah berda-
sarkan Pasal 1401 BW Belanda (Pasal 1365 BW Indonesia) 
bertanggung jawab atas segala perbuatan alat kelengkapannya, 
tidak hanya melanggar hukum perdata saja, melainkan juga 
melanggar hukum publik. Tanggung jawab negara atas perbua-
tan melawan hukum yang dilakukan oleh alat-alat pemerintah 
tersebut  dikenal dengan onrechtmatige overheidsdaad. 
Pasal 1365 tidak membedakan apakah perbuatan melang-
gar hukum dilakukan oleh perseorangan atau penguasa. Keten-
tuan perundang-undangan mengenai perbuatan melanggar 
hukum sekaligus berlaku untuk penguasa dan rakyat. Apabila 
                                                 
150 www.miftakhulhuda.com   
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penguasa melakukan perbuatan melanggar hukum, maka ia 
seperti orang biasa bertanggung jawab untuk kerugian yang 
ditimbulkannya. 
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas tentang syarat-
syarat yang harus terpenuhi untuk dikatakan terjadi suatu 
perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang diatur dalam 
Pasal 1365 KUHPerdata yang mewajibkan bagi orang yang 
melanggar hukum tersebut untuk mengganti kerugian kepada 
pihak yang dirugikan, maka selanjutnya akan dijelaskan tentang 
perbuatan melanggar hukum yang kemungkinan terjadi yang 
dilakukan oleh aparat penegak hukum pada saat melaksanakan 
kewenangan dalam penegakan hukum yang kemudian menim-
bulkan kerugian bagi orang lain dalam hal ini tersangka 
terdakwa dan terpidana yang  mewajibkan untuk  mengganti  
kerugian tersebut. 
Pasal 95 ayat (1) KUHAP merumuskan bahwa tersangka, 
terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian 
karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan 
tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang 
atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang 
diterapkan. 
Pasal tersebut menyebutkan  perbuatan-perbuatan apa 
saja  yang dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar 
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hukum yang dapat dimintakan ganti kerugian, yakni perbuatan 
menangkap, menahan, menuntut, mengadili atau mengenakan 
tindakan lain dalam hal ini penggeledahan dan penyitaaan, Jadi 
selain perbuatan-perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan 
ganti kerugian berdasarkan Pasal 95 ayat (1).  
Martiman Prodjohamidjojo menyatakan bahwa sebagai-
mana pengertian tentang melanggar hukum yang telah berkem-
bang menurut doktrin dan yurisprudensi sesuai dengan tun-
tutan perkembangan masyarakat itu sendiri, maka dapat 
disimpulkan bahwa karena ditangkap, ditahan, dituntut dan 
diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena 
kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan 
dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum.151 
Adapun pengertian masing-masing perbuatan-perbuatan 
tersebut adalah : 
a. Menangkap/penangkapan adalah suatu tindakan pe-
nyidik berupa pengekangan sementara waktu kebeba-
san tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup 
bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan 
atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang 
diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 20 
KUHAP).  
                                                 
151 Martiman Prodjohamidjojo, Ganti Rugi dan Rehabilitasi, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, 
hal. 18 
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b. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdak-
wa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut 
umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini 
(Pasal 1 angka 21 KUHAP). 
c. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk 
memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup 
lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan 
atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini 
(Pasal 1 angka 17 KUHAP). 
d. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik 
untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah 
penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, 
berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan 
pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pera-
dilan (Pasal 1 angka 16 KUHAP). 
e. Menuntut, pengertian menuntut dalam kamus Bahasa 
Indonesia berarti meminta dengan keras (setengah 
mengharuskan supaya dipenuhi), sedangkan Penuntu-
tan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpah-
kan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwe-
nang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam 
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undang-undang ini dengan permintaan supaya dipe-
riksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan 
(Pasal 1 angka 7 KUHAP). 
f. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk 
menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana 
berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di 
sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang 
diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 9 
KUHAP). 
Perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dengan melang-
gar hukum. Perbuatan melanggar hukum yang dimaksud 
dengan menggunakan istilah  “tanpa alasan yang berdasarkan 
undang-undang yang berarti bertentangan dengan kewajiban 
hukum aparat hukum, atau kekeliruan mengenai orangnya yang 
berarti bertentangan dengan hak orang lain  atau kekeliruan 
mengenai  hukum yang diterapkan yang berarti bertentangan 
dengan kewajiban hukum penegak hukum”. Jadi jenis-jenis 
perbuatan aparat penegak hukum yang dikategorikan sebagai  
perbuatan melangar hukum yang dapat dimintakan ganti 
kerugian pada Pasal 95 ayat (1) KUHAP yakni  perbuatan yang  
dilakukan dengan :  
a. tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang; 
b. kekeliruan mengenai orangnya; atau  
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c.  kekeliruan hukum yang diterapkan. 
Penjelasan : 
a. Tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang 
Yang dimaksud dengan tanpa alasan berdasarkan 
undang-undang pada Pasal 95 ayat (1) adalah perbuatan yang 
bertentangan dengan ketentuan undang-undang (KUHAP) 
yakni :   
1. Penangkapan yang tidak sesuai/bertentangan  dengan 
ketentuan yang terdapat dalam : 
a) Pasal 16 KUHAP, dimana penangkapan hanya 
dapat dilakukan untuk kepentingan penyelidikan 
dan penyidikan; 
b) Pasal 17 KUHAP, penangkapan hanya dilakukan 
pada seseorang yang diduga keras melakukan 
tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang 
cukup. 
c) Pasal 18 KUHAP, pelaksanaan tugas penangkapan 
hanya dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara 
Republik Indonesia  dengan memperlihatkan surat 
tugas serta memberikan kepada tersangka  surat 
perintah penangkapan yang mencantumkan identi-
tas tersangka dan menyebutkan alasan penangka-
pan serta uraian singkat perkara kejahatan yang 
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dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Kecuali 
dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dapat 
dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan 
bahwa penangkap harus harus segera menyerahkan 
tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada 
penyidik atau penyidik pembantu terdekat. Surat 
perintah penangkapan harus ditembuskan kepada 
keluarganya. 
d) Pasal 19 ayat (1) KUHAP, penangkapan hanya 
dilakukan untuk paling lama satu hari (dua puluh 
empat jam). Kecuali untuk tindak pidana tertentu, 
penangkapan bisa melebihi satu kali dua empat jam, 
misalnya pada tindak pidana narkotika, penyidik 
diberi kewenangan untuk melakukan penangkapan  
tiga kali dua puluh empat jam dan dapat diper-
panjang lagi tiga kali dua puluh empat jam.  
2. Penahanan yang dilakukan tidak sesuai atau berten-
tangan dengan ketentuan  dalam : 
a) Pasal 21 ayat (1) KUHAP, dimana pasal tersebut 
mensyaratkan bahwa untuk dilakukan penahanan 
terhadap tarsangka atau terdakwa, harus dengan 
syarat  bahwa tersangka/ terdakwa dikhawatirkan 
akan melarikan diri, tersangka/terdakwa dikhawa-
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tirkan merusak atau mmenghilangkan barang bukti 
dan atau tersangka/terdakwa dikhawatirkan meng-
ulangi tindak pidana. 
Syarat yang disebutkan dalam pasal tersebut 
bersifat subyektif, artinya penilaian tergantung dari 
pihak yang akan melakukan penahanan (penyidik, 
penuntut umum dan hakim). Walaupun mungkin 
tersangka/terdakwa atau kuasa hukumnya  
menyatakan bahwa tidak mungkin melakukan hal-
hal tersebut, tetapi kalau menurut penilaian aparat 
penegak hukum hal tersebut kemungkinan atau 
dikhawatirkan akan terjadi, maka penahanan tetap 
dilakukan. 
b) Pasal 21 ayat (4), penahanan hanya dapat dilakukan 
terhadap tindak pidana yang diancam pidana 
penjara minimal lima tahun, atau tindak pidana 
tindak pidana-tindak pidana yang terdapat dalam 
KUHP yang ancaman pidannya di bawah lima 
tahun namun dapat dilakukan penahanan, yakni 
Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 
351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, 
Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, 
Pasal 480 dan Pasal 506, Pasal 25 dan Pasal 26 
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Rechtnordonnantie (pelanggaran terhadap ordonansi 
Bea dan Cukai), terakhir diubah dengan  Staatsblad 
Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 
Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-
Undang Nomor 8 Drt Tahun 1955 Lembaran Negara 
Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 37 ayat (7), Pasal 41, 
Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 49 Undang-
Undang Nomor 9 tahun 1976 Tentang Narkotika 
(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, 
Tambahan lembaran Negara Nomor 3086). 
c) Pasal 21 ayat (2), penahanan terhadap tersangka/ 
terdakwa hanya dapat dilakukan oleh  penyidik 
atau penuntut umum apabila memberikan surat 
perintah penahanan, sedangkan penahanan oleh 
hakim harus menyerahkan surat penetapan hakim  
kepada tersangka/terdakwa. Isi surat perintah 
penahanan dan surat penetapan penahanan harus-
lah berisi identitas tersangka/terdakwa, menyebut-
kan alasan penahanan dan uraian singkat perkara 
tindak pidana yang dipersangkakan atau didak-
wakan. 
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d) Pasal 21 ayat (3), surat perintah penahanan atau 
surat penetapan penahanan harus ditembuskan pula 
kepada keluarga tersangka/terdakwa. 
e) Melebihi jangka waktu penahanan yang ditentukan 
dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 
28 KUHAP. 
- Pasal 24 KUHAP, penahanan oleh penyidik dapat 
dilakukan terhadap tersangka paling lama 20 
(dua puluh hari) dan apabila pemeriksaan belum 
selesai, penahanan dapat diperpanjang sampai 40 
(empat puluh hari). Jadi penahanan oleh penyidik 
paling lama 60 (enam puluh hari). Apabila 
pemeriksaan belum selesai sedangkan masa 
penahanan sudah berakhir, maka demi hukum 
tersangka harus dikeluarkan dari tahanan dan 
pemeriksaan tetap dilanjutkan. 
- Pasal 25 KUHAP, penahanan terhadap terdakwa 
oleh penuntut umum dapat dilakukan paling 
lama 20 (dua puluh) hari, apabila pemeriksaan 
belum selesai, penahanan dapat diperpanjang 
oleh ketua pengadilan negeri selama 30 (tiga 
puluh) hari. Setelah lima puluh hari, penuntut 
umum harus mengeluarkan tersangka dari 
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tahanan demi hukum dan apabila pemeriksaan 
belum selesai, maka pemeriksaan tersebut tatap 
dilanjutkan. 
- Pasal 26 KUHAP, penahanan terhadap terdakwa 
oleh hakim pengadilan negeri dapat dilakukan 
paling lama 30 (tiga puluh) hari dan apabila 
pemeriksaan belum selesai, penahanan dapat 
diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling 
lama 60 (enam puluh) hari. Setelah 90 (sembilan 
puluh) hari, hakim pengadilan negeri harus 
mengeluarkan terdakwa dari tahanan demi 
hukum, walaupun pemeriksaan persidangan 
belum diputus dan pemeriksaan harus tatap 
dilanjutkan. 
- Pasal 27 KUHAP, penahanan terdakwa oleh 
hakim pengadilan tinggi (pemeriksaan banding), 
dapat dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari 
dan apabila pemeriksaan belum selesai, ketua 
pengadilan tinggi dapat memperpanjang 
penahanan paling lama 60 (enam puluh) hari. 
Setelah 90 (sembilan puluh) hari, walaupun 
perkara tersebut belum diputus terdakwa harus 
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dikeluarkan dari tahanan demi hukum dan 
perkara tersebut tetap dilanjutkan. 
- Pasal 28 KUHAP, penahanan terdakwa oleh 
hakim Mahkamah Agung (pemeriksaan kasasi), 
dapat dilakukan paling lama 50 (lima puluh) hari, 
apabila pemeriksaan belum selesai, ketua 
Mahkamah Agung dapat memperpanjang pena-
hanan paling lama 60 (enam puluh) hari, setelah 
110 (seratus sepuluh) hari walaupun perkara 
tersebut belum diputus, terdakwa harus dikeluar-
kan dari tahanan demi hukum dan perkara 
tersebut tetap dilanjutkan. 
3. Penggeledahan oleh penyidik yang dilakukan tidak 
sesuai atau bertentangan dengan ketentuan dalam :  
a) Pasal 33 ayat (1) KUHAP, penyidik yang melakukan 
penggeledahan rumah harus dengan surat isin ketua 
pengadilan negeri setempat; 
b) Pasal 34 ayat (1) KUHAP, dalam keadaan mendesak 
dan harus segera bertindak, dapat tanpa surat isin 
terlebih dahulu, tetapi wajib segera melaporkan 
kepada ketua pengadilan negeri setempat. 
c) Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 125 KUHAP, penyidik 
yang akan melakukan penggeledahan harus 
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menunjukkan tanda pengenal kepada tersangka dan 
kelurganya. Jika yang melakukan penggeledahan 
rumah bukan penyidik sendiri, maka petugas 
kepolisian lainnya harus menunjukkan surat 
perintah tertulis dari penyidik disamping surat isin 
ketua pengadilan negeri. 
d) Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, harus 
disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal 
tersangka/penghuni setuju atau oleh kepala desa 
atau kepala atau ketua lingkungan dengan dua 
orang saksi dalam hal tersangka/penghuni menolak 
atau tidak hadir. 
e) Pasal 33 ayat (5) dan Pasal 126 ayat (1) dan (2) 
KUHAP, Membuat berita acara tentang jalannya 
dan hasil penggeledahan dan turunannya 
disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah 
yang bersangkutan, diberi tanggal dan 
ditandatangani oleh penyidik, tersangka atau 
keluarganya, kepala desa/ketua lingkugan dan dua 
orang saksi. 
f) Pasal 35 KUHAP, kecuali tertangkap tangan, 
penyidik tidak diperkenankan masuk dalam 
ruangan di mana sedang berlangsung sidang 
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MPR,DPR/DPRD, tempat dimana sedang 
berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan 
serta ruangan dimana sedang berlangsung  sidang 
pengadilan. 
g) Pasal 36 KUHAP, apabila tempat yang akan 
digeledah tersebut berada di luar daerah hukumnya, 
maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh 
ketua pengadilan negeri dan melaksanakannya 
didampingi oleh penyidik setempat. 
 4. Penyitaan oleh penyidik yang tidak sesuai atau ber-
tentangan  dengan : 
a) Pasal 38, Pasal 40 dan Pasal 41 KUHAP, penyidik 
yang melakukan penyitaan terlebih dahulu harus 
mendapatkan surat  isin dari ketua pengadilan 
negeri setempat, kecuali dalam keadaan sangat 
perlu dan mendesak harus segera bertindak dapat 
tanpa surat isin tetapi dengan kewajiban segera 
melaporkan kepada ketua pengadilan negeri guna 
memperoleh persetujuan, dalam hal tertangkap 
tangan penyidik dapat langsung melakukan 
penyitaan  terhadap alat yang ternyata atau patut 
diduga telah dipergunakan untuk melakukan 
tindak pidana atau benda lain yang dapat diapakai 
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sebagai barang bukti, terhadap paket atau surat atau 
benda yang pengangkutannya atau pengirimannya 
dilakukan kantor pos dan lain-lain perusahaan 
pengangkutan apabila barang tersebut diperuntuk-
kan bagi tersangka atau berasal dari tersangka. 
b) Pasal 128 KUHAP, penyidik yang akan melakukan 
penyitaan terlebih dahulu harus menjukkan tanda 
pengenal kepada orang  dimana benda itu disita. 
c) Pasal 42 dan Pasal 43 KUHAP, penyidik berwenang 
memerintahkan kepada orang yang menguasai 
benda yang dapat disita untuk diserahkan 
kepadanya, sedangkan terhadap surat dan tulisan 
hanyalah jika surat atau tulisan tersebut berasal dari 
tersangka, ditujukan padanya atau kepunyaannya 
atau dipruntukkan kepadanya atau benda tersebut 
merupakan alat untuk melakukan tindak pidana. 
Sedangkan penyitaan terhadap surat atau tulisan 
dari mereka yang berkewajiban merahasiakan 
sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya 
dapat disita atas persetujuan mereka atau isin 
khusus ketua pengadilan negeri setempat. 
d) Pasal 129 ayat (1) KUHAP, penyidik memperlihat-
kan benda yang akan disita kepada orang dari mana 
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benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan 
dapat minta keterangan tentang benda yang akan 
disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau 
ketua lingkungan dengan dua orang saksi. 
e) Pasal 129 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, membuat 
berita acara penyitaan yang diberi tanggal dan 
ditandatangani oleh penyidik kemudian dibacakan 
kepada orang dari mana benda itu disita atau 
keluarganya dan atau kepala desa/ketua lingku-
ngan dengan dua orang saksi. Turunan berita acara 
tersebut disampaikan kepada atasan penyidik, 
orang dari mana benda itu disita atau keluarganya 
dan kepala desa.  
b. Kekeliruan mengenai orangnya 
Kekeliruan mengenai orangnya terjadi bilamana penegak 
hukum melakukan penyidikan, penuntutan dan mengadili 
seseorang yang sebenarnya bukan pelaku tindak pidana. Hal 
tersebut temasuk perbuatan melanggar hukum yang melanggar 
hak orang lain. 
Menurut Adami Chazawi bahwa hal tersebut dapat 
terjadi bilamana penegak hukum, terutama polisi yang hanya 
mengejar target dengan cara yang mudah dalam mengungkap 
kasus dan biasanya terjadi pada orang-orang yang awam di 
 186 Dr. Haeranah, S.H., M.H. 
 
Ganti Kerugian Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana …  
bidang hukum, ekonomi lemah tidak berpendidikan, lugu dan 
berasal dari daerah pedesaan mereka tidak ada keberanian 
untuk melawan. 
Hal ini sangat langka terjadi, tetapi pernah terjadi 
beberapa tahun lalu yang dikenal dengan dengan kasus 
Sengkong dan Karta di Bekasi yang dijatuhi pidana karena 
dianggap terbukti melakukan pencurian dengan kekerasan dan 
membunuh Sulaiman bin Nasir dan isterinya Siti Haya binti 
Abu. Setelah Sengkong dan Karta menjalani hukuman beberapa 
lama, pelaku sebenarnya yakni Gunel, Siih dan Warsita muncul 
dan memberikan pengakuan bahwa  merekalah yang 
membunuh korbannya. 
Kasus yang lain yang terjadi di Jombang dimana Devid 
Eko Priyanto, Imam Hambali alias Kemat dan Maman Sugianto 
dijatuhi pidana karena dianggap terbukti melakukan tindak 
pidana pembunuhan terhadap Asrori, namun belakangan 
ketahuan bahwa yang membunuh Asrori adalah Ryan 
Heniansyah. Diketahuinya adanya pembunuhan bermula dari 
seorang petani bernama H. Ishak Hidayat, penduduk 
Desa/Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang 
pada tanggal 29 September 2007 pagi hari, para penebang tebu 
menemukan mayat telah membusuk dengan luka menganga 
diperut dan usus terburai, tanpa pakaian dan hanya memakai 
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kaos dalam serta muka belepotan oli. Di dekat mayat ada jelana 
jeans warna hitam bergaris putih, juga ada sandal jepit di dekat 
pundak. Mayat ditupi dengan dedaunan tebu yang kering. 
Merekapun melaporkan temuan tersebut ke kepala Dusun 
Bra’an, yang selanjutnya melaporkan ke kantor Polsek 
Bandarkedungmulyo. Polsek Bandarkedungmulyo bergerak 
sepat, dengan mendatangi lokasi, mengamankan TKP, membuat 
sketsa TKP, mengumpulkan barang bukti  yang ditemukan di 
TKP, mencari informasi dan membuat foto TKP. Penyelidikan 
terus berjalan, singkat kata kemudian dilanjutkan dengan 
penyidikan dengan menetapkan tiga orang tersangka yakni 
Iman Hambali, Devid Eko Priyanto dan Maman Sugianto. 
Penyidik memiliki kepercayaan diri menetapkan status tersang-
ka kepada ketiga orang tersebut, karena berpegang pada 
keterangan (pengakuan) mereka seperti dimuat dalam Berita 
Acara Penyidikan, meskipun penyidik mengetahui bahwa 
pengakuan tersebut diperoleh dengan jalan memaksa dengan 
cara penyiksaan dan ancaman kekerasan. Penyidik menetapkan 
tersangka kepada Imam Hambali, karena adanya persamaan 
keadaan antara Imam Hambali dan Asrori (korban), dimana 
keduanya sebagai lelaki yang suka sesama jenis (waria). Dari 
sinilah rupanya penyidik menciptakan suatu kisah pembunuhan 
terhadap mayat yang ditemukan di kebun tebu dengan motif 
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cemburu. Keadaan inilah yang mengilhami penyidik untuk 
mengarang cerita pembunuhan Asrori tersebut. Kemudian 
penyidik menarik nama Devid sebagai tersangka, lantaran orang 
ini dekat dengan Imam Hambali, ia disebut turut melakukan 
pembunuhan untuk melampiaskan kecemburuan Imam pada 
Asrori karena Asrori menolak diajak kencan dan punya pacar 
lain. Mereka dipaksa membuat pengakuan bahwa merekalah 
yang melakukan pembunuhan tersebut dengan berbagai macam 
siksaan fisik, mental. Dan kasus tersebut berlanjut sampai ke 
persidangan dan dinyatakan ketiganya terbukti melakukan 
pembunuhan terhadap Asrori. 
Ketiga terpidana tersebut mengajukan upaya hukum 
peninjauan kembali dan kemudian terungkap pula bahwa 
pembunuh sebenarnya adalah Ryan Heniansyah berdasarkan 
pengakuannya pada saat  terungkap kasus pembunuhan 
berantai yang dilakukan di Jombang. Keputusan Mahkamah 
Agung membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan 
mengadili dan memutuskan membebaskan terpidana.  
Dalam kasus tersebut penyidik, penuntut umum dan 
hakim telah  menuntut, mengadili  dan menghukum orang yang 
bukan pelaku tindak pidana, berarti telah terjadi penuntutan 
dan peradilan yang keliru terhadap orang yang bukan pelaku 
tindak pidana (error in persona). 
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Menurut Yahya Harahap, kekeliruan mengenai orang 
sebenarnya paling sering terjadi dalam pemeriksaan tingkat 
penyidikan, ada tersangka sudah sampai cacat dalam 
pemeriksaan penyidikan, belakangan tertangkap pelaku yang 
sebenarnya.152 Misalnya seorang tersangka bernama A yang 
termasuk daftar pencarian orang, namun ada orang lain yang 
bernama B yang mirif bentuk badan dan muka dengan A, 
karena kemiripan tersebut B pada suatu hari ditangkap dan 
ditahan. Kemudian ternyata setelah mengalami penangkapan 
dan penahanan, A sebagai tersangka sebenarnya ditemukan. 
c.  Kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan 
Berbicara kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan 
atau kekeliruan penerapan hukum, maka akan dikaitkan dengan 
dituntut dan diadili tanpa alasan undang-undang. Seseorang 
yang dituntut  dan diadili tanpa alasan berdasarkan undang-
undang tidak lain adalah menuntut dan mengadili seseorang 
dengan cara yang tidak tepat menurut undang-undang. Berarti 
hukum yang diterapkan kepada orang yang bersangkutan tidak 
tepat, karena tidak sesuai dengan undang-undang. Penerapan 
hukum yang tidak tepat tiada lain daripada kekeliruan 
penerapan hukum dan penerapan hukum yang tidak tepat sama 
                                                 
152 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid II, Op.Cit., 
hal. 573 
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halnya dengan kekeliruam penerapan hukum. Kalau begitu, 
dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-
undang, sama keadannya dengan kekeliruan penerapan hukum 
dalam penuntutan atau peradilan.153 
Menurut M. Yahya Harahap, bahwa kesalahan penerapan 
hukum dapat terjadi dalam hal :154 
1. Surat dakwaan batal demi hukum, apabila surat 
dakwaan tidak memuat semua unsur delik yang 
ditentukan dalam Pasal pidana yang didakwakan atau 
tidak menyebut tempat dan waktu kejadian atau tidak 
memperinci secara jelas peranan dan tindakan yang 
dilakukan seorang terdakwa dalam memenuhi 
ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b jo. Pasal 143 ayat 
(3) KUHAP. Ini berarti Penuntut Umum telah salah 
atau keliru menerapkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) 
KUHAP. 
2. Dakwaan jaksa tidak dapat diterima, apabila yang 
didakwakan sudah tidak boleh lagi didakwakan 
kepada terdakwa, berarti dakwaan dinyatakan tidak 
dapat diterima, misalnya penuntutan dan peradilan 
melanggar asas nebis in idem yang ditentukaan dalam 
Pasal 76 KUHP. Demikian juga penuntutan peradilan 
                                                 
153 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Ibid, hal.  572  
154  Ibid, hal. 572-573 
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yang dilaksanakan terhadap terdakwa atas tindak 
pidana aduan dengan cara melanggar ketentuan Pasal 
72 KUHP. Berarti penuntut dan peradilan yang 
dilaksanakan kepada terdakwa dalam contoh-contoh 
di atas jelas merupakan kesalahan penerapan hukum 
dalam hal ini demikian memberi hak kepada terdakwa 
untuk menuntut kerugian kepada pengadilan.  
3. Apa yang didakwakan tanpa didukung alat bukti yang 
sah, terdakwa yang dituntut dan diadili tanpa alat 
bukti yang sah sesuai dengan pembuktian dan batas 
minimum pembuktian ditentukan dalam Pasal 183 
KUHAP adalah merupakan penuntutan dan peradilan 
yang tidak sah menurut undang-undang. Sekiranya 
seorang terdakwa dituntut dan diadili dalam 
pemeriksaan sidang pengadilan, namun dinyatakan 
apa yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan 
meyakinkan, dan terdakwa harus dinyatakan 
dibebaskan dari tuntutan pidana. Berarti terdakwa 
telah dituntut dan diadili tanpa dasar dan alasan 
hukum. Maka dengan putusan pembebasan tersebut, 
merupan dasar bagi terdakwa untuk mengajukan 
tuntutan ganti kerugian atas alasan yang telah dituntut 
dan diadili tanpa berdasarkan  undang-undang. 
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4. Apa yang didakwakan bukan merupakan pelanggaran 
atau kejahatan apabila terdakwa dituntut dan diadili 
berdasarkan surat dakwaan tindak pidana, kemudian 
dari hasil pemeriksaan apa yang didakwakan bukan 
merupakan kejahatan atau pelanggaraan, sehingga 
terdakwa dijatuhkan putusan lepas dari segalah 
tuntutan hukum. Berarti telah terjadi penerapan 
hukum atau terdakwa telah dituntut dan diadili tanpa 
alasan undang-undang. Oleh karena itu, memberi hak 
kepada terdakwa untuk menuntut ganti kerugian 
berdasarkan alasan kekeliruan penerapan hukum atau 
alasan dituntut dan diadili tidak berdasarkan hukum. 
5. Apa yang didakwakan tidak sesuai dengan tindakan 
yang dilakukan, sedangkan tindak pidana yang sebe-
narnya dilakukan oleh terdakwa tidak didakwakan 
kepadanya, misalnya terdakwa didakwakan melaku-
kan tindak pidana pencurian, padahal tindak pidana 
yang dilakukan adalah penadahan dan tidak didakwa-
kan. Atas dasar kesalahan penerapan tersebut, terdak-
wa berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian. 
Leden Marpaung menyatakan bahwa yang dimaksud 
dengan kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan adalah 
kekeliruan penerapan hukum dalam hal ini terbukti dengan 
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dibebaskannya terdakwa dan putusan yang membebaskannya 
telah berkekuatan hukum tetap.155 
Kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan, jika 
diartikan dalam arti yang seluas-luasnya berarti di dalamnya 
mencakup kesalahan penuntut umum, baik dalam merumuskan  
dakwaan maupun dalam menetukan pasal yang telah dilanggar 
oleh terdakwa, sehingga terdakwa dibebaskan dan putusan 
yang membebaskannya telah berkekuatan hukum tetap. 
Termasuk pula kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan 
pada terpidana yang diputus bebas setelah mengajukan 
peninjaun kembali ke Mahkamah Agung. 
d. Penghentian Penyidikan dan Penghentian Penuntutan 
Selain yang disebutkan dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, 
pada Pasal 77 huruf b memberikan hak kepada tersangka  untuk 
mengajukan permohonan ganti kerugian pada praperadilan, jika 
perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau pada 
tingkat penuntutan. Timbul pertanyaan, dimana perbuatan 
melanggar melawan hukumnya? 
Suatu pemeriksaan perkara pidana dihentikan penyidi-
kannya oleh penyidik bilamana memenuhi syarat yang 
ditentukan pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yakni :  
                                                 
155 Leden Marpaung, Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana,  
Op.Cit., hal. 40 
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1.  Tidak terdapat cukup bukti, yakni ketidakcukupan 
alat bukti sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 184 
ayat (1) yaitu alat bukti a) keterangan ahli, b) 
keterangan ahli, c) surat, 4) petunjuk, dan 5) keteranga 
terdakwa. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP bahwa 
untuk dinyatakan terbukti dan menjatuhkan pidana 
kepada seseorang harus sekurang-kurangnya dua alat 
bukti yang sah dan memperoleh keyakinan dari hakim 
bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdak-
walah pelakunya. 
2. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, 
hal ini dapat dilakukan oleh penyidik misalnya 
seseorang yang dipersangkakan melakukan tindak 
pidana penipuan dan setelah dilakukan penyidikan, 
ternyata perbuatan itu bukan tindak pidana penipuan 
tetapi merupakan wanprestasi. 
3. Penyidikan dihentikan demi hukum, hal ini dilakukan 
penyidik apabila menurutnya perkara itu ne bis in idem 
(Pasal 76 KUHP) yakni perkara itu sudah pernah 
diadili terhadap orang yang sama dan putusannya 
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, atau 
karena tersangkanya meninggal dunia (Pasal 77 
KUHP) karena dalam hukum pidana kesalahan 
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seseorang tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada 
orang lain, atau karena daluarsa penuntutan (Pasal 78 
KUHP) bahwa penuntutan tindak pidana hanya bisa 
dilakukan sepanjang tidak melewati daluarsa penun-
tutan. 
Sedangkan suatu pemeriksaan tindak pidana dihentikan 
penuntutnnya oleh penuntut umum bilamana memenuhi 
ketentuan Pasal 140 ayat (2) KUHAP yaitu : 
1. Tidak terdapat cukup bukti, dilakukan oleh penuntut 
umum bilamana setelah dilakukan proses penuntutan 
tetapi ternyata tidak memenuhi persyaratan minimal 
alat bukti yang digunakan untuk pembuktian tindak 
pidana tersebut, yakni minimal dua alat bukti yang 
terdapat pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP. 
2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak 
pidana, alasan ini sama dengan alasan penghentian 
penyidikan oleh penyidik. 
3. Perkara ditutup demi hukum, yaitu karena ne bis in 
idem (Pasal 76 KUHP), terdakwa meninggal dunia 
(Pasal 77 KUHP), daluarsa penuntutan (Pasal 78 
KUHP). 
Penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan 
dituangkan dalam dalam surat ketetapan yang menyebutkan 
 196 Dr. Haeranah, S.H., M.H. 
 
Ganti Kerugian Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana …  
alasan dilakukannya penghentian penyidikan atau penghentian 
penuntutan. Isi surat penetapan tersebut diberitahukan kepada 
tersangka dan pihak-pihak yang berkepentingan yakni korban 
tindak pidana, penyidik jika terjadi  penghentian penuntutan 
dan penuntut umum jika terjadi penghentian penyidikan. 
Atas dasar surat ketetapan tersebut pihak-pihak yang 
berkepentingan dapat mengajukan permohonan praperadilan 
tentang sah/tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian 
penuntutan.  Jika keputusan hakim praperadilan menyatakan 
bahwa penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan 
tersebut sah, maka menimbulkan hak bagi tersangka, terdakwa 
atau keluaraganya atau kuasanya untuk mengajukan 
permohonan ganti kerugian. Berarti penyidikan yang dilakukan 
oleh penyidik atau penuntutan yang dilakukan oleh penuntut 
umum tidak sah dan bertentangan dengan hak orang lain yakni 
tersangka atau terdakwa, apalagi apabila selama proses 
penyidikan atau proses penuntutan tersangka atau terdakwa 
mengalami penangkapan dan atau penahanan dan hal itu 
merupakan perbuatan yang melanggar hukum. 
Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan penegak 
hukum pada saat menjalankan kewenangannya yang dilakukan 
dengan kesalahan,  pada umumnya karena ketidak hati-hatian 
atau ketidak cermatan penegak hukum dalam   melakukan 
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penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penuntu-
tan dan mengadili pelaku tindak pidana. Misalnya menangkap 
tersangka tanpa surat peritah penangkapan, tidak memberikan 
tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersang-
ka, dan lain sebagainya. 
Penegak hukum yang melakukan tindakan atas dasar hak 
dan kewenangannya dan dalam batas-batas wewenang 
berdasarkan undang-undang maupun batas-batas kebebasan 
bertindak (diskresi) tanpa melanggar hak orang lain, pada 
dasarnya tidak berbuat melanggar hukum, meskipun orang lain 
menderita kerugian. Hal ini sebagaimana alasan-alasan 
pembenar yang dirumuskan dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 
dan Pasal 51 KUHPidana, sehingga dengan alasan pembenar 
tersebut hapus sifat onrehtmatig yang dilakukan, misalnya 
penangkapan yang dilakukan terhadap tersangka pada saat 
melakukan tindak pidana atau tidak lama setelah melakukan 
tindak pidana (tetangkap tangan) yang tidak disertai dengan 
surat tugas dan surat perintah penangkapan. Penangkapan 
dalam hal tertangkap tangan merupakan alasan pembenar 
dalam bentuk overmacht (Pasal 48 KUHP) yang dikualifikasikan 
keadaan darurat, sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan 
dan tidak melanggar hukum. 
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Dalam hal melakukan tindakan upaya paksa, misalnya 
penangkapan dan atau penahanan,  penegak hukum diberi 
kewenangan untuk melakukan diskresi terutama penyidik/ 
diskresi kepolisian. 
Diskresi atau  dalam bahasa Inggris discretion menurut 
Black Law Dictionary adalah a pullic official’s power to act in certain 
circumstances according to personal judgment and conscience. 
Penekanan dalam arti tersebut pada kekuasaan pejabat publik  
untuk bertindak menurut keputusan dan hati nurani. Tindakan 
tersebut dilakukan atas dasar kekuasaan atau wewenang yang 
melekat, sehingga norma wewenang menjadi dasar untuk 
bertindak.156 
Kewenangan diskresi terkait dengan kebebasan bertindak 
dari pemerintah, sebagaimana menurut Philipus M. Hadjon 
bahwa kebebasan pemerintah dibedakan menjadi kebebasan 
kebijaksanaan (beleidsvrijheid) dan kebebasan penilaian (beoor-
delingsvrijheid). Kebebasan kebijakan (beleidsvrijheid) yang juga 
dimaknai sebagai wewenang diskresi dalam arti sempit, apabila 
peraturan peundang-undangan memberikan wewenang tertentu 
kepada organ pemerintah, sedangkan organ tersebut bebas 
untuk menggunakan atau tidak meskipun syarat-syarat bagi 
penggunaannya secara sah dipenuhi. Sedangkan kebebasan 
                                                 
156 Sadjijono, Polri dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, Yogyakarta, LaksBang 
Pressindo, 2008, hal. 86  
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penilaian (beoordelingsvrijheid) yang juga disebut wewenang 
diskresi dalam arti yang tidak sesungguhnya ada, sejauh 
menurut hukum diserahkan kepada organ pemerintah untuk 
menilai secara mandiri dan eksklusif apabila syarat-syarat bagi 
pelaksanaan suatu wewenang secara sah telah terpenuhi.157 
Istilah diskresi dikaitkan dengan kepolisian dikenal 
dengan istilah diskresi kepolisian. Diskresi kepolisian pada 
dasarnya merupakan kewenangan kepolisian yang bersumber 
pada asas kewajiban umum kepolisian yaitu suatu asas yang 
memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk 
bertindak atau tidak bertidak menurut penilaiannya sendiri, 
dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara 
ketertiban dan menjamin keamanan umum. 
Diskresi kepolisian menurut Pasal 18 UU Nomor 2 tahun 
2002 tentang Kepolisian yaitu “untuk kepentingan umum, 
pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 
melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak 
menurut penilaian sendiri”. 
Diskresi membolehkan seorang polisi untuk memilih 
diantara berbagai peran (memelihara ketertiban, menegakkan 
hukum atau melindungi masyarakat), yakni berkaitan dengan 
faktor-faktor yang mempengaruhi apakah seorang pelanggar 
                                                 
157 Dalam Sadjijono, Ibid., hal. 87-88 
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hukum akan ditindak atau tidak, apakah seorang pelanggar 
akan dikenakan penangkapan/penahanan atau tidak. Tindakan 
penangkapan/penahanan bukan sesuatu yang mutlak 
dilakukan pada saat menangani suatu perkara pidana, hal itu 
diserahkan kepada penilaian aparat penegak hukum, karena 
tujuan penangkapan/penahanan adalah untuk memperlancar 
pemeriksaan perkara pidana. 
Atas perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang 
telah disebutkan di atas menimbulkan kerugian bagi pihak 
tersangka, terdakwa atau terpidana. Kerugian yang dialami oleh 
tersangka, terdakwa atau terpidana meliputi  kerugian materiil 
dan immateriil. 
Dalam Memori Penjelasan (Memorie van Toelichting) Ned. 
Sv. telah dirinci kerugian-kerugian tersebut yakni merusak 
kehormatan dan nama baik, kehilangan kebebasan, kerugian 
materiil. 
Kerugian yang timbul akibat tindakan yang tidak sah dari 
penegak hukum meliputi kerugian riil atau nyata, biaya yang 
telah dikelurkan selama yang bersangkutan ditangkap/ditahan 
dan kerugian immateriil berupa rusaknya nama baik.158 
Kerugian riil adalah kerugian yang dapat dihitung, 
dikalkulasi dan dibuktikan jumlahnya, misalnya karena ditang-
                                                 
158 Joko Prakoso, Masalah Ganti Rugi Dalam KUHAP,  Op.Cit., hal. 105  
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kap, diatahan, dituntut dan diadili, yang bersangkutan sejak 
ditangkap dipecat dari pekerjaannya, maka penghasilan sejak 
dipecat dapat dihitung dan dibuktikan, Ganti kerugian yang 
dituntut betul-betul yang ada hubungan kausal antara perbua-
tan yang melanggar hukum dengan kerugian yang dialami. 
Sedangkan kerugian immateriil/kerugian idiil  yaitu 
kerugian yang tidak bisa dinilai dalam jumlah yang pasti, 
misalnya, kehilangan kesenangan, kehilangan nama baik, pera-
saan malu. 
Apabila terjadi perbuatan melanggar hukum selain yang 
dijelaskan di atas, seperti misalnya dalam proses pemeriksaan 
perkara pidana terjadi kekerasan (penganiayaan) oleh aparat 
penegak hukum, misalnya polisi pada saat melakukan interogasi 
kepada tersangka melakukan pemukulan sehinga mengakibat-
kan tersangka luka bahkan meninggal, maka hal itu tidak dapat 
diajukan tuntutan ganti kerugian berdasarkan Pasal 95 KUHAP. 
KUHAP tidak memberikan kewenangan kepada penegak 
hukum untuk melakukan kekerasan dalam proses pemeriksaan 
tindak pidana. Perbuatan tersebut  merupakan tindak pidana 
dan aparat penegak hukum tersebut dapat dijatuhi pidana 
berdasarkan Pasal 351 KUHP yakni penganiayaan. Posisi ter-
sangka dalam kasus seperti ini merupakan korban tindak 
pidana. 
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Menurut Lilik Mulyadi jika dikaji dari persfektif viktimo-
logi, pengertian korban dapat dapat diklasifikasikan secara luas 
dan sempit. Korban dalam pengertian luas korban diartikan 
sebagai orang yang menderita atau dirugikan akibat pelangga-
ran baik bersifat pelanggaran hukum pidana (fenal) atau dapat 
juga termasuk korban penyalahgunaan kekuasaan (victim abuse 
of fower). Sedangkan pengertian korban dalam arti sempit dapat 
diartikan sebagai victim of crime yaitu korban kejahatan yang 
diatur di dalam ketentuan pidana, sehingga di luar aspek 
tersebut, misalnya seperti akibat bencana alam bukanlah 
merupakan obyek kajian dari ilmu viktimologi.159 
Tersangka yang telah menjadi korban tindak pidana 
dapat menuntut ganti kerugian, yaitu dengan melalui permoho-
nan penggabungan gugatan ganti kerugian berdasarkan Pasal 98 
KUHAP, dengan syarat bahwa pelaku  (penegak hukum) harus 
diproses hukum melalui penyidikan, penuntutan dan persida-
ngan di pengadilan.Tuntutan ganti kerugian bersifat asesoir 
yang harus mengikut kepada perkara pidananya.  
Pasal 98 KUHAP mengatur : 
(1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di 
dalam pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan 
                                                 
159 Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana dalam Persfektif Teoretis dan Praktek Peradilan, 
Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan  Pidana, Filsafat Pemidanaan Serta 
Upaya Hukum Peninjauan kembali oleh Korban Kejahatan, CV. Bandung, Mandar Maju, 2010, hal. 2 
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negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka 
hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat 
menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan 
ganti kerugian kepada perkara pidana itu. 
(2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum 
penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam 
hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan 
selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan 
putusan.  
C.  Tanggung Jawab Negara 
Hak atas ganti kerugian bagi tersangka, terdakwa atau 
terpidana yang diatur dalam KUHAP tidak mengatur tentang 
kepada siapa yang dibebankan untuk membayar kerugian yang 
dialami akibat perbuatan melanggar hukum oleh penegak 
hukum, apakah oknum penegak hukum atau instansi mana? 
Jika berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, maka tanggung 
jawab/tanggung gugat dibebankan kepada orang yang melaku-
kan perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan 
kerugian pada orang lain, yakni dalam hal ini adalah penegak 
hukum (onrechtsmatige overheidsdaad). 
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Menurut Sadjijono,160 tanggung jawab atau tanggung 
gugat tindakan penegak hukum yang melanggar hukum dapat 
dibedakan menjadi dua, yakni tanggung gugat lembaga dan 
tanggung gugat pribadi. 
Lebih lanjut Sadjijono menyatakan, ada dua pandangan 
dalam memetakan tanggung gugat lembaga dan tanggung gugat 
pribadi (individu), yakni : Pandangan yang pertama, mendekat-
kan pada jabatan, bahwa jabatan yang melekat pada individu 
adalah jabatan lembaga (negara), sehingga dalam menjalankan 
tugas dan wewenangnya (kuasa jabatan) untuk mewakili 
lembaga (negara), oleh karena itu kesalahan-kesalahan dalam 
menjalankan jabatan merupakan kesalahan lembaga (negara) 
dan atas resiko perbuatan jabatan melekat tanggung gugat 
lembaga (negara). Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh 
Logemann bahwa agar dapat berjalan (menjadi konkrit atau 
menjadi bermanfaat bagi negara), maka jabatan (sebagai 
personifikasi hak dan kewajiban) memerlukan suatu perwakilan 
(vertegen woordiging). Yang menjalankan perwakilan itu, ialah 
suatu penjabat, yaitu manusia atau badan hukum. Oleh karena 
itu yang berkuasa bukanlah manusianya, akan tetapi jabatannya. 
Sehingga seseorang atau manusia tersebut adalah penjabat yang 
mewakili suatu jabatan, yakni menjalankan suatu lingkungan 
                                                 
160 Sadjijono, Polri dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, Op.Cit., hal. 100 
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pekerjaan untuk kepentingan negara. Pandangan yang kedua, 
mendekatkan pada tanggung gugat perbuatan, bahwa dalam 
melakukan perbuatan maka pada seseorang akan melekat 
tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, baik yang 
dilakukan tersebut disengaja ataupun karena lalainya. Dengan 
demikian dalam menjalankan pekerjaan jabatan secara konkrit 
sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh kondisi pribadi 
seseorang (individu) penerima jabatan, sehingga akibat dari 
perbuatannya tidak semata-mata menjadi  tanggung gugat 
jabatannya atau lembaga, tetapi juga melekat tanggung gugat 
pribadi (individu/orang perorang).161 
Dalam teori tanggung jawab negara dikenal teori obyektif 
atau teori resiko, menurut teori ini tanggung jawab negara 
adalah mutlak (absolute atau strict). Jika suatu agen negara telah 
melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian terhadap 
orang lain, maka negara bertanggung jawab menurut hukum 
internasional tanpa perlu dibuktikan apakah tindakan tersebut 
dilaksanakan dengan maksud yang baik atau jahat.162     
Dalam KUHPerdata, Pasal 1367 dirumuskan bahwa 
seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang 
disebabkan perbuatannya sendiri melainkan juga atas kerugian 
yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang men-
                                                 
             161 Sadjijono, Ibid, hal.100-101 
162 Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional, Op.Cit, hal. 187 
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jadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang 
berada di bawah pengawasannya. 
Jika dikonstruksikan berdasarkan Pasal 1367 tersebut, 
penegak hukum yang melaksanakan penegakan hukum 
berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh lembaga/negara 
dan melakukan atas nama lembaga/negara, maka jika kemudian 
terjadi perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan 
kerugian kepada tersangka, terdakwa atau terpidana, maka 
negara yang mempertanggungjawabkan perbuatan penegak 
hukum tersebut. 
Menurut Ahmadi Miru163bahwa tanggung jawab yang 
diatur dalam pasal ini adalah tanggung jawab atas kesalahan 
orang lain yang ada di bawah tanggung jawabnya. Jadi 
sebenarnya dalam pasal ini dapat dikatakan menganut tanggung 
jawab risiko, atau tanggung jawab tanpa kealahan, walaupun 
tanggung jawab risiko tersebut  hanya jika yang melakukan 
kesalahan yang mengakibatkan kerugian tersebut adalah orang 
yang berada di bawah tanggung jawabnya.   
Wirjono Prodjodikoro164 berpendapat bahwa pada 
umumnya para pegawai negeri (termasuk penegak hukum), 
yang tidak keluar dari batas lingkungan tugasnya tidak dapat 
                                                 
                163   Ahmadi Miru, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai Pasal 1456 BW, 
Op. Cit, hal. 98 
164 Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, Jakarta, Sumur Bandung, hal. 29 
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dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang mungkin melang-
gar hukum dan negaralah yang langsung bertanggung jawab, 
berdasarkan atas penganggapan bahwa para pegawai sebagai 
alat negara belaka. 
Jika diperhatikan ketentuan tentang ganti kerugian dalam 
KUHAP, dapat diartikan bahwa ganti rugi adalah alat pemenu-
han untuk mengganti kerugian akibat hilangnya kenikmatan 
berupa kebebasan karena adanya upaya paksa yang tidak ber-
dasarkan hukum. Kiranya sangat tepat jika negara bertanggung 
jawab untuk membayar ganti rugi, sebab tindakan upaya paksa 
tentu dilakukan oleh aparat penegak hukum yang merupakan 
bagian dari negara dan melaksanakan atas nama negara.165  
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bab 
IV tentang Ganti Kerugian, pada Pasal 11 merumuskan:  
(1) Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri 
Keuangan berdasarkan penetapan pengadilan seba-
gaimana dimaksud dalam Pasal 10, 
(2)  Tata cara pembayaran ganti kerugian diatur lebih 
lanjut oleh Meteri Keuangan.   
 Berdasarkan Pasal 11 PP Nomor 27 Tahun 1983, maka 
tanggung gugat atas kerugian yang dialami oleh tersangka, 
                                                 
165 http://www.Inassociates.com/articles-pre-trial-legal-system-in-indonesia.html  
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terdakwa dan terpidana dibebankan kepada negara. Sedangkan 
penegak hukum yang melakukan perbuatan melanggar hukum 
dibebankan pertanggungjawaban pidana  (sanksi pidana)  dan 
atau pertanggungjawaban administari (sanksi administrasi), 
sebagaimana dalam Penjelasan Ketentuan Umum KUHAP 
angka 3 huruf d yang menyatakan bahwa kepada seorang yang 
ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan 
berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan 
mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, wajib 
diberikan ganti kerugian atau rehabilitasi sejak ditingkat penyi-
dikan dan para pejabat penegak hukum yan dengan dengaja dan 
atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut 
dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukum 
administrasi.  
Namun terdapat pengecualian, khusus untuk hakim tidak 
dapat dituntut melakukan perbuatan melanggar hukum, karena 
mempunyai hak imunitas/kekebalan. Berdasarkan Surat Edaran 
Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 9 tahun 1976 mengatur 
bahwa hakim dalam mengambil keputusan tidak dapat 
diganggu gugat. SEMA tersebut memberikan perlindungan 
mutlak kepada hakim dalam memberikan putusan dalam suatu 
perkara pidana. Hak imunitas tersebut merupakan konsekuensi 
dari eksistensi kebebasan kekuasaan kehakiman. Dalam SEMA 
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itu dinyatakan bahwa pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 
1365 KUHPerdata atas kesalahan hakim melaksanakan peradi-
lan, tidak dapat dituntut secara perdata. 
Namun bagaimana cara melawan putusan hakim yang 
dianggap tidak adil atau sewenang-wenang, sehingga hak-hak 
masyarakat tidak dikesampingkan dalam memperoleh keadilan. 
Menurut O.C. Kaligis166 bahwa memang KUHAP telah mengatur 
tentang putusan yang sudah dijatuhkan oleh hakim dapat 
diajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali. 
Akan tetapi perlu ditekankan bahwa upaya-upaya tersebut 
hanya dapat dilakukan terhadap suatu putusan hakim yang 
dijatuhkan berdasarkan pelaksanaan fungsi dan kewenangan 
pengadilan yang sesuai dengan aturan-aturan hukum yang 
berlaku, selama hakim mengadili menurut hukum. 
Selain itu, terdapat pula SEMA Nomor 14 tahun 1983 
tentang hakim yang tidak dapat dipraperadilankan yang 
menyatakan bahwa “sehubungan masih adanya pertanyaan 
yang diajukan ke sidang praperadilan berdasarkan Pasal 77, 
bersama ini diberitahukan bahwa mengenai hal ini Mahkamah 
Agung berpendapat bahwa seorang hakim tidak dapat diajukan 
praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHAP”. 
                                                 
166 O.C. Kaligis, Kejahatan Jabatan dalam Sistem Peradilan Pidana, Op.Cit., hal. 51  
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 Berdasarkan pemaparan tentang hakikat ganti kerugian 
bagi tersangka, terdakwa dan terpidana adalah bahwa pada 
dasarnya setiap manusia yang dilahirkan di bumi ini, Allah telah 
memberikan hak asasi yang tidak dapat dicabut oleh siapapun. 
Namun hak asasi tersebut tidak mutlak karena pelaksanaannya 
harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, harus ada 
keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepenti-
ngan umum, hak asasi manusia hanya dapat dibatasi untuk 
kepentingan umum. Pembatasan hak asasi dapat dilakukan jika 
seseorang berstatus tersangka, terdakwa atau terpidana. 
Rangkaian proses hukum acara pidana pada hakikatnya adalah 
pembatasan HAM, seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, 
penggeledahan dan penghukuman, tetapi pembatasan-
pembatasan HAM tersebut harus dilakukan sesuai dengan 
ketentuan yakni yang ditentukan dalam KUHAP dan dilakukan 
oleh orang yang diberi kewenangan yakni aparat penegak 
hukum. Jika pembatasan HAM tersebut tidak dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan KUHAP yang berarti penegak hukum 
melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan 
kerugian, maka KUHAP memberikan perlindungan hukum 
kepada pihak yang dirugikan (tersangka, terdakwa dan 
terpidana) yakni dengan  menuntut ganti kerugian sebagai 
konsekuensi dirampasnya hak pribadi tersangka, terdakwa dan 
 Dr. Haeranah, S.H., M.H. 211 
 
                                           Ganti Kerugian Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana …   
terpidana tanpa dasar hukum yang sah. Karena penegak hukum 
melaksanakan penegakan hukum berdasarkan kewenangan 
yang diberikan oleh negara, dan jika terjadi kesalahan dalam 
pelaksanaannya dan menimbulkan kerugian, maka negara harus 




















 212 Dr. Haeranah, S.H., M.H. 
 

























 Dr. Haeranah, S.H., M.H. 213 
 
                                           Ganti Kerugian Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana …   




Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka 
sebagai kesimpulan dapat dikemukakan bahwa hakikat dari hak 
atas ganti kerugian bagi tersangka, terdakwa dan terpidana 
dalam perkara pidana adalah perlindungan HAM bagi 
tersangka, terdakwa maupun terpidana, karena tindakan upaya 
paksa tanpa alasan undang-undang atau karena kekeliruan 
mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, menimbulkan 
kerugian bagi tersangka, terdakwa maupun terpidana. Ganti 
kerugian merupakan konsekuensi dari adanya pelanggaran 
HAM dan pelanggaran hak tersangka, terdakwa dan terpidana 
oleh aparat penegak hukum. Pelanggaran HAM dan pelang-
garan hak tersebut adalah perbuatan melanggar hukum yang 
menimbulkan kerugian bagi tersangka, terdakwa atau terpidana 
sehingga diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut yang 
menjadi  beban atau tanggung jawab negara, karena aparat 




 214 Dr. Haeranah, S.H., M.H. 
 
Ganti Kerugian Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana …  
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis dapat 
merekomendasikan 2 (dua) hal penting, yakni : 
1. Pada Rancangan KUHP dan Rancangan KUHAP masih 
diperlukan penyempunaan, meliputi perumusan tin-
dak pidana bagi aparat penegak hukum yang mela-
kukan tindakan upaya paksa terhadap tersangka, 
terdakwa dan terpidana (KUHP). 
2. Karena negara telah memberikan jaminan hak kepada 
tersangka, terdakwa dan terpidana untuk menuntut 
ganti kerugian apabila kepadanya terdapat kesalahan 
dalam penegakan hukum, maka seharusnya pemerin-
tah mengalokasikan dana ksusus ganti kerugian/kom-
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